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Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah. SWT. Shalawat serta salam semoga
tercurah pada nabi Mubammad saw., keluarga serta para sahabat.

Akhirn}ra, terselesaiakan  sudah penulisan buku yang
bertemakan tentang pornografi, dengan kajian spcsiﬁk pada “pidana
denda”. Penulisan buku ini tak lepas dari keresahan dan
kekhawatiran berbagai pihak terhadap “pertumbuhan” pornografi
yang hegitu signiﬁkzn, terutama dengan media internet. Memang
perkembangan internet yang begitu “melesat” telah memberikan
kemanfaatan dan kemudahan dalam bidang komunikasi, ilmu
pengetahuan dan selainnya di satu sisi, akan rtetapi juga
menimbulkan dampak buruk tersendiri di sisi yang lain. Tentunya
ini diperlukan langkah-langkah strategis guna menyikapinya secara
bijak, yang dalam konteks ini “bidang hukum®.

Penulisan dalam buku ini difokuskan pada pembahasan
pencegahan pnrnngmﬁ l:lengan menggunaf{an jdrana hl.'EI{'le
pidana. Khususnya dengan sanksi pidana denda, yang sekarang
menjadi srend dalam penggunaannya. Oleh karena itu, pembahasan
dalam buku ini fokus utamanya pada dua hal: pertama adalah terakic
pronografi dan kedua adalah rerkait pidana denda sebagai sarana
penanggulangann)’a.

Secara detail pembahasan dalam buku ini di mulai dengan
“Tindak Pidana Pnrnograﬂ”, yang berisikan rentang: pengertian dan
dasar hukum larangan pornografi. Selanjutnya tentang “Pidana
Denda”, yang meliputi: jenis-jenis pidana, sejarah pidana denda,
sistem pidana denda, serta kelebihan dan kekurangan pidana denda.
Berikutnya adalah “Kebijakan Hukum Pidana”, vang meliputi: teori
kebijakan hukum pidana dan tujuan pemidanaan. Kemudian adalah
“Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dengan Ancaman Pidana
Denda”, yang pembahasannya berkisar tentang: pengaturannya di
dalam KUHP, Undang-undang Pornografi dan Undang-undang
Informasi dan Transaksi Elekcronik. Pembahasan berikutnya adalah
“Penanggu[angan Tindak Pidana Pornograﬁ dengan Ancaman
Pidana Denda di Masa Mendatang’, yang membahas tentang;:
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pengaturan pidana denda dalam tindak pidana Pomngraﬁ dalam R-
KUHP dan kebijakan penanggulangan tindak pidana pornografi di
masa mcndatang. Buku ini diakhiri cl{:ngan bagian “Pcnutup”.

Sebagai usaha awal penulis, tentunya penulis mencari reman
diskusi guna memberikan masukan dari berbagai pihak demi
kesempurnﬂ:m blll{u ll'.ll I"Iﬂ['ﬂ.pﬂﬂn}rﬂ. ﬂgﬂf P‘En'lbﬂhasan dalam hlll{'l.l
ini bisa lebih sempurna dan komprehensif.

Selanjutnya, penulis haturkan terima kasih yang tiada terkira
terhadap berbagai pihak yang mendukung terselesaikannya
penulisan ini. Terurama jajaran pimpinan UIN Sunan Ampel

Surabaya (Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph.D., selaku rektor) dan
Fakultas Syariah dan Hukum (Dr. H. Masruhan, M.Ag. selaku
Dekan). Juga, guru-guru penulis, terutama KH. Muchsin Nurhadi
(orang rua sekaligus guru pertama penulis), KH. Basori Alwi dan
KH. Abdullah. Para dosen penulis, terutama Prof. Dr. Hj. Made
Sadhi A, SH., Prof. H. Masruchin Ruba’i, MS., dan Prof. Dr.
Suhariningsih, SH., SU. Rekan-rekan dosen di UIN Sunan Ampel
Surabaya beserta para tenaga kependidikan, terutama dari Fakulras
Syariah dan Hukum. Juga, Keluarga Besar Pondok Pesantren Sunan
Kalijogo Surabaya.

Selain itu, tak lupa penulis haturkan terima kasih kepada

E{ECILIEI 01'811g ua PEHLIHS d:-lﬂ I(Ed 11a mertua pEﬂUIES, terutama, .E{IITL

Ny. Hj. Nurchasanah dan alm. KH. Mas Abdul Haris Yahya. Juga,
yang terkasih, Lailatul M;lsyriﬁl, S.Pd.I., M.Pd. (istriku), dan yang
tersayang: Abdullah Noval Mubarok (alm.), Wardah Salsabila
Annazila, Zaki}rah Al-Arifah dan Muhammad Jazmy Mujab, yang
telah merelakan waktunya terkurangi untuk menyelesaikan buku
ini.

Akhirnya, penulis hanya bisa berharap semoga buah hasil
usaha yang sederhana ini bisa bermanfaat. Amin.

Surabaya, 17 Nopember 2019
Penulis
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Pendahuluan

Kejahatan, baik dalam konsepsi yuridis dalam artian sebagai
rindal pidana ataupun dalam konsepsi snsio|ogis dalam arrian
sebagai perbuatan yang menyimpang, keberadaannya telah diterima
dan diakui sebagai suaru kenyataan. Hal ini baik oleh kelompok
masyarakat yang paling modern ataupun kelompok masyarakar yang
paling sederhana. Di antara sebab diakuinya keberadaan kejahatan
itu, dikarenakan kejahatan adalah salah satu bentuk perlaku manusia
yang sangat memberikan kerugian pada masyarakar. Sebagai contoh
adalah pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, perampokan dan
lain sebagainya.'

Dengan memperhatikan  keluasan akibat negadif dari
kejahatan, maka bisa dimengerti ketika negara-negara di seluruh
belahan dunia berusaha dengan berbagai cara guna menanggulangi
kejahatan. Di antara usaha dalam menanggulangi kejahatan yang
sudah dilaksanakan selama ini, dan bahkan merupakan usaha yang
paling tua setua peradaban manusia itu sendiri, adalah dengan
mempergunakan hukum pidana dalam bentuk meberikan sanksi
hE["LlP& hul{umanfpiclan:l,

Namun dalam perkembangannya, penggunaan hukum
pidana dalam menanggulangi kejahatan ini tidak hanya belum
mampu menanggulanginya secara tuntas, namun lebih parah dari
pada itu telah melahirkan penderitaan dan nestapa yang cukup besar
bagi pihak yang rerkena. Baik sebagai dampak dari pengenaan
pidana/hukumannya, ataupun dampak dari proses penegakkannya

dalam arti yang sempit.z

' Shafrudin, Pelabsanaan Politik Fukum Pidana dalam Menanggulangi Kfj:rhdmn,
(Tesis-Universitas Diponegoro Scmarang, 2009), hlm. 1.
* Ihid, hlm. 3.
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Kegagahn I.'I.'lel.'ll'.l] Pi'dai'lﬂ da'am pElmnggulangan kEjahat‘an
ini dibukrikan dengan semakin tinggginya indeks kejahatan dari
masa ke masa. Tingginya indeks tersebur tidaklah dari sisi kuantitas
kejahatan saja, namun juga dari sisi kualitas kejahatan. Semisal
peruhahan pnlsL serta mndus ﬂPE["ﬂnCIL d.l Samping Penggun:l:ln
teknologi yang canggih, yang tentunya memunculkan jenis
kejahatan berupa WCC (white collar crime). Konkritnya semisal
kejahatan pemalsuan pajak, kejahatan korporasi, kejahatan
komputer, penipuan konsumen dan sebagainya, dan pencemaran
dan perusakan lingkungan, di mana korbannya tidak berorienasi
pada individu saja, namun sckaligus pada masyarakat luas, dan
bahkan pada negara.’

Belum lagi jika melihat jenis pidana, semisal pidana
penjara/kurungan, yang sering disebur sebagai pidana perampasan
kemerdekaan, yang dianggap menderitakan. Di samping itu, jika
dilihat dari sisi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling
bertentangan terhadap rujuan dari perampasan kemerdekaan, yang
antara lain sebagai berikur:

1. Bahwa tujuan pidana penjara yang pertama adalah menjamin
keamanan para narapidana, sedangkan rujuan kedua dari
pidana penjara adalah memberikan kesempatﬂn l(Ep:ld.EE
narapidana untuk direhabilitasi.

2. Bahwa fungsi pidana penjara itu sering berakibat pada
dehumanisasi bagi pelaku kejahatan, yang pada akhirnya akan
memunculkan dan melahirkan suatu kerugian bagi narapidana
tersebut ketika ingin melanjutkan kehidupan secara produktif

di dalam pergauian masyarakat.“

*1bid, hlm. 4.
U Admin, "Eksistensi Pidana Denda dalam Konteks Kitab Undaug—undang
Hukum Pidana”, dalam heepeffwrwsw. fawskripsi.com, diakses 10 Maret 2013,
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Oleh karena itu, dengan adanya berbagai problem dalam
menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum
pidana, telah melahirkan kecaman dan kritikan yang sangat pedas
terkait penggunaan pidana dan hukum pidana. Gene Kassebaum
men}fatak:lrl hﬂhWﬂ HPE}"E penanggul;lngﬂn kejahatarl dengan
menggunalmn sarana hukum pidana rnerup:lkan older P}:i.i"fompf}_}' of
control. Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa picl;ma dan
hukum pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban kita masa
lalu (@ vestige of our savage past)” yang sudah seharusnya untuk
dihindari. Pendapat tersebut sepertinya didasari oleh pemikiran
bahwa “pidana” merupakan “rindakan perlakuan® atau “pengenaan
penderitaan” yang kejam. Schingga tak salah jika mercka
mengatakan bahwa pemindanaan merupakan a refic of barbarism.

Kampanye “anti pidana” itu masih terus terdengar sampai
abad kedua puluh satu ini dengan slogan “the struggle against punish”
atau “abolition of punishment”. Olof Kingberg, scorang kriminolog
sekaligus ahli psychiatry forensic, menyatakan bahwa pada
umumnya kejahatan merupakan wujud dari ketidak-normalan atau
ketidak-matangan si pelanggar dari pada hukuman (punishment).
Karl, seorang kriminolog menyatakan bahwa: “punitive attitude”
(sikap memidana) harus diganti dengan “therepeutic attitude” (sikap
mEng-:'.bl')v:i'fi).ﬁ

Akan teapi di sisi lain, masih banyah ahli hukum yang
m{:n}’atakﬂn pcrlun}f{{ hulium P.i.d.iiﬂﬂ daiam mcnanggulangi
kejahatan. Semisal Roeslan Saleh yang menyatakan:”

1. Perlu-tidaknya penggunaan pidana dan hukum pidana ridak

han}fa terlerak pada persoalan tujuan-tujuan yang ingin dicap:li.

* Muladi dan Barda Nawawi Ariel, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung;
Alumni, 2005}, hlm. 149-150.

b fbid, him. 151

" Shafrudin, Pelafsanaan Politik Hukwm Pidana, hlm, 2.
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Akan tetapi juga terletak pada problem bahwa seberapa jauh
guna mencapai tujuan tersebut “boleh” mempergunakan
paksaan. Dengan demikian permasalahnnya bukanlah terletak
pada hasil yang akan diperoleh, namun mempertimbangkan
antara “nilai dari hasil tersebut” dan “baras-baras kebebasan
pribadi perindividu“;
Tf:['dapat upz}rﬂ—upa}fa PE['E\-VE.EQ.H arau P'Erhﬂikﬂ.ﬂ }mng tid;lk
memiliki arti sedikitpun bagi 51 terpidan:l, di samping juga
harus terdapat reaksi atas berbagai pelanggaran norma yang
sudah dilakukan tersebur dan tidak bisa dibiarkan begitu saja;
Pengaruh pidana atau hukum pidana bukanlah hanya
ditujukan pada si penjahat saja, namun juga guna memberikan
pengaruh pada orang yang tidak jahat, yaitu mereka dari warga
111;|5_‘,.f:-1[':1f{£lt ]..fang SEIHIL[ raat Pﬂdﬂ norma-norima }’Ell'lg hidup
dalam masyarakat.

Selain itu, H. L. Packer menjelaskan:®
Sanksi pidana sangat dibutuhkan: kita tidak bisa hidup, baik
sekarang ataupun di masa yang mendatang, tanpa pidana;
Sanksi pidana adalah alar atau sarana yang terbaik dan ada, yang
kita punyai guna menghadapi berbagai bahaya besar dan
bersifar segera, serta guna rnenghadapi berhagai ancaman dari
haha}ia tErSEhut',
Sanksi pidana pada satu waktu merupakan “penjamin yang
utama atau terbaik” dan di waktu yang lain merupakan
“pengancaman yang utama’ dari kebebasan manusia. Sanksi
pidana merupakan “penjamin” jika dipergunakan secara hemart
dan dipezgunakan secara manusiawi. Akan tetapi, sehafikn}f:l.
sanksi pidana merupakan “pengancaman", jika dipergunakan

secara paksa dan sembarangan.

¥ lhid., hlm. 3.
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Di samping itu juga dinyatakan bahwa “Hukum pidana dan
pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan
kejahatan, karena di dalamnya rtidak saja terkandung aspek
rehabilitasi dan koreksi, tetapi juga aspek pengamanan masyarakat
rerh:u:lap pe]aku rindak pid:ma yang berat.”

DEHEE['I menggabunglcan pendapat j-’ﬂ.ﬂg Prﬂ dﬂﬂ knnl:ra,
maka dap:lr disimpulkﬂn bahwa masih dipeﬂui{an adanya pidan:l
dalam menanggulangi kejahatan, namun dengan penyesuaian di
sana-sini sehingga pidana bisa meninggalkan kesan & relic of
barbarism. Karena pada dasarnya hukum pidana adalah hukum
sanksi, sebab dengan bertumpu pada sanksi itulah hukum pidana di
fungsikan untuk  menjamin  keamanan, ketertiban, dan
keadilan.Dalam hal ridak salah jika dikatakan bahwa bagian yang
ridak terpisahkﬂn dari hukum pidana adalah masalah pidana dan
pemidanaan. Pidana dalam arti memberikan penderitaan,
pemidanaan dalam arti menentukan tjuan dijatuhkannya pidana
dan jenis pidana apa yang tepdijatuhkan.”

Terkair dengan tujuan pemidanaan di masa mendatang di
Indonesia telah dirumuskan dalam rancangan KUHP nasional yang
baru. Hal tersebut sebagai disebutkan secara eksplisit dalam Buku I
Pasal 54 tentang Tujuan Pemidanaan, adalah Sebagai berikur:'"

> mencegah dilakulcannya rindak pidana dengan menegaklc:ln
norma hukum demi pengayoman masyarakar;

} mcmasyﬁrﬁ]{atkan tcrpidaﬂa dcﬂgﬁﬂ mi:ngadal{an pcmbinaan
sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;

# menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
memulihkan Eceseimbangan, dan rnendatangkan rasa damai

dalam masyarakar;

" Admin, Ebcistensi Pidana Denda.
WoAbdul Rossi, “Pidana Denda”, dalam Eaaxp.'ffdéduf—mﬁi.Hﬂgspatmm, diakses
pada 10 Marer 2013,
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P 1'I.'IEmbEbaSkﬂn rasa hemafah Padﬂ. tf.'rpi.dﬂﬂﬂ..

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa:
“pemidanaan tidak bertujuan  menderita kan dan ridak
diperkenankan merendahkan martabat manusia™."

Dengan demikian maka bisa dikatakan bahwa:'?

» R-KUHP lebih memfokuskan terkait tujuan pemidanaan pada
EI.S[}EIC pencegzl‘j:m, buk{an Pﬂ.dﬁ. aspei{ pembal&san dﬂﬂ
pf:nderit:lan.

» Pemidanaan menurut R-KUHP ddaklah ditjukan pula
sebagai suatu “pencelaan” oleh masyarakar atas perbuatan
kejaharan yang telah dilakukan.

Dalam pasal 10 KUHP dijelaskan ada dua jenis pidana.
Pertama pidana pokok, yang terdiri dari (1) pidana mati, (2) pidana
penjara, (3) pidana kurungan, (4) pidana denda, dan (5) pidana
tutupan. Kedua pidana rambahan vang terdiri dari (1) pencabutan
hak-hak tertentu, (2) perampasan barang-barang tertentu, dan (3)
pengumuman putusan hakim.

Dapar dikatakan bahwa, pidana mari adalah suatu pidana
yang ditujukan pada jiwa sescorang, pidana penjara dan kurungan
ditujukan pada kebebasan dan kemerdekaan seseorang, dan pidana
dend:l d.lrl_ljllkﬂn P{ldﬂ ha[‘ta hﬂndﬂ seseﬂmng dal:lnl herltu!(
“kmvajiban memha}far sejumlah uang”.

Terdapat beberapa kelamahan dari jenis-jenis pidana
terscbut. Semisal pidana mati, yang salah satunya adalah tidak bisa
dilakukan koreksi jika relah dilaksanakan. Sedangkan untuk pidana
perampasan kemerdekaan terdapat beberapa kelemahan, antara lain:
1. Dari segi ekonomi, karena jika diperhitungkan dari social cost

(biaya yang harus dikeluarkan) sangadah besar. Dengan

dijatuhkan pidana penjara maka seorang pelaku haruslah

" b,
v Thid,
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dibiayai dan haruslah disediakan fasilitas bangunan guna

menempatkan mereka pada lembaga rersebur.

2. Dari segi filosofis, karena terdapﬂt behcrapa hal yang
ambivalence, antara lain:

a. Ambivalensi dari rjuan pidana penjara, yaitu antara
memberikan  “jaminan pengamanan” dengan “dana
rehabilirasi”™;

b. Hakikat dari fungsi penjara sering kali mengakibatkan
dehumanisasi."”

Karena kelemahan-kelemahan irulah, maka lahir pemiki ran
dalam rangkan meminimalisir penggunaan pidana penjara dengan
memposisikan pidana denda sebagai alternatif, yang ternyata
pemikiran ini semakin mengemuka. Dalam kenyataanya terdapar
kecenderungan meningkat dalam menggunakan “pidana denda”.
Ini terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan pidana di
luar KUHP, araupun perundaunag-uundangan dalam bidang
administrasi. Di samping itu, dengan kﬂrpnrasi diterimanjm sehagai
subjek hukum pidana di Indonesia maka secara langsung telah
dialkukan eliminasi terhadap penggunaan pidana penjara. Hal ini
disebabkan bahwa tidak mungkinnya korporasi dikenakan pidana
penjara dalam hal korpotrasi tersebut melakukan suatu tindak
pidana. Pendeknya sanksi pidana yang mungkin dikenakan pada
korporasi hanya pidana denda saja. Tidaklah mungkin kerporasi
dikenakan “pidana perampasan kemerdekaan” kerika korporasi
terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.™

Sclanjutn}ra, pcrkcmhangan pida_na denda ini didumng juga
oleh perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakar dalam

bidang perckonomian, yang tentunya erat juga kaitannya dengan

¥ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, hlm. 77,
1 Sy'ui.ful Bakhri, Pﬂmﬂ!’{g’mﬂ Bary Pidana Denda, [Yﬂgy’akarta: Total Media,
2009), hlm. 110,
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“white collar crime” dan “prqfe:famzf crime”, yang bisa memberikan
keuntungan material dalam jumlah yang cukup besar. Jika pelaku
kejahatan hanyalah dijatuhi pidana penjara, maka dia masih
memiliki kemungkinan “menikmati hasil kejahatan®. Dalam
konteks inilah Pidanzl denda bisa dida}ra—gunakan guna mengejar
“kekayaan hasil dari tindak pidana” yang telah dilakukan oleh
terpidana. Tetapi yang pasti guna tujuan ini haruslah dicopang oleh
sarana dan prasara guna menjalankan purusan pidana denda yang
telah ditetapkan oleh hakim.'®

Fakror ini terkait erat dengan perkembangan dalam pidana
yang menyangkut subyek hukum dalam hukum pidana. Semisal
dalam KUHP yang berlaku sekarang pada dasarnya hanyalah
“orang” yang bisa menjadi “subyek hukum pidana”. Dalam Memory
van Toelichting Pasal 51 Nederlandache W.v.S (Pasal 59 KUHP)
dijelaskan: “suatu strafbaarfeit hanya dapat diwujudkan oleh
manusia, dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang
hukum pidana®. Namun dalam perkembangannya tidak bisa
dihindari lagi terdapat kemungkinan badan hukum/korporasi
melakukan suatu tindak pidana dan tanggung jawab ridaklah
terlepas dari pertanggungjawaban pihak pengurus korproasi
rersebur.'®

Akan rtetapi Mary Daunton-Fear mempunyai pandangan
vang berbeda terkait dengan penelitian pidana denda. Dia
menyatakan bahwa mengingat seringnya penjatuhan pidana denda
oleh pengadilan pidana, sangat mengejutkan dalam fakranya begitu
sedikit perhatian yang diberikan tethadap efektivitas sanksi dalam
prespekdif kriminologis. Pidana denda bukanlah hal baru. Akan
tetapi ada indikasi bahwa dalam setengah abad terakhir relah terj;u:li

peningkatan tajam dalam penggunaan pdaian denda. Rosenzweig

% Abdul Rossi, Pidiera Derela.
0 Thid,
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mengacu pada statistik dari Inggris, Jerman, Prancis, dan Amerika

Serikar yang menunjukkan bahwa peningkaran penggunaan denda

terkait dengan meningkatnya ketidaknyamanan tentang hukuman

penjara jangka pendek.'”

Secara  rteoritis pidana denda memiliki  kelebihan
dibandingkan dengan pidana penjara. Pertama, dengan penjatuhan
pid:ln;l denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, Setiap
terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas
mereka atau tetap anonim atau tidak dikenal. Kedua, pidana denda
tidak menimbulkan stigmatisasi atau cap jahat bagi terpidana,
sebagaimana halnya dalam pidana penjara. Ketiga, dengan
penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan
dan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan
murah.'®

Selain memiliki kelebihan sebagai perjelasan tersebur,
pidana denda juga memiliki berbagai kelemahan, yaitu:

1. Pidana denda bisa dibayar atau ditanggung oleh pihak ketiga
(pihak yang ridak melakukan pelanggaran hukum), sehingga
pidana denda yang dijatuhkan rtidaklah secara langsung
dirasakan oleh terpidana yang tentunya mengakibatkan tidak
tercapainya tujuan pemidanaam

2. Pidana denda bisa memberikan beban pada pihak ketiga yang
tidak bersalah. Hal ini dikarenakan pihak ketiga tersebut
dipaksa merasakan juga pidana tersebut. Misalnya uang yang
dialokasikan bagi pembayaran pidana denda yang dijatuhkan
kepada scorang kepala rumah rangga yang melakukan
peianggaran dalam benruk "mengemudi karena mabuk”, akan

111ﬁ'ngurangi anggar:-}n rumah tanggan}ru*

7 Mary Daunton-Fear, *The Fine as a Criminal Sanction”, The Adelaide Law
Review, No. 4, lssue 2, December 1972, him. 307,
" Syaiful Bakhri, Paradigma Baru Pidana Denda, hlm. 121.
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3. Pidana denda cenderung memheﬁl{ﬂn kcunrungﬂn PEIEIE.
mereka dari golongan yang mampu. Dikarenakan bagi mereka
yang kurang atau tidak mampu, maka berapapun besaran
pidana denda tetaplah merupakan “beban” arau “masalah™ bagi
mereka, sehingﬂ mereka umumnya lebih menerima dan
memilih Pidana dalam jenis yang lainn}ra, semisal pidana
perempa,s:ln lCEmEI'dEl{ZIEI.H,

4. Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan “utang
denda”, ketika di terpidana tidak dilakukan penahanan atau
tidak ada dalam suatu tempar, semisal penjara.”

Pada dasarnya, piidana denda merupakan salah satu jenis
sanksi pidana yang sudah lama dan berlaku pda sistem hukum pada
masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Meskipun pengaturan sekaligus
cara pEner:lp:lnrl}-':l berbeda—beda, l{arena men}fesuaikan SiTU.&Si,
kondisi dan perkembangan masyarakat yang ada. Semisal dalam
hukum adat dan hukum Islam, pidana denda telah dikenal,
meskipun lebih bermakna “ganti kerugian®. Begitu juga dalam
bangsa-bangsa negara-negara Barat, pidana denda adalah pidana
yang paling tua. Semisal di Skotlandia sampai sekarang kejaksaan
setempat menyebutnya sebagai “Prosecutor Fiscal”.*"

Secara historis pidana denda sudah dipergunaican selama
berabad-abad dalam hukum pidana. System hukum Anglo Saxon
awalnya mepergunakan pidana yang bersifat finansial secara
sistematis kepada para pelaku kejahatan. Pidana finansial tersebut
merupakan ganti kerugian yang selanjutnya diserahkan kepada
korban. Ganti kerugian ini mengilustrasikan “keadilan swadaya”

vang l'-l".‘:lal'] iama ada dan berlaku, dimana lmrban dirnunglcinkan

¥ fhid., hlm. 240,

* Dalam sejarahnya, dahulu fungsi dan tugas jaksa di Skotlandia memungut
“uang denda” dari terpidana sebagai sumber pendapatan bagi negara. Lihac Abdul
Rossi, Pidana Denda.
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E{ﬂ[’hﬂl’l melai{ukan pﬂnuntutasan hﬂ!ﬂ.ﬁsaﬂ rerl'ladap PlhEllC }Fang
sudah melakukan kesalahan salah dan mengakibatkan lahirnya
pertumpahan darah.!

Sebagai salah satu jenis pidana, tentunya pidana denda
bukanlah dirujukan han}ra untuk tujuan-tujuan yang bersifat
ekonomis saja, semisal hanya untuk menambah “pemasukan
keuangan negara”. Akan retapi juga haruslah dihubungkan dengan
berbagai tujuan pemidanaan. Pengaturan dan penerapan pidana
denda haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya, schingga bisa
efekeif dan efisian dalam mencapai tujuan pemidanaan. Ini, baik
ketika pembuatan undang-undang yang merupakan tahapan
legislatif, penerapannya di persidangan yang merupakan tahapan
yudikatif, ataupun pelaksanaannya yang merupakan tahapan
eksekurit.”*

Dari aspek criminal policy (kebijakan hukum pidana)
fenomena mempergunakan pidana perampasan kemerdekaan
berupa penjara yang mengesankan “boros”, tentunya sangatah
bertentangan dengan kecenderungan vyang terjadi di dunia
internasional saat ini. Yaitu untuk meminimalisir penjatuhan
pidana penjara dengan menerapkannya sebagai kebijakan yang
bersifar selekrif dan limitarif.”® Ini adalah sebagai dampak semakin
kuat dan keranya kritikan dan soroton terkait penggunaan pidana
penjara.

Oleh karena itu, menjadi wajar ketika pidana denda menjadi
“pusar perhatian”, baik dipergunakan sebagai pidana pengganti dari

pidana penjara singkat, atau scbagai independendent sanction (pidana

' Sudiryona,  “Sejarah dan Perkembangan  Pidana  Denda”,  dalam
hetpoiswdiryona. wordpress.comi201 200512 Fisejarab-dan-perkembangan-pidana-
dendal, diakses pada 10 Marer 2013,

2 Abdul Rossi, Pidana Denea.

5 Barda Nawawi Arief, Buenga Rampai Ke‘éxjﬂﬁan Hukrem Picdana, [Bandung;. Citra
Adirya Bakei, 2002), hlm. 234-235.
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yang berdiri sendiri). Dikarenakan, di samping, pid:m:i denda adalah
salah satu jenis sanksi pidana yang bersifat non-custodial, di samping
juga dianggap tidaklah melahirkan prisonisasi dan stigmatisasi, serta
dari sisi eckonomi Negara memperoleh masukan berupa uang, atau
setidakn}'a negara telah melakukan penghemat&n bia}-’a sosial
dibandingkan ketika negara memberlakukan pidana penjara.

Lebih-lebih iilca didasarkan pada herhagai hasil penefirian,
baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.”® Di antaranya hasil
penelitian dari Roger Hood, Hall Williams, R.M. Jackson dan
Sudarto. Salah satu hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat
gejala kalau pidana denda dianggap lebih efekrif dan efisien daripada
pidana kurungan ataupun pidana penjara.

Oleh karena iru, wajarlah kalua dikatakan bahwa posisi
sanksi pidana denda dalam r:mgf{a pﬂ|iri|c kriminal cenderung
berada pada posisi strategis, sebagai salah satu upaya dalam rangka
penanggulanagn dan pemberantasan tindak pidana. Secara
signifikan bisa dilihat dengan semakin banyaknya penggunaan
pidana denda sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang
dipergunakan dalam mengatasi berbagai problem tindak-tindak
pidana yang baru, sebagai akibat semakin pesatnya perkembangan
ekonomi maupun teknnlogi canggih. Ini bisa dibuktikan di mana
pidana denda diarur dalam heberapa “undang—undang pidana
khusus”,** atau perundang-undangan pidana yang terdapat di luar
KUHP.

Salah satu kejahatan yang sekarang rerus menunjukkan trend
meningkat adalah pornografi. Terutama yang menggunakan media

internet, atau yang dikenal dengan cyberporn. Dengan media

 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), him. 85-
80,
5 fbid., hlm. 64.
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internet mﬂl{ﬂ pnrnograﬂ dalam bentul{ ﬁfm Prﬂﬂﬂ, Eerita pnrno,
bahkan gambar porno, cenderung makin mudah didapatkan.™*

Menurut Mu'azu Abdullahi Saulawa, bahwa pﬂrnograﬁ
dengan media internet tersedia pada tata letak yang berbeda. Mulai
dari gambar dan film animasi pfndek, hingga file suara dan cerita.
Pengguna menggunakan media internet guna menciprakan seks,
kehidupan seks, aksi seks, dan mengarur aktiviras seksual dari la},rar
komputer.*’

Penyebaran pornografi dengan media internet begitu
cepatnya. Menurut Romi Satria Wahono, seorang peneliti LIPI,
bahwa: “Dalam setiap detik dijumpai 28.258 orang mengakses situs
porno. Juga, dalam setiap detik terdapat 372 pengguna internet
telah mengetik dengan “kata kunci tertentu” di “situs mesin
pencarf" guna mencari “konten pnmograﬁn, dimana di seluruh
dunia jumlahnya dalam kisaran 420 juta”.*®

Sedangkan, American Demographic Magazine telah
melakukan perhitungan jumlah situs porno dan jumlah halaman
situs porno. Di sebutkan dalam tahun 1997 saja telah rerdapar
22,100 situs porno. Sedangkan dalam rahun 2000 telah naik

* Dengan hanya mengetik “kata kunci” ke search engine yang identik dengan
“istilah porno”, maka akan didapatkan denpan segera berbagai situs vang
menyajikan semua bentuk pornografl ini. Cukup hanya dengan uvang sebesar
3500-6000 rupiah, “seorang anak” bisa mendapatkan berbagai “sajian dewasa”,
Bentuknya mulai dari yang “normal”, “ganjil”, “tidak lazim”, bahkan “sakit”.
Lihat: Rapin Mudiardjo, “Pornografi, Bagian Kecil Realitas Interner”, dalam
hetpifiwwne. master.aweb. idimwmaglisae/ 03 contentfokus-realitas_pernografi/fokus-
realitas_pornografi.bemi, diakses pada 13 Marer 2013.

* Mu'azu Abdullahi Saulawa, "Cyber Pornography: an Analysis of The Legal
Framework”, dalam Jurnal Global fowrnal of Politics and Law Research, Vol .3,
No. 2, April 2015, hlm. 46.

¥ Roni, “Awran Tindak Pidana dalam UU Pornografi dan UU ITE tentang
Informasi ~ Elektronik  bermuatan  Pornografi”,  dalam  hep/ironny-
Indkiemn. blogspot.comi200 V00 aneran-hukwm-teg-pornografi. biml, dikases pada 10
Marer 2013,
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berjumlah 280.000, dan sclanjutn}'a dalam tahun 2003 naik
mendekati jumlah empar kali lipatnya, yaitu dalam kisaran 1,3 juta
situs porno. Sedangkan jumlah halaman situs porno di dunia pada
tahun 1998 adalah 14 juta, dan meroket tajam dalam tahun 2003
dengan berjumlah 260 juta. Dalam tahun 2008, jumlah halaman
situs porno sudah berada pada angka 420 jura.

Bahkan menurut Alimuddin Siregar bahwa saar ini
pornografi di Indonesia telah memasuki strata global. Federasi
Kepolisian Amerika Serikat telah meminta Kepolisian untuk
menyelidiki operasi situs-situs porno anak-anak (pedofilia) terbesar
yang dicurigai dijalankan dari Indonesia. Menurut Humas Mabes
Polri, ini adalah salah satu investigasi terhadap jaringan
internasional terbesar yang pernah ada. Kantor berita Associated
Press di Amerika Serikat juga menunjuk daerah Glodok di Jakarta
sebagai pusat pasar pornografi terbesar di Asia Tenggara.™

Memang perlu disadari bahwa kemajuan teknologi dalam
faktanya telah memberi peluang, ruang dan kesempatan dalam
penyebaran pornografi. Internet yang di satu  sisi sering
dipergunakan untuk penyebaran ilmu pengerahuan, rransaksi
dagang, atau penyebaran informasi, dalam faktanya juga bisa
di}:}ergunakan men}feha[’k:ln sccara ILlElS kejah;ltan Pornﬂgmﬁ. DlEh
ﬁcaren:m}rﬂ, diper]ukan perhatian dan keseriusan dari berhagai pihak,
terutama  Pemerintah, tentunya juga masyarakat  dalam

mt‘dukung;n}ra, guna THClﬂkukﬂﬂ langkah-iangkah }'&l’lg jCiﬂS, thﬁS

* Rani Yuanita, “Undang-undang Pornografi dalam Kajian Sosiological
Jurisprudence”,  dalam  buperaniywanitawordpress.com201 /0103 undang-
undang-pornografi-dalam-kajian-iosivlogical-jurisprudence/, dikases pada 10 Maret
2013,

W Alimuddin Sircg:lr., “F'chmug[aph}' Criminal Act on Pictures under the Law
Nurmber 44 Year 2008 about Pornography and ldamic Law in Indonesia”, f/OSR:
Jowenal Of Humanities And Social Science, Volume 22, Tssue 10, Ver. 11 (October,
2017}, hlm. 88,
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dan EFEI{ri.:F CIE].EHTI Iﬂ.ﬂgkﬂ pencegahan 'CIEI.H pf'_mherantasan kejahatan
pronografi, baik yang berupa pembuatan, penyebaran atau
penggunaannya.”’

Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Colleen Bryant
bﬂh“"ﬁ E]l{til }':lng EICIEI sek:lrarlg, bﬂh“’ﬂ [E‘l.ﬂh !'}Eln}'ﬂl{ m:;ls}famlcar }-’:mg
terpapar pornografi, terutama di kalangan remaja. Dia menyatakan
bahwa ridak menghemnkan, mengingar tingginya tingkat
keterpapamn remaja, ada kekhawatiran bahwa anak-anak muda
dibanjiri dengan hal-hal di luar yang diinginkan dan diharapkan.
Mereka terbiasa memperoleh “informasi seksual” yang kasar dan
menyimpang, padahal secara “perkembangan dan Pertumbuhan”
mereka belum waktunya dan belum mampu secara konstruktif
“menghadapi” dan “menanganinya”. Tentunya ini secara negatif
dﬂpﬁr mengubah ‘Eikﬂp EIE[H I}Efil;lkll SEI{BUEII mE[’Eka, yﬂﬂg pgdﬂ
akhirnya orientasi seksualitas mereka.™

Melihat fakta tersebut, berbanding rterbalik dengan
peraturan perundang-undangan tentang larangan pornografi. Hal
ini dikarenakan, menurut Prima Angkupi, bahwa ketentuan hukum
pidana positif terkait dengan kejahatan di bidang pornografi
terdapat dalam Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang
Telekomunikasi, Undang—undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers,
Undangﬂndang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang—
undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* Namun
scolah hal tersebut ridak b::rpcngaruh hingga s::karang.

Senada dengan hal tersebut, Alimuddin Siregar menyatakan

bahwa penyebaran pornografi di Indonesia sckarang berada pada

M Roni, Atwran Tindak Pidana dalam UU Pornografi dan UUITE
* Colleen Bryant, “Adolescence, P‘urnugrap!]y and Harm”, dalam Trends ¢ fosues

in Crime and Criminal Justice, No, 368, February 2009, hlm. 3.
# Prima Angkupi, “The Paradigm of Cyberporn on Legal Culture and Religion
Perspective”, furnal Cita Hubuwm, Vol. 53, No. 1, 2007, hlm. 77.
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tingkﬂt yang sangat mengkhawnrirkan. Fakror yang mendasari
adalah bahwa peraturan atau aturan yang terkandung dalam KUHP
sangat ridak menguntungkan, ditambah dengan ancaman hukuman
dan penegakan hukum yang lemah, dan hasil dari pergeseran moral
dan penurunan dalam pralcrik nilai-nilai spiritual dan agama dalam
masyarakat.™

Olel‘l ].{al—el'lﬂ itl.l, dikal‘enak&n peratu[’&n perundang—
undangan yang sudah ada dianggap belum memadai serta masih
kurang dalam memenuhi “kebutuhan hukum”  terkait
pemberantasan pornografi dengan efekeif, maka schingga pada
tahun 2006 di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mulai
digulirkan  “pembahasan  Rancangan Undang-undang Ant
Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP)”. Tepat pada tanggal 30
Oktober 2008, DPR RI mengesahkan Undang-undang No. 44
Tahun 2011 tentang Pornografi melalui Sidang Paripurna. Dan
sebelumnya, demi pencegahan dan pemberantasan menyebarnya
pornografi dengan media komputer dan internet, negara Indonesia
sudah mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur
“larangan penyebaran pornografi” dalam bentuk informasi
elektronik yakni Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).*

* Alimuddin Siregar. Pornagraphy Criminal Ace, him. 93.

¥ Farnida Malahayat, “Penegakan Hukum Terhadap Cyberporn (Pornograh
dalam Dunia Maya)”, dalam
batp:iifarnidaassignment. wordpress.comi2012/1 1/23/ilmu-budaya-dasar-penegakan-
bkwm-terbadap-cyberporn-pornografi-dalam-dunia-mayal, dikases pada 10 Maret
2013,
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Pengertian Pornografi

Padﬂ d:-}.s:-lrn}’a Pm‘nr}graﬁ merupal{an l'Epr-:sentasi perifaku
seksual dalam buku, gambar, patung, gambar bergerak, dan media
lain yang dimaksudkan untuk menimbulkan gzirah seksual

Firdaus Syam menjelaskan bahwa secara erimologi kata
pronografl berasal dari dua buah suku kata, yaitu “pornes” dan
“grafi’. Arti dari pada “pornoes”adalah suatu perbuaran yang bersifat
asusila (namun khusus terkait dengan hal-hal yang berhubungan
dengan seksualitas), atau perbuaran yang cabul arau tidak senonch.
Sedangkan “grafi” berarti gambar atau tulisan. Dengan demikian
maka pnrnngraﬂ bisa diartikan arti luas sebagai “isi” atau “sesuatu”
yang artinya menggambarkan atau menunjukkan hal-hal yang
memilik sifat asusila, atau hal-hal yang menyerang rasa kesusilaan
dalam masyarakat.” Pendeknya bahwa pornografi merupakan
penggambaran materi subjek seksual untuk rujuan eksklusif berupa
gairah dan rangsanagan seksual

Sedangkan terkait definisi dari pornografi, Wirjono
Prodjodikoro menyarakan bahwa kata porno terbentuk dari “pornes”
yang berarti mehnggar i{ESGpanan (kecabulan) dan “grdﬁ ” berarti
menulis dan sekarang termasuk gambar dan parung atau artikel yang

secara umum mengandung atau menggambarkan hal-hal yang

e Johin Philip Jenkins, “Parnography (Sociology)”, dalam
beeps:ifwnon. britannica.comiropic/pornagraphy, dikases 21 Nopember 2019,

" Firdaus Syam, Analisis dan Evaluasi Undang-undang Nomaor 44 Tabun 2008
Tentang Pornografi, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Badan Pembinaan Hukum Nasional, 20000, hlm. 19,

* John Philip Jenkins. Parnography (Seciology).
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menyinggung ]{E:iopanan ]:'J‘Eldﬂ mEI‘Ekﬂ }Farlg mEmbaC:l l:lElﬂ
melihatnya. ™

John Philip Jenkins menyatakan dikarenakan “definisi
pornogtafi” sangatlah subjektif, maka historitas pornografi
kemungkinan sulit sekali dipahami. Ini bisa dilihat bahwa “gambar”
yang mungkin dinilai “eroris”, atau bahlkan “rEligius”, dalam suatu
masyarakat dapat dikecam dengan dikarakan sebagai “pornografi” di
masyaraicar lainn}ra. Dengan demikian, para pe|anc0ng Empa yang
melancong ke India pada abad kesembilan belas dikejutkan oleh apa
yang mereka anggap sebagai “representasi pornografi” dari kontak
scksual dan hubungan seksual yang digambarkan di kuil-kuil
Hindu. seperti yang dilakukan Khajuraho. kebanyakan pengamat
modern mungkin akan bereaksi secara berbeda. Ban}'a]{ masyaralc:lt
Muslim kﬂrltempnrer juga mener;]pl(an 13hEI “pornﬂgl‘aﬂ” untuk
banyak film dan program televisi yang ridak dapat ditentang di
masyarakat Barat.®

Terkadang beberapa orang membedakan antara pornografi
berat dengan pornografi ringan. Termasuk pornografi berat adalah
gambar atau ilustrasi alat kelamin dalam keadaan terangsang, juga
perilaku atau perbuatan seksual. Sedangkan pornografi ringan pada
umumn}ra [ﬂl'l{:lir Eif_'ng:ln hﬂi—hﬂl }'ang menampilkﬂn
“ketehni:mgan“* ﬂdﬂgan—adeg&n yang bisa mensugesti pada perilaku
seksual, atau menirukan adegan seks.

Bentuk pornografi bisa saja disajikan dalam berbagai media,
termasuk buku, majalah, kartu pos, foto, patung, gambar, lukisan,
animasi, rekaman suara, panggilan telepon, penulisan, film, video,

dan permainan video ! Film porno menggal‘:unglun gamhar yang

* Sebagaimana dikutip oleh Alimuddin Siregar. Lihat: Alimuddin Siregar,
Pornagraphy Criminal Act, hlm. 88,

 Tohn Philip Jenkins, Pornagraphy (Sociology).

1 Admin, “Pornography”, dalam  bepedico. wikipedia.orghwiki/ Pornagraphy,
dikases pada 21 Nopember 2019,
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bergerak, reks erotik yang, diucaplc:m dan/atau suara-suara erorik

lainnya, sementara majalah seringkali menggabungkan foto dan teks

tertulis. Novel dan cerita pendek menyajikan teks rerrulis, kadang-
kadang dengan ilustrasi.”

ﬁpapun angﬂftiﬂﬂ.‘ h{ltﬂsﬂﬂ L‘lan I.'}Ei'ltl_'ll( dﬁ]'i pornograﬁ,
dengan memperhatikan aspek moral, pornografi merupakan suatu
tindak pidana pidanz dan telah diklasifikasikan sebagai salah saru
faktor yang menyebabkan kerugian pada orang.”

Terdapat banyak dampak negative dari pornografi. Colleen

Bryant terkait dengan dampak negative dari pornografi terutama

bagi kalangan remaja, menyatakan bahwa ada kekhawatiran bahwa

anak-anak muda dibanjiri dengan yang rtidak diinginkan dan
diinginkan, dan mungkin informasi seksual yang kasar sebelum
me I'EE(EI secara perlcemhaﬂg;] In rrlzlmpu secara kﬂﬂstfﬂl{tif
menanganinya. Hal ini dapat secara negatif mengubah sikap dan
perilaku seksual dan pada akhirnya seksualitas dan hubungan intim.

Dia juga menambahkan, dampak-dampak buruk dari
pornografi adalah:

1. Mengganggu perkembangan  seksual normal, seperti
mendorong akrivitas seksual dini.

2. Menumbuhkan gaya hidup “selsual  rerbula”, seperti
penerimaan kasual dan seks di luar nikah, han}rak pasangan,
dan lain-lain. Juga menumbuhkan prakek seksual “ridak
wajar*, scperti scks anal dan oral, juga homoscksualitas.

3. Merusak kesejahteraan fisik, emosional dan psikologis, semisal
menimbulkan  rasa  malu, rasa bersalah, kecemasan,

kehingungan, ikatan sosial yang buruk, dan kecanduan.

2 fbid,
“ Mu'azu Abdullahi Saulawa, Cyber Pornography, him. 45.

25



Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

4. Melemahkan hubungan dan menumbuhkan kekerasan
seksual ™

Sedangkan Charles Stone menyatakan bahwa terdapat
berbagai penelitian yang mengindikasikan bahwa pornografi
memherikﬂn dﬂﬂlpﬂk [‘Jurul{ Pﬂda OTRIC cl;]n tul'}uh Sfﬁfﬂfﬁﬂg. ﬂntara
lain:
1. Menjadikan seseorang adikrif (keragihan).
2. Merusak daya ingat dan konsentrasi.
Sensitisasi, kondisi seseorang memiliki ketertarikan terhadap
pornografi yang dapat menggoda untuk melihatnya meskipun
hanya melalui “isyarat sederhana”
Mengurangi kontrol impuls dan kemauan.
Meningkatkan sensitivitas terhadap stres, atau mudah stress

MEHgECi “(Ell'l ra l']g ota l(

=] On own

Menyebabkan depresi dan energi rendah, karena mengganggu
produksi dan pensinyalan dopamin yang normal.

8. Disfungsi ercksi, dikarenakan pengguna porno menjadi kurang
sensitif terhadap seks nyata dengan pasangan mercka dan

membutuhkan lebih banyak rangsangan untuk terangsang.*

Dasar Hukum Larangan Pornografi dalam Hukum Positf
Indonesia

Secara  historis, ketentuan  pelarangan purnﬂgraﬁ,
scbagalmana dikatakan oleh Tan Hunter, dimulai pada tahun 1857,
dengan ditetapkannya Obscene Publications Act tahun 1857 (Lord
Campbell's Act) dan Obscene Publications Act tahun 1959.%

" Colleen Bryant, Adolescence, Pornograply and Harm, hlm. 3.

¥ Charles Stone, 10 Ways Pornography Damages your Brain”, dalam
hitps:leharlesstone. comfporn-damages-brain/, diakses 21 Nopember 2019.

“ Jan Hunter, David Saunders dan Dugald Williamson, On Pornegraphy:
Literature, Sexmzfig' and Ufa’:{?n!{y Law, (London: The Macmillan Press, 1993),
hlm. 57.
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DEJ.EITIJ knnl’el{s negar:a Indnnesia da]am fﬂ.ﬂﬂh hul{um
pidana, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
merupakan rujukan dan patokan utama dari peraturan perundang-
undangan, schingga merupakan kitab induk hukum pidana di
Indonesia. Tentunya ini juga berlaku dalam hal-hal tang terkait
dengan pornografi. Di dalam KUHP pornografi dijelaskan dalam
Buku IT Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan mulai dari Pasal 281
sampai dengan Pasal 282, dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran
Kesusilaan mulia dari Pasal 532 sampai dengan pasal 533. Di
dalamnya dijelaskan tindak pidana, baik kejahatan maupun
pelanggaran, terkait hal-hal yang tidak boleh dilanggar sekaligus
sanksi-sanksinya.”’

Di luar KUHP, ketentuan hukum pidana positif terkait
dﬂngan lcejahararl di hidang pnmograﬂ rerdapar dalam Undang—
undang No. 30 tahun 1999 tentang Telekomunilkasi, Undang—
undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang No. 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-undang No. 23
Tahun 2002 rentang Perlindungan Anak.*

Meskipun sudah terdapar peraturan perundang-undangan
yang melarangan penyebaran pornografi, sebagaimana disebutkan di
atas, akan tetapi eksistesin}r:{ masihlah di:mggap belum sesuai dan
tida'{ mampu memenuhi “E{Ebutuhan penegal{ﬂn ].'l'l_'l.[{Lll'I'I‘JI‘JI gl.'ll'lﬂ
secara efisien dan efekeif melakukan pemberantasan pornografi.
Olch karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
pada tahun 2006 mulai membahas dan mengakaji Rancangan
Undang-undang Anti Pornograti dan Pornoaksi (RUU-APP)

7 Rocky Marbun, “Analisis terhadap Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008

Lentang Pornografi,” dalam
Errfp :,"f_,'ﬁ: riomeleniahukbumblo g&u. word] tpress. comid 201 2/05/08 famelisi-te rﬁ:mﬂzp-—
undang-undang-nomor-dd-tabun-2008-tentang-pornografi/, diakses 10 Marer
2013,

¥ Prima Angkupi. The Paradigm of Cyberporn, hlm. 77.
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Dalam perkembangannya, RUU-APP ini berubah menjadi RUU-
Pornografi. Selanjurnya melalui Sidang Paripurna pada ranggal 30
Oktober 2008, DPR-RI mengesahkan Undang-undang Pornografi
dengan nama “Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi”.*

Sebagai pen}fempurna, E'L'I.ﬂﬂ mE'akul{ﬂn pencegﬂhal‘l d:ln
pemberantasan menj’eha[’n}f:.l Pﬂfl’lﬂgl’ﬂ.ﬂ dengan mEdia knmputer
serta internet, negara Indonesia juga mempunyai peraturan
perundang-undangan yang mengatur “pelarangan penyebaran
pornografi” dalam bentuk informasi elektronik, yaitu Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.™

Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP

Di dalam KUHP tindak pidana pornografi masuk dalam
Klasifikasi “tindak pidana melanggar kesusilaan”, atau zedelijkheid.
Tindak pidana pornografi tercantum dalam Pasal 282 dan Pasal
283. Dalam Pasal 282 KUHP, baik Ayat (1), Ayat (2) ataupun Ayat
(3), dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan pornografi  bisa
dikelompokkan pada tiga jenis, yakni:™'
1) Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan

terang-terangan tulisan dan sebagainya;

2) Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung,

membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya

? Admin, “Undang-undang Pornografi”, dalam
hetpolid wikipedia.orgfwiki/ Undang-Undang_Pornografi, diakses 10 marer 2013
* Sonny Zulhuda, “Pengaturan Konten Interner: UU Pornografi vis a vis UU
ITE", dalam Aeepedlonnyzulhcle. com/2008/1 111 8{pengaturan-konten-internet-sit-
pornografi-vis-a-vis-un-ite/, diakses 13 Maret 2013,

' Admin, “Korelasi Cyber Porn  dan  Cybercrime”,  dalam
hetp:Heyberpormwel wordpress.com/, diakses 13 Marer 2013,
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untuk disiarkan, dipermnmnkan atau ditempelican dengan
terang-terangan;

3) Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suaru tulisan
menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa
tulisan dan sehagain}ra iru boleh di dap:lt.

Di samping itu juga diatur dalam 533 KUHP.
Pertanyaannya, apakah perbedaan dari Pasal 533 KUHP dengan
Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP? Pendeknya apakah hal yang
dilarang dalam Pasal 533 KUHP adalah sama sebagaimana yang
dilarang dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP.*

Tentunya tidak seperti itu. Pasal 281 dan 282 KUHP
merupakan tindak pidana pornografi dalam jenis kejahatan,
sedangkan Pasal 533 KUHP merupakan tindak pidana pornografi
dalam jenis pelanggaran. Pasal 282 KUHP dirujukan guna
memberikan  perlindungan  pada norma-norma sosial pada
umumnya, sedangkan Pasal 533 KUHP memberikan perlindungan
pada kepentingan golongan anak-anak yang masih belum dewasa.
Yang dilarang dalam pasal ini adalah “pada tempar yang
diperuntukkan untuk lalu  lintas umum, mempertunjukkan

vevrrennsesuatu yang dapatr menimbulkan nafsu birahi anak-
an:ll{ l'l'lLl‘:IEll“’,‘s':IJ

Tindak pidana yang diancamkan oleh Pasal 282 KUHP
adalah lebih serius jika dibandingkan dengan tindak pidana yang
diancamkan oleh Pasal 533 KUHP. Di dalam pasal ini tidaklah
disinggung “hal yang melanggar kesopanan”, namun “hal yang
menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda™. Ini berarti bahwa

benda, gambar, atau tulisan yang bisa menimbulkan akibar

* Syahrial Wiryawan Martanto dan Wahya Wagiman, Tindak Pidana Pornografi
dan Porneaks dalam RUU KUHP, (Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional
Reformasi KUHP, 2007), hlm. 8.

¥ Rocky Marbun. Analisis terbadap Undang-undang Nomor 44 Tabun 2008.
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“terangsangnya nafsu birahi” pada anak-anak muda. Tidak lagi
dipermasalahkan “apakah gambar atau rulisan tersebut merupakan
pelanggaran kepada tata susila umum atau tidak”, namun cukuplah
apabila hal tersebut telah bisa menimbulkan “natsu birahi” pada
anak-anak muda. Yang dinilai dalam pas:ﬂ ini adalah akibarn}'a
terhadap diri anak muda, bukan “suaru perbandingan dengan moral
umum

Selain itu, pada umumnya Pasal 533 KUHP dinyatakan
sebagai “subsider tuntutan jaksa” di samping Pasal 282. Tujuannya
agar jika “suatu perbuatan” rtdak bisa dipidana dengan
menggunakan Pasal 282 KUHP akan terapi masih bisa
dipersalahkan dengan menggunakan Pasal 533 KUHP.”

Jika dilihat dengan seksama pasal-pasal pornografi dalam
KUHP hanyalah mengatur “tindak pidana pornografi” tanpa adanya
kata-kata “porno”, “cabul”, “rindak senonoh” dan seterusnya. Pasal-
pasal ini hanyalah menyebut sebagai perbuatan “melanggar
kesusilaan”. Sedangkan definisi dari “melanggar kesusilaan” pun
diserahkan pada ilmu pengetahuan dan yurisprudensi guna
menegaskan maknanya. Pendeknya KUHP hanya mengarur tindak
pidana porngrafi, namun tanpa menyebut kata “pornografi” dan
hﬂﬂ}"ﬂ men}-'ehutk:lnn}!a Sﬁ'bﬂgﬂi “perhuzltan me'angg;tl‘
kesusilan”(aa mmrfﬁj{! voor de eevbarbeid).

Arau, bisa dikatakan bahwa pengaturan pomograﬂ dalam
Pasal-pasal KUHP Indonesia tidaklah tercantum secara jelas. Oleh
karenanya belumlah cukup untuk menjadi landasan dan dasar
landasan hukum bagi para penegak hukum guna melakukan suaru
tindakan hukum., Sehingga tak heran jika dikatakan bahwa di dalam
KUHP ridaklah ditemukan “apa pun” terkair dengan arti, definisi

* Syahrial Wiryawan Martanto dan Wahyu Wagiman, Tindak Pidana Pornografi,
hlem. 9.
* Rocky Marbun. Analisis terbadap Undang-undang Nomor 44 Tabun 2008.
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dan batasan pnrnograﬁ. akan tEtElPi hanyahh SEICCEIEII' HlEI']gEltll[‘

“norma” sekaligus “sanksi” bagi pelanggarnya.™

Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang Pornografi

Sehaguimana dikemukakan sehefumn}rm bahwa di dalam
KUHP tidaklah ditemukan “apa pun” terkair dengan arti, definisi
dan batasan pornografi, akan terapi hanyalah sekedar mengatur
“norma”  sekaligus “sanksi” bagi pelanggarnya. Dengan
memperhatikan kelemahan ini maka pada rahun 2008 disahkan
Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sebagai
landasan filosofi dari undang-undang rtersebur, sebagaimana
ditegaskan di dalam Konsiderannya, adalah bahwa negara Indonesia
adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan
kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan
bermasyarakar, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat
dan martabart setiap warga negara.”’

Alimuddin  Siregar menyatakan bahwa  pengaturan
pornografi didasarkan pada Keyakinan pada Yang Mahakuasa,
penghormatan terhadap marrabat manusia, keanckaragaman,
kepastian hukum, non-diskriminasi dan perlindungan warga negara.
Ini berarti ketentuan yang disediakan karena dalam UU ini adalah:
1. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang berasal dari ajaran

agama;
2. Memberikan ketentuan yang jelas tentang pembatasan dan
pembatasan yang harus diparuhi seriap warga negara dan

menentukan jenis sanksi bagi mereka yang melanggarnya; dan

% [bid
Y lbid
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3. Melindungi seriap warga negara terutama wanita, anak-anak,
dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban
pornografi.”®

Dia juga menambahkan bahwa pengaturan pornografi
dalam Undﬂng—undang tersebut me]iputi;

1. Larangan dan pembatasan pembuaran, penyebaran, dan
penggunaﬂn pnrnngraﬂ;

2. Perlindungan anak-anak dari pengaruh pornografi; dan
Pencegahan  pembuatan, penyebaran  dan  penggunaan
pornografi, termasuk partisipasi publik dalam pencegahan.™

Secara regas undang-undang tersebur menetapkan terkait
bentuk pidana dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan
penggunaan pornografi. penentunya dengan memperhatikan dan
menyesuzikan tingkﬂ[ pehnggamnn}fa, yaitu ringan, sedang dan
berar. Di samping itu juga memberikan pemberatan pada tindak
pidana yang melibatkan anak. Selanjutnya, pemberatan diberikan
juga pada tindak pidana dengan korporasi sebagai pelakunya, yaitu
dengan melipat-gandakan sanksi pidana pokok dan penjatuhan
pidana tambahan.™

Undang-undang tersebut juga mewajibkan pada semua
pihak dalam mngka memberikan per|indung:1n pada korban

Pﬂfl‘lﬂgl’al"l. Mal{sudn}fa Edﬂfah negara, Ieml‘mga keag:lmaan |Em1‘)aga

pendidikan, lembaga sosial, keluarga, danfatau masyarakar.

Bentuknya bcrupa membina, mcndampi dan melakukan pcmulihan

sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi

“korban”, atau menjadi “pelaku” pornografi®’

* Alimuddin Siregar. Pornography Criminal Act, him. 92.

# [bid, hlm. 93,

¥ Firdaus Syam, Analisis dan Evaluasi Umﬂmgvundsmg Nomaor 44, hlm. 121,
* Rani Yuanita, Undang-undang Pornografi dalam Kafian Sosiological.
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Mengenai batasan pornografi, Pasal 1 angka 1 dari Undang-

undang Pornografi menegaskan bahwa “pornografi adalah gambar,

sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak,

animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan

fainn}!a melalui herhag&i bentuk media komunikasi dan/atau

pertunjukan dl ﬂ'll.lkil umum, yang memuat l{ECﬂE‘}Ll!EIII atau

eksploitasi seksual vane melanesar norma  kesusilaan dalam
P yang g8

masy:lrakat.”

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka bisa

ditegaskan  bahwa pﬂrnograﬁ memiliki unsur-unsur  sebagai

berikur:?

Is

Bentuk dari portmgmﬁ dapat berupa: (1) gambar, (2) sketsa, (3)

ilustrasi, (4) foto, (5) tulisan, (6) suara, (7) bunyi, (8) gambar

bergerak, (9) animasi, (10) kartun, (11} percakapan, (12) gerak
tubuh, arau (13) bentuk pesan lainnya

Melalui media atau sarana:

a. Komunikasi, berupa (1) telepon, (2) handphone, (3) e-mail,
dan (4) alat komunikasi lain-lain yang bersifar dan
mempunyai fungsi komunikasi;

b. Pertunjukan di muka umum, dengan melalui media: (1)
televisi, (2) radio, (3) interner, (4) film, (5) koran, (6)
majalah, (7) spanduk, (8) pamfler, dan media lain yang
bersifar dan berfungsi sebagai pertunjukkan dan dapat
dinikmati oleh siapa pun

Mengandung isi kecabulan atau eksploitasi seksual.

Bahwa pornografi haruslah berupa “bersifat cabul” dan/atau
“bersifar erotis”. Terdapat perbedaan makna antara cabul dan
Erotis, “Cabul” tidak mengakibatkan “rangsangan birahi dua
arah”, “cabul” hanyalah mengakibatkan “rangsangan birahi

satu arah” saja, yaitu rangsangan birahi diri pelaku. Semisal

* Rocky Marbun. Analisis terbadap Undang-undang Nomor 44 Tabun 2008.
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“kakek” mencabuli “anak kecil”, maka “kakek” yang
mempunyai “rangsangan birahi”, dan belum tentu rangsangan
birahi ada pada “anak kecil”, bahkan mungkin ridak sama
sekali.

Yang per|u diperhatikan, bahwa “erotis” berlaku secara
universal, sehingga tidak terspesifikisi pada golongan, umur dan
status tertentu. Seorang “seniman” bisa saja tidak terangsang
dengan “suartu erotisme”, lalu bagaimana dengan seorang
pelajar, yang tentunya secara general dipastikan terangsang
dengan “erotisme”. Oleh karena iru, tidaklah etis jika
“erotisme” hanya dilihat dari sudut pandang “seniman” atau
“kelompok tertentu”, disebabkan “erotisme” berlaku secara
universal dan umum. Dengan demikian, “erotisme” perlu diuji
ﬂ]ﬂh beberslpa gﬂ[ﬁﬂgﬂl] Uﬁiﬂ EIQH gﬂlﬂngan status da'am
rn:l:i}’arak:ll'.

Norma yang dilangar adalah norma kesusilaan dalam
masyarakat

Dari berbagai norma yang ada, berupa norma hukum,
norma agama dan norma kesusilaan, maka norma kesusilaan
merupakan norma yang paling dinamis. Norma kesusilaan
SE[QII,] berubah SEI;.II’.’-].S dengan “peruhahanh dﬂlam mﬂS}’ﬂ[’Rl{ﬂf.
Y:lng l{E‘EI.LlEl ﬂdﬂjﬂ.h narma hul{um, }rﬂﬂg hiﬂﬁﬂﬂ}’ﬂ ingH.
berkembang dana mengikuti perkembangan dalam masyarakar.
Mcskipun bcgitu kedinamisan norma kesusilaan dan norma
hukum dalam kontek Ke-Indonesia-an senantiasa diawasi dan
dijaga oleh norma agama.

Senada dengan hal ini Oemar Seno Adjie, mantan Hakim
Agung, menyam_kan bahwa delik kesusilaan yang diancam
pidana di Indonesia bukanlah karena di muka umum, namun

lebih kepada kerika “pandangan agama” memandang
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perbuat:m tEl'SEhL'LT.' T.'Elﬂh mehnggnr ICESL[SHEEI'I maka itLllB.I'i yang

dilarang.**

Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang Informasi dan
Transaksi Elektronik

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa ketentuan
hukum pidana positif terkait dengan kejahatan di bidang pornograli
selain dalam KUHP adalah terdapat dalam Undang-undang No. 36
tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang No. 40
tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang No. 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.*

Akan tetapi, dikarenakan peraturan perundang-undangan
yang melarangan penyebaran pornografi, sebagaimana disebutkan di
atas, eksistesinya masihlah dianggap belum sesuai dan tidak mampu
memenuhi “kebutuhan penegakan hukum” guna secara efisien dan
efektif melakukan pemberantasan pornografi, sebagai rindak lanjut
maka Dewan Perwakilan Rakyar Republik Indonesia pada tahun
2006 mulai membahas dan mengakaji Rancangan Undang-undang
Anti Pornc:graﬁ dan  Pornoaksi  (RUU-APP)  Dalam
perkembangannya, RUU-APP ini berubah menjadi RUU-
Pornografi. Selanjutnya melalui Sidang Paripurna pada ranggal 30
Oktober 2008, DPR-RI mengesahkan Undang—undaﬂg Pnrncgmﬁ
dengan nama “Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi”.**

Selanjutnya, sebagai penyempurna dalam rangka melakukan
pencegahan dan pemberantasan menyebarnya pornografi dengan

media kompurter serta internet, negara Indonesia juga mempunyai

B3 fhid
¥ Prima Angkupi.. The Pamdr{g'm qf'{.:}'t',?frpam, hlm. 77.
“ Admin, Undang-undang Pornografi.
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pE[‘:ltLlr:ln perundang—undangan }fang 111eng:1tur “pElﬂmngan
penyebaran pornografi” dalam bentuk informasi elektronik, yaitu
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.®

Arau lebih jefa:in}?a terkair dengan pornogra{:i dengﬂn media
internet, yang lebih dikenal dengan fyf?fr pﬂmﬂgmph_}f atau yang
sering dikarakan dengan istilah fjﬁfrp@rﬂ. Cy&wpaﬁ: sendiri
didefinisikan sebagai “tindakan menggunakan media maya untuk
memulai, merancang, mengekspos, menyebarkan, memperkenalkan
atau mengiklankan pornografi atau barang-barang cabul (ridak
senonoh), terutama materi yang menggambarkan anak-anak yang
terlibat dalam tindakan seksual dengan orang dewasa.””

Pada Pasal 27 ayat (1) dari UU ITE disebutkan bahwa:
“Setiap Orang dengan sengaja dan ranpa hak mendistribusikan
danfatau  mentransmisikan  danfatau  membuar  dapat
diaksesnya  Informasi  Elektronik  danfatau  Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Selanjutnya, sanksi pidana yang akan dikenakan pada setiap

orang yang melakukan perbuaran sebagaimana diatur dalam Pasal

27 ayat (1), sebagaimana diarur dalam Pasal 45 ayar (1), bahwa:
“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayart (4) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda pnling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).”

Dengan berlakunya Undang-undang No. 44 Tahun 2008

tentang Pornografi, maka UU ITE dan peraturan perundangan-
Hndangan }Fang memuart lamngan purnug[’aﬁ tEI—aP bE['lﬂI(L'l

sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pornografi. Hal ini telah

B Sonny Zulhuda, Pengaturan Konten Internet: UU Pumagr.‘gﬁ vis a vis UL TTE,
" Mu'azu Abdullahi Saulawa, Cyber Pornography, him. 45.
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ditegaskan dalam Pasal 44 UU Pornografi. Bagi orang yang
memiliki website yang menyajikan cerita porno, foto bugil, film
porno, dan berbagai informasi bermuatan pornografi akan dijerat
dengan pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
dengan pidana penjara paiing singkat 6 (enam) bulan dan paling
lama 12 (duabelas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp 6.000.000000,00 (enam miliar rupiah).
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Jenis-jenis Pidana

Menurur Barda Nawawi Arief dan Muladi, keterkaitan
antara “penetapan sanksi pidana” dan “tujuan pemidanaan”
merupakan  “titikk  penting” dalam  menentukan  “startegi
perencanaan politik criminal”. Kebijakan menentukan “sanksi
pidana apa” yang dinilai pantas dan paling baik guna mencapai
tujuan, atau minimal lebih dekat pada rujuan, tdaklah bisa
terlepaskan dari problem memilih dan memilah “berbagai sanksi
alternarive”. Persoalan memilih dan memilah “berbagai sanksi
alternarive” guna mendapatkan sanksi pidana mana yang dinilai
terbaik, tertepat, terpartut, paling berhasil atau efekdif adalah suaru
persoalan yang ridaklah mudah.*

Juga, tujuan pemidanaan merupakan dasar pondasi guna
menetapkan cara, sarana atau tindakan yang akan dipergunakan.”
Ini bisa dilihat dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam
perumusan tujuan pemidanaan, yaitu:

]., Undang—undang —pa'da dasﬂfﬂ}ra' merupa]{an Siﬂteﬂ'l hukum
yang bertujuan. Oleh karenan};a dirumuskann}ra “pidana dan
aturan pemidanaan” dalam sautu undang-undang -pada
hakikatnya- hanyalah merupakan sarana guna mencapai tujuan
tersebut.

2. Dilihar secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan
suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkrerasinya

sengaja direncanakan melalui tiga tahap.™ Agar ada keterjalinan

“ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dun Kebijakan Pidana, him. 89.
¥ Thid., hlm, 95,

" Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan
Hickwm Pidana, (Bandung: Cirra Adirya Bakei, 1998), hlm. 113-114.
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dan keterpadu:ln antara kftlgﬂ tal‘mp H:u Sfbagﬂi suarn i{ﬂﬁﬂtuﬂ.n
sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan.

3. Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi
pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan
filosofis , dasar rasionalitas dan morivasi pemidﬂnaan yang jelas
dan terarah.”!

Di dalam KUHP jenis-jenis pidana diarur dalam Pasal 10,
yang terdiri dari:

Hubuman-hukuman ialah:

1. Pidana Pokok
a. Pidana Mati
b. Pidana Penjara
¢. Pidana Kurungan
d. Pidana Denda

2. Pidana Tambahan
a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu
¢. LPengumuman keputusan hakim

Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 1946 disahkan

Undangdundang No. 20, dimana dirambahkan saru macam pidana

pokok baru, yakni Pidana Tutupan.™
Di luar KUHP juga diatur berbagai jenis sanksi, yang biasa

disebut dengan “tindakan” (maatregel/measure/treatment), yang
terdiri dari:

1. Terhadap anak nakal dimungkin dua jenis tindakan, yaitu: (1)
dikembalikan pada orang tuanya atau yang memeliharanya; dan

(2) diserahkan pada “pendidikan paksa negara”.

" Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Flikwm Pidana, hlm. 152-153.
7 PAF. Lamintang, Hubwm Penitensier Indonesia, {Eaudung: Aumrico, 1984),
hlm. 37,
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2. Terhadap pelaku yang “cacat mental” atau “sakit jiwa”, dengan
dimasukkan ke rumah sakir jiwa, maksimal selama satu tahun.”™
Dalam  perkembangannya, “sanksi rindakan”  juga
ditetapkan dalam undang-undang pidana yang bersifat khusus. Di
antaranya dalam hal *Tindak Pidana Ekonomi”. Dalam Undang-
undang No. 7 Drt.1955, tepatnya p:u:la Pasal 8 diatur rentang
“Tindakan Tata Tertib”.™
Sedangkan jenis-jenis pidana dalam RUU KUHP terdapat
dalam Bagian Kedua: Pidana, Paragraf 1 tentang Jenis Pidana, Pasal
65 sampai 67, yang terdiri dari tiga macam, (1) pidana khusus, (2)
pidana pokok, dan (3) pidana tambahan. Dalam Pasal 65 ayat (1)
dijelaskan tentang jenis-jenis pidana pokok yang terdiri dari:
(1) Pidana pokok terdiri atas:
a. Pidana penjara
b. Pidana rutupan
c. Pidana pengawasan
d. Pidana denda

Pidana kerja sosial

o

(2) Urutan pidana scbagaimana dimaksud pada ayar (1)
menentukan berat ringannya pidana.

Sedangkan dalam Pasal 66 dijelaskan tentang pidana
khusus, yaitu pidana mati: “Pidana mati merupakan pidana pokok
yang bersifat khusus dan selalu diancambkan secara alternatif”.

Sedangkan Pasal 67 ayat (1) menjelaskan tentang jenis-jenis
pidana tambahan, yairu:

(1) Pidana tambahan terdiri atas:
a. pencabutan hak tertentu;
b. perampasan barang tertentu danfatau tagihan;

™ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipra, 1994), him.
199,
" Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-reori dan Kebijakan Pidana, hlm. 46.
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€. pengumuman putusan hakim;
d. pembayaran ganti kerugian; dan
e, pfmmufmn k.-:wajﬁ.‘fuzn acdat setempat danlatan a{'fwdj.f.'ﬁrm

menurut hokum yang hidup dalam masyarakat.

Sejarah Pidana Denda di Indonesia

Disebutkan dalam KUHP terdapat empat jenis pokok, yaitu
pidana mati, pidana pendajara, pidana kurungan dan pidana denda.
Pidana mati merupakan bentuk pidana yang dimaksudkan pada
jiwa seseorang, pidana penjara dan pidana kurungan dimaksudkan
Pad.ﬂ kebel‘::lsan SESEGI'EI.ng, S’Edﬂngkﬂ.n Pid.&nﬂ. dﬂndﬂ. dimak‘;udkﬂn
pada harta benda seseorang dalam bentuk berkewajiban
membayarkan sejumlah vang tertentu. Diantara jenis-jenis pidana
rersebut, secara hisroris sanksi pidana denda merup:ikan benruk
pidana yang tertua,” dan lebih rua daripada penjara, bahkan
kemungkinan setua pidana mari.™

Sebelum menjadi bagian dari sanksi pidana dalam system
pemidanaan dalam KUHP, sanksi pidana denda sudah dikenal
hampil‘ c}leh Sﬂtiﬂ.p masyarakat sccara luaﬁ, bahl{an da]am ll'lil.ﬁ}’ﬂl'ﬂkﬂt
tradisional. Meskipun dalam bentuknya yang rtradisional juga.
Semisal pada masa Majapahit, atau di berbagai masyarakar
tradisional lainnya di bumi nusantara.

Pada masa kerajaan Majapahit, biasanya sanksi pidana
denda dijatuhkan kepada berbagai kasus penghinaan atau
pembunuhan dan pencurian binamng piaraan kesenangan sang raja.

Standar penerapan besar dan kecilnya jumlah denda disesuaikan

™ Andi Hamzah, Sivem Pidana dien Pemidanaan df Tndonesia: Dari Retritnsi ke
Reformasi, (Jakarta; Pradnya Paramita, 1986), him. 53.

8, R Sianturi dan Pangc{ahf_'ﬂn Mompang, Hitkum Penitensia di fndonesia,
(Jakarta: Alumni AHM- PTHM, 1996}, him. 51.
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dengan besar dan keciln}ra dari kesalahan yang relah diperbuat.

Patokannya adalah sebagai beriku:

1. mendasarkan kasta orang yang telah bersalah, dan terhadap
siapa kesalahan tersebur telah diperbuat.

2. Mendasarkan “akibat” yang diderita oleh “orang arau binatang”
yang terkena peri’luatan tersebut.

3. Mendasarkan perincian jumla.h anggota yang terkena
perbuatan tersebur.

4.  Mendasarkan pada wakeu berlakunya perbuatan tersebur.

5. Mendasarkan pada “niat” orang yang berbuat kesalahan
tersebut.

6. Mendasarkan pada jenis barang atau binatang dari objek
perbuatan tersebut.”

Selanjutn}!a, jika sanksi denda tersebur tidak diha‘yarkan,
maka orang yang bersalah tersebut haruslah menjadi “hamba” arau
“budak”, bentuknya dia harus melaksanakan apa saja yang
diperintah oleh ruannya. Jika hutang sanksi denda tersebur sudah
bisa dilunasi, maka kapan saja orang yang melanggar tersebut bisa
berhenti menjadi “hamba”™ arau “budak”. Yang perlu diperhatikan,
bahwa yang berwenang memutuskan “berapa lama” seorang yang
telah bersalah menjadi “hamba” arau “budak” guna melunasi l‘lumng

Sﬂﬂk‘ii dEﬂdal’l}’E tEl’SEbth adaiah raja yang l'!lEl'I{LlEl.‘EH.TR

Sedangkan di Bali pada jaman dulu diklasifikasikan antara
danda dan dosa. Danda merupakan sejumlah nang yang diwajibkan
(dikenakan) pada seseorang yang telah melanggar suatu ketentuan
(awig-awig) di desa/banjar; sedangkan dosa merupakan sejumlah
uang tertentu yang diwajihlcan (dikenakan) pada krama desa/ banjar
jik:l tidak menjalankan kewajihan sehagaimana mestinya. Kedua

jenis sanksi pidana denda tersebut tetapp berlaku sampai sekarang

7 Andi Hameah, Sistem Pidana dan Pemidanaan df Indonesia, hlm. 14,
" Tbid., hlm. 15
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dan merupakan bagian dari jenis sanksi adar yang dicantumkan
dalam awig-awig desa/banjar, namun hanyalah dikenakan pada
sescorang yang telah melakukan pelanggaran, dan apabila pada
pelanggarnya tersebut tidak diselesaikan dengan media pengadilan.™

Di Sulawasi Selaran dikenal adanya hukum pelayaran
Amanna Gappa. Dalam hukum pelayaran tersebut, nahkoda kapal
memiliki kekuasaan yang sangat men-:min| di atas lc;lpal, semisal
berposisi sebagai hakim kerika terjadi kejahatan di kapalnya. Ketika
seorang yang merdeka, bukan bangsawan dan juga bukan budak,
melakukan pembunuhan pada raja di atas kapal, maka pidana denda
dikenakan pada pelaku tersebur oleh nahkoda yang berposisi sebagai
hakim

Posisi sanksi pidana denda dalam hukum pidana Adat
tetaplah ridak berubah meskipun Belanda (VOC) memasuki
wilayah Indonesia pada rahun 1596. Walaupun di wilayah
Indonesia berlaku dualisme tata hukum, akan tetapi orang
Indonesia asli dan orang Belanda tetaplah tunduk di bawah tata
hukum masing.

Saat ini, sanksi pidana denda sudah banyak berubah. Sejak
lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1946 berdampak terciptanya
berbagai tindak pidana yang baru dan diatur di luar KUHP dengan
mempergunakan sanksi pidana CI.'E'I']dE Sehagai SaIah s5aru sarana
pidana, guna memperkuat berlakunya aturan-aturan yang baru
scbagai langkah antisipasi pada berbagai bentuk kriminalitas
semakin maju dan berkembang, yang tentunya memunculkan
berbagai kejahatan baru.

Peningkatan penggunaan sanksi pidana denda juga bisa

FETIiI'EEII IliEll"i lCECEI'IElEI'Lll'lgEln l'l'ILll'lCI_lll'If,l’El secara mencolok ngIla

T Made Widnvana, Kapita Selekta Hubkum Adaz, (Bandung; Eresco, 1993), him,
19-21.
® Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan df Indonesia, hlm, 15.
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memperbantukan, mengkar}’al{an atau n‘lenggunakan l‘lukllm
pidana dalam berbagai bidang hukum yang lainnya, yang dalam
konteks ini adalah sanksi pidana denda. Terkair dengan hal tersebur,
Wirjono Projodikoro menjelaskan  bahwa hukum pidana
menempati posisi penting dan istimewa pada bidang hukum yang
fainnya, yaitu hulkum perdata, hukum tara negara dan hukum
administrasi negara (hukum rata usaha negara).

Sem:;lkin hanjrakn)ra penggunaan pidaﬂa df—'ndﬂ. Pﬂdﬂ.
berbagai peraturan yang bersifat khusus bisa dilihat dalam beberapa
peraturan di luar KUHP, antara lain:

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehuranan.
Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.
Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. UU Ne. 20 tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

W e i ba

Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang
Undang-undang UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang—undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

e

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

10. Undang-undang No.29 rahun 2004 tentang Prakeik
Kedokteran.

11. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Beberapa ahli hukum berpandangan sebagai suatu hal yang
wajar ketika menyikapi peningk&tan penggunaan sanksi pidana
denda. Mereka mengatakan bahwa masyarakat terus berkembang,
sehingga hukum juga harus berkembang dalam rangka memenuhi
kebutuhan masyarakar. Terkait dengan hal ini Roeslan Saleh
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mengatakan bal‘lwa hul{um Pidani:l merupakan Cf_'['miﬂaﬂ suaru masa
dan tergantung dengan pola pemikiran yang hidup dan ada dalam
suatu masyarakat, baik terkait dengan bentuk dan jenisnya
pemidanaan, atau terkait dengan berat dan ringannya pemidanaan.”
Dan Eern}';lra SE‘iBrZII'I tflal‘l mcmbul{tik{an bahwa perubal‘lan
dan perkembangan “kejahatan” selalu diikuti juga oleh perubahan
dan perlcembang:m piduna itu sendiri Sebagaimana dikemukakan
oleh Todd L Cherry dalam salah satu tulisannya. Dia mengatakan
bagwa “pidana finansial/denda” dapat menjadi alternarif yang layak
untuk metode sanksi tradisional. Dia mengambil contoh di Amerika
Serikat, bahwa biaya tahunan untuk bekerja di penjara dan penjara
sekitar US § 40 miliar di AS, sehingga setiap peningkatan efisiensi
sistem peradﬂan pidana akan menghasill{an penghematan yang
besar. Di akhir rulisann}'a dia menyimpufkan bahwa “pidana
finansial/denda” telah memberikan efek jera yang signifikan mirip
dengan yang diberikan oleh sanksi pidana lain. Kemudian dia
merckomendasikan ~ bahwa  pembuar  kebijakan  harus
mempertimbangkan kembali sanksi pidana alternatif sebagai bagian
dari kebijakan hukuman yang lebih besar. Meskipun pidana
finansial/denda bukanlah merupakan opsi dalam semua kasus,
sejum]:lh besar pe[anggﬂr tanpa kekerasan yang saat ini dipenjara
menunjulckan bahwa ada pe|u:lng pidana finansial/denda hisa
dilakukan guna mengurangi pengeluaran peradilan pidana.*
Terkait dcngnn pcrkcmbangan pidana denda, Y. E. Lokollo
menyatakan bahwa berkembangnya sanksi pidana denda terkait
mengenai besaran jumlah maksimum dan minimum pidana denda,

di samping juga terkait banyaknya penggunaan dalam penjatuhan

*! Roeslan Saleh, Seelsel Pidana Mndonesin, (Jakarea: Aksara Baru, 1987), him. 3.
¥ Todd L Cherry, “Financial Penalties as an Alrernative Criminal Sancrion:
Evidence from Panel Data”, Atlantic Eronomeic fowrnal Volume 29, lssue 4,
December 2001, hlm. 450,

45



Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pornografi

pidana denda. Y. E. Lokollo menambahkan, bahwa latar helakang
perkembangan  pidana denda di antaranya dikarenakan
membaiknya taral kesejahteraan masyarakar secara signifikan secara
matetial, dan juga kemampuan finansial masyarakat yang terjadi
Pﬂdﬁ hﬂmpil' semiua gnlnngan.ﬁj

Sebagai dampak ringl{at kesejahteraan yang meningkat pada
mas}-’:lrakat l'l'la.]t(;l berakibat jug;l terhadap pel’uba]‘lan Wa[al( arau
karakter dari kriminalitas tersebut. Sehingga wajar saja jika Barda
Nawawi Arief lebih cenderung melihat bahwa peningkatan
penggunaan pidana denda merupakan bagian dari strategi kebijakan
pemidanaan yang diterapkan dalam menyikapi perkembangan
bentuk dan jenis kriminalitas.™

Selain itu, ]J.E. Jonkers dengan menggunakan perspektif
“tujuan pemidanaan" menuliskan bahwa dalam hukum pidana
modern terdapar kecenderungan memandang lebih tepat dan cepat
mencapai tujuan pemidanaan dengan cara mengenakan pidana
denda yang berat pada si terdakwa dibandingkan mengenakan
pidana penjara singkar”.

Di sisi lain, penerapan pidana denda di Amerika Serikar
dipergunakan untuk sanksi pelanggaran pidana ringan. Pidana
denda terus menjadi jenis hukuman ekonomi utama di abad kedua
pu!uh. Namun, selama setengah abad rerakhir, denda ekonomi
semakin sering digunakan untuk menghukum berbagai jenis
penyimpangan pcrusahaan. Litigasi sipif, pcngckangan praktik
perdagangan, semisal boikot produk dan embargo, dan penyitaan
aset dalam kasus perdata dan pidana adalah bentuk sanksi ekonomi

rerbaru Cl:ll'&lTl m:lsyarakar J'!'LmE['ilCZ{ l{l'}I'l'i'-F_"l'l']PIl'.ll'El'fri

* Tim Pengkajian Hukum BPHN, Laporan Pengkajian Temtang Penerapan
Pidana Denda, (Jakarar: BPHN-Departemen Kehakiman, 1992}, hlm. 10.

¥ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teari dan Kebijakan Pidana, hlm, 145,

¥ Terance D). Miethe dan Hong Lu, Punishment A Comparative Historical
Perspective (New York: Cambridge University Press, 2005), him. 101,
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Mary Daunton-Fear menyatakan bahwa terdapat indikasi
bahwa dalam setengah abad terakhir telah terjadi peningkatan rajam
dalam penggunaan pdaian denda. Rosenzweig mengacu pada
statistik dari Inggris, Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat yang
menunjuldcan bahwa Peningic:lt:m penggunaan denda terkait
dengan meningkatnya ketidaknyamanan tentang hukuman penjara
jangka pendek.%

Berdasarkan bErbagai pemaparan di aras bisa dikarakan
bahwa sudah tidak diragukan lagi terkait cksistensi dari pidana
denda sebagai sarana pemidanaan. Perkembangan pidana denda bisa
diperhatikan dari semakin meningkatnya pennggunaan pidana
denda dalam berbagai perundang-undangan pidana yang bersifat
khusus (di luar KUHP). Di samping itu juga para ahli; memberikan
pandangan positip rerkair penggunanaan sanksi pidan:l denda,
sekaligus menjelaskan bahwa prospek sanksi pidana denda di masa

s g »
mendatang mempunyai “harapan yang cerah”.

Sistem Pidana Denda di dalam KUHP

Di atas telah dijelaskan dalam Pasal 10 KUHP terkair jenis-
jenis pidana. Dalam pasal tersebur bisa diketahui tentang posisi
pi::l:lna E:Ifl—lda. Deng:-ln ht‘l’d}]ﬂ&l—kaﬂ urutan PECIEIHH Pﬂkﬂk tersel‘lut,
terkesan bahwa pidana denda adalah pidana pokok yang paling
ringan. Walaupun tidak ada ketentuan yang dengan rtegas
menyatakan demikian. Berbeda dengan Rancangan KUHP pada
pasal 58 ayat (2) yang tegas-tegas menyatakan bahwa:” urutan
pidana pokok di aras menentukan berat ringannya pidana”.

Di dalam KUHP tidak dikenal “batas maksimum umum”
dari sanksi pi::l;lna denda, akan tetapi han}ralah dikenal “baras
maksimum khusus” yang diatur oleh pasal-pasal di dalam KUHP.

L Mary Daunton-Fear, “The Fine as a Criminal Sanction”, The Adelaide Law
Review, No. 4, Issue 2, December 1972, him. 307.
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Sthaliknya, KUHP mengatur “haras minimum umum” dari sanksi
pidana denda.

Jumlahnya sebesar dua puluh lima sen. Akan tetapi jika
dirunut, maka jumlah masksimal sanksi pidana denda di dalam
KUHP adalah sebesar Rp 150.000.- sehagaim:ma diancamkan p:lda
Pasal 251 dan Pasal 403. Sedangkan jumlak maksimal sanksi pidana
denda pada tindak pid:ln jenis pelanggaram sebagaimana diarur
dalam Buku III, adalah Rp 75.000.-, seperti yang diancamkan
dalam Pasal 568 dan Pasal 569.%

Dalam sejarahnya, sanksi pidana denda di dalam KUHP
semula minimal umum adalah 0,25 (dua puluh lima sen). Namun
dikarenakan nilai mata uang mengalami peningkatan maka jumlah
sanksi pidana denda dianggap sudah tidak sesuai lagi®® Oleh
karenanya dikeluarkan Perpu No. 18 Tahun 1960 dalam Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor 52, yang berlaku mulai tanggal 14
April 1960. Di dalam perpu tersebut dinyatakan bahwa jumlah
sanksi pidana denda dalam KUHP menjadi berlipat lima belas kali.
Selain perpu tersebur, juga dikeluarkan Perpu No. 16 Tahun 1960
dalam Lembaran Negara Tahun 1960 No. 50 yang menyatakan
bahwa kata-kata “vijf en twintigh gulden” sebagaimana dalam Pasal
364, 373, 379, 384, dan 407 ayar (1) KUHP dirubah menjadi Rp.
250,- (dua ratus lima puluh rupiah).”

Dengan demikian, menurut Perpu No. 16 Tahun 1960 dan
Perpu No. 18 Tahun 1960 ini keseluruhan pidana denda haruslah
dibaca dalam bentuk “rupiah” dan dilipat-gandakan sebanyak lima

belas kali. Sehingga minimum umum dari sanksi pidana denda yang

¥ Aisah, "Eksistensi Pidana Denda Menurue Sistem KUHP, Jurnal Lex Crimen,
Vol. IV, No. 1, Januari-Marer 2015, hlm. 217.

* Indung Wijayanto, “Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem
Pemidanaan Indonesia”, furnal Pandecta, Volume 10, Nomor 2, Desember 2015,
hlm. 248,

¥ Aisah, Eksistensi Pidana Denda Menwrut Sistem KUHP, hlm. 218.
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semula “dua pu]uh lima sen” berubah rncnjadi Rp. 3, 75.- (tiga
rupiah tjuh puluh lima sen).”

Setelah adanya dua perpu tersebur bisa dikatakan secara
praktis belum ada lagi penyesuaian “jumlah pidana denda” di dalam
KUHP, dalam rangka penysuaian perfcembangan nilai mata uang.
Padahal sejak tahun 1960, “nilai rupiah” telah mengalami
penurunan sebesar 10.000 kali apabila dibandingkan dengan “harga
emas” pada tahun 2012."

Tentunya ini memberikan dampak bahwa “pelaku tindak
pidana” yang mestinya didakwa dengan menggunakan DPasal
364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) atau 482, akan terapi justru
didakwa dan dipidana dengan Pasal 362, 372, 378, 383, 406, dan
480. Selain itu, dengan “nilai pidana denda” yang relative ringan,
maka Hakim cenderung memilih mengenakzn pidana penjara
dibandingf{an pidana denda, pada kasus-kasus dengan dakwaan
pasal-pasal yang ancaman pidanaya bersifat alternatif antara pidana
penjara atau pidana denda.™

Dengan memperhatikan kondisi di atas, Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia pada tahun 2012 mengesahkan
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang
penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda
dalam KUHP. Di dalam PERMA tersebut dinyatakan bahwa kata-
kata “dua ratus lima puluh rupiah”™ dalam Pasal 364, 373, 379, 384,
407 dan 482 KUHP harus dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua
juta lima ratus ribu rupiah). Selain irtu, jumlah maksimum pidana
denda yang diancamkan dalam KUHP dilipargandakan 1.000

* Indung Wijayanto, Kebijakan Pidana Denda di KUHP, hlm. 248.
" Jhid, hlm. 249,
# Ihid., hlm. 250,
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(seribu) kali, kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bisa ayat 1 dan
ayart 2 tentang perjudian.”

Dalam hal ini sanksi pidana denda digunakan sebagai
ancaman pidana, dan lebih sering digunakan sebagai ancaman
pidana aitenatifdengan ancaman pidana kurungan pﬂda mayoritas
tindak pidana dengn jenis pelanggaran (overtredingen) yang diatur
dalam Buku III KUHP. Sedangkan dalam semua tindak pidana
dengan jenis kejahatan ringan, sanksi pidana denda dijadikan
sebagai ancamaan pidana alternatif bersama ancaman pidana
penjara. Begitu juga dalam sebagian besar tindak pidana kejahatan
yang tidak dilakukan dengan sengaja (delic culpa). Alternatif lainnya
adalah dengan ancaman pidana kurungan. Sanksi pidana denda
jarang sekali digunakan sebagai ancaman pada tindak pidana jenis
f(ejahatan .*if:l:_linnya.']'1

Menurut Niniek Suparni perbedaan antara kurungan dan
denda yang ditentukan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran
dapat diuraikan sebagai berikur:”

1. Pidana kurungan

a. Untuk kejahatan, maksimum ancaman pidana kurungan
yang paling rendah adalah satu bulan dan yang paling tinggi
satu tﬂhl_]n Empat hlll[‘lﬂ, Sf:cl:lngk:lrl UJ_I[HI{ pelanggﬂmn,
maksimum yang paling rendah adalah riga hari dan yang
paling tinggi hanya satu tahun;

b. Untuk kejahatan, ancaman pidana kurungan yang paling
banyak diancamkan secara berturue-turut adalah maksimum
satu tahun, enam bulan, dan tiga bulan. Sedangkan untuk

pelanggaran yang pa|ing han}rak diancamkan adalah

3 Aisah, Eksistensi Pidana Denda Menrut Sistem KUHP, hlm. 219.

" Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50.

ibid, hlm. 51.
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maksimum tiga bulan ke bawah, }r’akni berkisar antara tiga
hari sampai tiga bulan. Hanya ada dua tindak pidana
pelanggaran yang masingmasing diancam dengan pidana
kurungan maksimum enam bulan dan saru tahun.

2. Pidana denda:

a. Untuk kejahatan, maksimumnya berkisar antara Rp. 900.-
dan Rp. 150.000,-, sedangkan untuk pelanggaran berkisar
antara maksimum Rp. 225 dan Rp. 75.000.-

b. Maksimum ancaman pidana denda yang paling banyak
diancamkan untuk kejahatan adalah denda sebesar Rp.
4.500,-, sedangkan untuk pelanggaran yang paling banyak
adalah pidana denda sebesar Rp. 375,- dan Rp. 4.500,-

c. Dalam hal pidana denda diancamkan secara tunggal untuk
rindak pidana keiahar:ln, maksimum mencapai Rp,
150.000,-, sedangkan untuk pelanggaran maksimumnya
hanya Rp. 75.000,-.

Kebaikan dan Kelemahan Pidana denda

Pidana denda, dalam sejarahnya muncul sebagai alternatif
dari pidana penjara yang terlalu banyak mengandung kelemahan.
Tercarat, p:-ld;] tahun 1986 Council ﬂf."‘f'mpe mengadakﬂn SUTVEY
kronologis tentang alternarif pidana kemerdekaan di negara-negara
vang menjadi anggotanya. Dari survey tersebut terungkap bahwa
terdapat lebih jenis 22 (dua puluh dua) alternatif pidana penjara
yang berkembang, Sebagian besar sebenarnya merupakan strafmodus
pidana kemerdekaan dari pada sebagai strafioort yang independen,
kecuali pidana pidana denda.”

Sebagai jenis Pidana non-kusrodial (tanpa memenjara dan

menahan kebebasan seseurang}, maka ridaklah menghemnkan jik:l

" Muladi, Kapita Selebta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro Semarang, 1995), hlm. 132.
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sanksi pidana denda men}'adi “pusat perharian“ sebagai alternarif

dari pidana kustodial (perampasan kemerdekaan). Hal ini

dakarenakan kelemahan dan kekurangan dari penjatuhan pidana
custodial (perampasan kemerdekaan), baik penjara atau kurungan,
tidaklah terjadi Pﬂdﬂ sanksi pidanﬂ denda.

Sedangkan kekuatan dan kelebihan dari pidana denda
dibandingkan dengan pidana kusrodial (perampasan kemerdekaan)
adalah sebagai berikut:

1. Dengan mengenakan sanksi pidana denda, bisa dipastikan
hampir rtidak mengakibatkan “stigmatisasi”. Anomitas
terpidana akan selalu terjaga, sebab mayoritas mereka kawarir
dikenali lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka
sebagai orang yang pernah ringgal di penjara oleh. Dengan
demikian, terpidana bisa merasakan keper[uan
“menyembunyikan identitas” mereka, atau mereka teraplah
tidak dikenal (anonym).

2. Sanksi pidana denda tidaklah menyebabkan terpidana
tercerabut dari lingkungan keluarganya, atau dari kehidupan
sosialnya, dan secara umum terpidana juga ridaklah kehilangan
pekerjaannya.

3. Dengan diiatuhkann}ra saknsi pidana denda, maka Negara
dalam sisi ekonomi akan mempem|eh “pemasukan” dalam
bentuk “uang”, atau minimal bisa melakukan penghemartan
“biaya sosial” apabila dibandingkan dengan menerapkan
pidana kustodial (perampasan kemerdekaan), baik penjara
maupun kurungan.”

Kelebihan lain dari pidana denda apahila dibandingkan
dengan jenis pidana custodial, baik penjara ataupun lcururig:-m,
ataupun pidana mati sebagaimana dikemukakan oleh Sutherland

dan Cressey, bahwa pembayaran pidana denda sangatlah mudah

" Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda, him. 68,

32



Pidana Denda

dilaksanakan dan bisa dilakukan revisi jikﬂ terdapat kesalahan, di
samping juga bahwa pidana denda telah melegakan dunia
perikemanusiaan, dan ini merupakan factor terpentingnya.”™

Terkait dengan statement tersebut Jescheck menyatakan
bahwa pidana denda pada dasarn}fa telah dikenal sejak lama. Akan
tetapi, pada masa-masa ekarang ini bisa dikatakan sebagai “masa
keemasan pidana denda”, atau der Siegeszug der Geldstrafe. Oleh
karena tu juga pidana denda telah berhasil menggantikan posisi
“pidana badan singkat” pada peringkat pertama®.”

Villettaz, Gilliéron dan Killias menjelaskan terkait kelebihan
dari pidana non-kustodial, yang diantaranya adalah pidana denda.
Dia menyatakan bahwa pidana kustodial tidak memiliki banyak
pengarul‘l dihandingan dengan pidanan non-kustodial. Diantaranya
dibuktikan bahwa hukuman kustodial tidak mengurangi
penguhng&n pelanggamn pidana. Selain itu, bia}ra yang dikeluarkan
guna membangun penjara juga tidak sedikit, bahkan cenderung
mahal. Belum lagi biaya operasionalnya. Sehingga terdapat
anggapan dikalangan ahli hukum bahwa meneruskan “pidana
penjara’ sebagai budaya yang berkelanjuran tampaknya tidaklah
masuk akal. Walaupun tidak semua ahli hukum menyatakan seperti
it 190

Selain itu, :u:lan}’a “The Ti a.%_ya Rules”, yaitu Resolusi PBB
45/110 yang disahkan pada 14 Desember 1990, berdampak pada
kecenderungan digunakannya sanksi pidana denda. Ini baik sebagai
jenis sanksi pidana yang berdiri sendiri (independen saction) ataupun

sebagai jenis sanksi pidana alternadif dari pidana penjara jangka

* Sudjono D, Hukuman dalam Perkembangan Hukwm Pidana, (Bandung:
Tarsito, 1974), him. 48.

Phid, hlm. 49,

"0 Parrice Villettaz, Gwladys Gilliéron and Martin Killias, The Effects on Re-
a_ﬁ%m.l"éng af Custodial Versus Nown-custodial Sanctions, (Stockholm:  Swedish
Council for Crime Prevenrion, 2014), hlm. 52.
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pendek. Pendfkn)ra resolusi ini telah memberikan penguatan secara
global. Di dalamnya ditetapkan Standard Minimum Rules (SMR),
atau “aturan standar minimum”, untuk tindakan-tindakan nen-
custodial. Juga khusus pada “tahap peradilan dan pemidanaan”
ditet:lpkan ketentruan bahwa pejahar yang, br:nvenang bisa
menjatuhkan pidana denda sebagai salah satu jenis pidana non-
custodial (Rule 8.2)).""

Terance D. Miethe dan Hong Lu menyatakan bahwa
pidana denda termasuk jenis sanksi ekonomi, yang merupakan
sanksi keuangan yang dikenakan atas suatu kesalahan. Kelebihan
pidana denda ini bersifat retribusi, pencegahan, dan pemulihan.
Semisal denda besar yang dipungut terhadap orang yang melakukan
fcejahatan ekonomi seperti penggelapan, penipuan saham, dan
perdﬂgangan Drang {_Jz:llﬂm EIEIP'JL— dipandang Sehagai I—ESPDHE
retributif yang sesuai untuk pelanggaran ini. Mengingat bahwa
kejahatan mereka melibatkan kegiatan ckonomi, hukuman
keuangan yang berat untuk pelanggaran tampaknya sangat
menonjol bagi banyak pelanggar kerah putih, dan ada beberapa
bukti bahwa pelaku seperti itu kemungkinan besar akan terhambart
oleh hukuman ekonomi.'™

Terkait dengan kelebihan pidana denda, Mary Daunton-
Fear meninjaunya dari aspek teori pemidanaan terkait penerpaan
pidana. Menurumnya pidana denda sendiri hampir tidak dapac
digambarkan scbagai reformarif dcngan cara yang pﬂsitif. Namun,
di satu sisi, pidana bisa bersifat retributif dan bisa jadi pencegah. Jika
dianggap bahwa retribusi melibatkan "pembayaran” untuk rindak
pidana dan ini diterima sebagai tujuan hukuman yang sah, pidan:l.

dﬂﬁda [EFSE]JLI[ d.EIPEIT lTIEl'lSll'lgngﬂg huhungan langsung Elf_'l'lgﬂll

" Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Fhkum Pidana, (Jakarra; Raja
Grafindo Persada, 2002), hlm. 115-116.
" Terance D. Miethe dan Hong Lu, Prewiihmens, hlm. 25.
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E{eunrungan finansial yang dikerahui yang dibuat oleh terdakwa dari
pelanggarannya atau kerugian keuangan yang terukur yang
disebabkan olehnya. Dalam hal ini, mungkin bahwa ketika
pengadilan menjatuhkan denda sehubungan dengan pelanggaran
properti maka sanksi tersebut dimaksudkan unruk sehagian bersifar
retributif, Karena tidak ada keuntunga.n arau kerugi:m yang, terulour,
kecil kemungkinann}ra bahwa retribusi adalah tujuan dari sanksi
ketika dikenakan pada terdakwa yang telah melakukan pelanggaran
dalam bentuk gangguan publik, seperti mabuk di tempat umum,
minum minuman beralkohol, menggunakan bahasa tidak senonoh
atau buang air kecil di depan umum.'

Di sisi lain, pengadilan tidak akan menjatuhkan pidana
denda pada seseorang kecuali dalam kondisi
1, TEIElh melnper(}lﬂh kﬂuntungﬂn I_Iﬂl_lg dari pEIEll'lggElIﬂﬂ;

2. Telah menyebabkan kerugian ekonomi kepada korban; atau

3. Pengadilan berpendapat bahwa denda secara unik disesuaikan
dengan pencegahan jenis pelanggaran yang tetlibat atau koreksi
terdakwa "'

Apalagi in didukung dengan fakta bahwa pidana penjara
dalam banyak kasus yang melibatkan pelaku kekerasan bukanlah
mempﬂkan ﬂbﬂt H1Ujai'3h }-"Jﬂg berk.ail’an dengan pencegah:ln
kejahatan atau reintegrasi sosial pelnku‘ Selain itu, di hanyak negara
sistem penjara menghadapi tantangan besar karena fasilitas yang
PCHL[I.'.I. Srtsak dﬂ.l'.l kctinggal&n fdman, dcnga.n hﬂb]l bahwa tﬂ.hﬂﬂﬂ.ﬂ
sering menemukan diri mereka dalam kondisi penahanan yang
menyedihkan yang dapat memiliki efek buruk pada kesehatan fisik
dan mental mereka dan menghambat pendidikan dan pelatihan
kerja mereka. Tentunya ini akan memengaruhf “pt:rh_langﬂ mereka

guna penyesuaian diri di masa depan setelah mereka keluar dari

1 Mary Daunton-Fear, The Fine as @ Criminal Sanction, hlm. 309,
" fhid hlm. 310,
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penjara dan kembali mas}’amkar. Selain itu dampak buruk dari
pidana penjara dalam jangka panjang juga dialami oleh keluarga, di
samping sehari-hari terpidana, dan ternyata dampak buruk tersebut
begitu besar.'”

Disebutkan bahwa tujuan utama dari pidana non-
penahanan untuk penjara adalah untuk memungkinkan sanksi
pid:m;l disesuaikan dengan keburuhan p-i'l:i:[cuT sehingga membuat
sanksi lebih efektif. Langkah-langkah pidana non-penahanan juga
lebih  murah untuk masyarakar pada umumnya daripada
“perampasan kebebasan”, atau pidana kustodial. Sanksi pidana
individual yang melibatkan tindakan-tindakan non-kustodial harus
dipertimbangkan mengingat tujuan umum dari sistem peradilan
pidana, yaitu untuk mengurangi kejahatan, dan kebutuhan untuk
mengenali keburuhan dan kepentingan para korban kejahamn.
Penggunaan pidana non-kustodial dalam penerapannya harus
menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional.'®

Selain itu, ditemukan adanya fleksibilitas yang melekat
dalam langkah-langkah pelaksanaan pidana non-kustodial, yang
tentunya menyiratkan  bahwa pidana non-kustodial dapat
digunakan pada setiap tahap proses. lLangkah-langkah non-
kustodial bisa diterapkan secara adil dan obyekdf.'”

Selain sisi pﬂ-sitif sehagaimana penjelasan di atas, sanksi
pidana denda rtentunya juga mempunyai kekurangan atau
kc]cmahaﬂ }-’ﬂﬂg tCﬂt'Llﬂ}'E. IJ.i.ﬁa mcrnptrpc:nganﬁli dﬂ.y’ﬂ. gl.ll'lﬂ dan
efektivitas dari pidana denda sebagai sarana pemidanaan. Di antara

kelemahan dari pidana denda adalah sebagai berikur:

W5 Tim Penyusun, Prqf@!sffmdf Training Series No. 9 Human R:'gﬁ&.r in The

Adninistration of fustice: A Manual on Human Rights for fudges, Prosecutors and
Lawyers (New York And Geneva: Office of The High Commissioner for Human
Rights, 2003), hlm, 373.

W6 rhid, hlm. 377.

W fEie, hlm. 379,
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Pidana denda bisa diba}rarkan {ditanggung} oleh pihak ketiga
(majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik dan
lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan ridak secara langsung
dirasakan oleh si terpidana sendiri. Tentunya ini
mengakibatkan “ridak tercapainya’ sifat dan tujuan dari
pemidan:lan, };’Elit'l.l 'LlﬂtLll{ mEmbina Omng }'ang mEl:llCl.lk:ln
tindak pidana agar supaya menjadi anggota masyarakar yang
berguna, di samping juga mendidik orang yang melakukan
tindak pidana untuk bertanggungjawab pada perbuatannya
secara pidana.

Pidana denda bisa juga memberikan beban pada pihak ketiga
yang tidak bersalah. Maksudnya adalah bahwa pihak ketiga
(semisal orang rua atau lainnya) dipaksa untuk turut merasakan
pidana tersebut.

Pidana denda cenderung lebih memberikan keuntungan
terhadap mereka dari golongan yang mampu. Ini dikarenakan
bagi mereka dari golongan yang tidak mampu berapa pun besar
kecilnya jumlah pidana denda retaplah merupakan beban atau
problem. Akibatnya mereka dari golongan yang tidak mampu
cenderung terpaksa menerima jenis pidana lainnya, yakni
pidana kustodial (perampasan kemerdekaan).

Terdapat kesulitan pada Jaksa eksekutor keriga melaksanakan
penagihan uang denda. Khususnya melakukan penagihan
tcrhadap tcrpidana yang tidak dilakukan pcnahanan, atau tidak
berposisi di dalam penjara.'™

Dari berbagai keburukan dan kelemahan pidana denda

mayoritas menyorot terkait "jilca dikaji dalam segi keadilan secara

umum’”. Tt:rdapat anggapan bahwa pid:-ma denda lebih memberikan

keunrtungan pada mereka dari golongan yang mampu. Sedangkan di

sisi lain dalam prespektif tujuan pemidanaan bahwa penjatuhan

" Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda, hlm. 67-68.
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pidana I:I.Eﬂda pada ﬂ'lfff.'-‘].{ﬂ dari gﬂlnngan nrang }l’ﬁ.ﬂg m:lmpl.l
dianggap tidaklah memiliki daya “prevensi khusus”.

Meskipun terdapat banyak kelebihan dari pidana denda
dibandingkan dengan kekurangannya, namun dalam penerapan
pidana denda haruslah mempcrhatikan l}ehempa hal. Ini semisal
bahwa pidana denda mungkin sangat cocok untuk kasus-kasus di
mana terc[alcwa ['f_'lal'l menlperﬂjf:h keurltung;ln Iceu;lngarl }l’:lng
diketahui dari pelanggarannya atau telah menyebabkan kerugian
keuangan, schingga pidana denda penggunaannya hanya dalam
kasus-kasus semacam ini saja. Tidaklah seperti itu. Sebaliknya,
disarankan bahwa pidana denda harus digunakan sehubungan
dengan berbagai macam tindak pidana, akan tetapi penerapannya
harus dikaitkan dengan berbagai factor. Sehingga penerapan pidana
denda rtersebut akan tetap menjadi metode yang efekdif unruk
menangani banyak kejahatan, khususnya “pelanggaran kecil” Di sini
setidaknya akan terlihat bahwa pidana dapat bertindak sebagai
pencegah.'"™

Selain itu dengan memperhatikan fleksibilitas dari pidana
denda, maka pidana denda ini harus diterapkan secara adil dan
obyektif; tanpa ada diskriminasi. Perbedaan dalam perawatan adalah
sah han}ra iika mereka memiliki alasan yang masuk akal dan ohjektif
Pihak herwenang harus memastikan adan}!a pidana yang konsisten
ketika menggunakan pidana denda.

]uga ketika mcnggunakan pidana denda, maka pihak yang
berwenang harus mempertimbangkan: sifat dan keterkaitan dengan
pelanggaran; kepribadian dan latar belakang pelaku; perlindungan
masyarakat (pencegahan kejahatan); dan menghindari penggunaan

penjara yang ridak perlui' 19

10 Mary Daunton-Fear, The Fine as a Criminal Sanction, hlm. 314.
" Tim Penyusun, Professional Training Series No. 9, hlm, 379,
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Mary Daunton-Fear menambahkan bahwa pidan:l denda

tidak boleh dijatuhkan kecuali dalam kondisi sebagai berikut:

I

3.

Telah diketahui bahwa terdakwa memiliki kemampuan atau
diperkiran untuk membayar pidana denda tersebut

Setidakn}m ada kemunglcinan yang Ingis bahwa terdapat
dampak yang jelas terkait penggunaan pidana denda

J'nga mempEItimbangk:ln kemungl{inan mefaku]{an Pfll'lll].ihaﬂ

kepada korban kejahatan.'"'

" Mary Daunton-Fear, The Fire as a Criminal Senction, hlm, 328.
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Teori Kebijakan Hukum Pidana

Beherapa tulisan menterjemahkan istilah kebijalcan dengan
"politik”,""* "palicy", "politick”, "beleid” khususnya dimaksudkan
dﬂlﬂm artl wy!&f!ffd arau Lebllaksanaan o ‘:}ifh k&rena J:tLl1
terminology yang digunakan dalam “kebijakan hukum pidana”
adalah "politik hukum pidana®, "penal policy", "criminal law policy”
atau "strafrechts politiek”. Oleh karena itu, mengakaji “politik hukum
pidana” maka akan berhubungan dengan “politik hukum” dan
“politik criminal”."?

Politik hukum tersusun dari dua karta, yaitu “politik” dan
“hukum”. Menurut Mahfud bahwa hukum merupakan produk
polirik. Mﬂﬂurutﬂ}’ﬂ, hukum merupakan variahle terpengajuh
(dependent  variable) sedangkan politik merupakan variable
berpengaruh (independent variable). Dengan asumsi seperti ini,
Mahfud menjelaskan politik hukum sebagai berikut: “Kebijakan
hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh
pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik
mempengaruhi hukum dengan cara melihat kﬂnﬁgumsi kekuatan
yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini
hokum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat
imperative atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang
sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat
ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-

pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.™ "

" Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masparakat, (Bandung: Sinar
Baru, 1983) him. 1.

"'* Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan, him. 24

""" Sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim. Lihat: Teguh
Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Pelitike Hubum Pidana: Kajian Kebijakan
Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, (Yogyakarta: Pustaka. Pelajar, 2005,) hlm. 12.
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Sedangkan Sudarto memberikan arti politik hukum sebagai
berikur:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai
dengan keadaan dan situasi pada suatu wakeu.

2 Kehij:llcan dari negara melalui badan-badan yang berwenang
l.11‘ltuk mEnEtapk:ln Imraturan—per:lturan }’ﬂﬂg dikﬂhendﬂl{i }’aﬂg
diperkimkan bisa digunakan untuk mengekspresilcan apa yang
terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang
dicita-citakan.'"®

Selanjutnya, Sudarto juga menjelaskan arti “politik kriminal”
dengan “keseluruhan asas dan merode yang menjadi landasan dari
reaksi terhadap suatu pelanggaran hukum dalam bentuk memberikan
pidana”, dan ini merupakan arti politik kriminla dalam arti sempit.

Sedangkan ari polirik kirminal dalam lebih luas adalah “keseluruhan

fungsi dari apararur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja

dari pengadilan dan polisi”. Arti lain dari politik criminal adalah

“keseluruhan kebijakan yang dilakukan dengan melalui “perundang-

undangan” dan “badan-badan resmi” yang ditjukan guna

menegakkan norma-norma sentral yang berasal dari masyarakac”.'"

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa

UPE}"H mElakukan perllb:li‘laruan hl.]l(ufﬂ pidan:l (Pfﬂﬂ! ?‘ﬁ;ﬂ]m} Padﬂ

hakekatn}?a rermasuk hidang :Dmdf paficy "yang merupa[{an hagian

dan terkait erat dengan “law enforcement policy (criminal policy dan
social Pﬂfiﬂ:}r}”, src:hingga:

1. bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui
substansi  hukum dalam rangka lebih mengefekrifkan

penegakan l'll.ll{.l.ll'ﬁ;

1% Sudarte, Hubum Pidana dan Pfri*fm.ﬁdngan M:'t{}ra'méd:, hlm. 20.
"0 Sudarro, Kapita Selekta Hiskwm Pidana, hlm. 113-114.
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2 bagian dari kebijal{an (upa}fﬂ rasional) untuk memberantas/
menanggulangi tindak pidana dalam rangka perlindungan
masyarakat;

3. bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah
50&‘13' l:lﬂﬂ H'lﬂﬁalﬂh Icemanusiaﬂn d:llam 1'angk:{
mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu “secial defence”
dan “secial welfare’);

4. upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok-pokok
pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio
politik dan sosiokultural yang melandasi kebijakan criminal
dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.

Melaksanakan politik  hukum  pidana  memiliki  ard
melakukan pemilihan dan pemilahan guna mendapatkan hasil
peraturan perundang—-undang:m CIEIIEIIT[ bidﬂﬂg I-H_II(LIITI Pidﬂﬂﬂ }qﬂg
terbaik dalam artian memenuhi prasyarat “keadilan® dan “daya
guna”, atau upaya mewujudkan peraturan perundang-undangan
dalam bidang hukum pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi
pada suatu masa dan untuk masa-masa mendatang.'"”

Kebijakan  penanggulangan  rindak  pidana  bisa
dikelompokkan pada dua macam dimana dapat dilaksanakan
dengan dua hal. Pertama adalah kebijak:m penanggulang:m rindak
pidaﬂa dengan menlpﬂrgunakan sarana hulcum Pidﬂﬂﬂ., arau }’ang
biasa disebut dengan penal policy, dan kedua adalah kebijakan
pcnanggulangan tindak pid:-ma dcngan mcmpcrgunnkan sarana d.l
luar hukum pidana, atau yang biasa disebut dengan non-penal policy.
Perbedaan dari dua sarana di atas adalah bahwa penal policy lebih

menirikberatkan pada tindakan represif setelah terjadiny:l suati

W7 fhid., hlm. 159,
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tindak pi-::lana, sedangkan Hampmdf paﬁcjf lebih menekankan PEIEI:l
tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.'®
Non-penal policy, dilihat dari sudur politik  kriminal,
dianggap lebih strategis, dikarenakan bisa mencaku pada berbagai
bidang yang cukup luas sekali pad:l semua sektor lcebijakan sosial,
tentunya dengan tujuan utamanya melakukan perbaikan berbagai
kondisi sosial tertentu, dan memiliki dampak preventiF pada
kejahatan secara tidak langsung. Hal ini disebabkan bahwa penal
policy dianggap memiliki beebrapa keterbatasan sebagai berikur :
1. Bersifat fragmentaris, simplistic, atau tidak sruktural fungsional
2. Bersifat simtomatik atau tidak kausatif,
3. Bersifat tidak eliminatif; individualistic, offenders-oriented atau
tidak victim-oriented,
4.  Lebih bersifar represifatau tdak prevensif;
Harus dirunjang oleh infra struktur dengan biaya yang tinggi.'”
Di samping itu, menurut Herbert L. Packer, sebagaimana
dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa pengendalian perbuaran anti
sosial dengan mempergunakan pidana pada seorang yang bersalah
merupakan suatu “problem social” yang memiliki dimensi hukum
yang penting.
bahwa terl‘taclap PEIHICLI kej:lh:lrarl arau Peianggal' hulcum pﬂdﬂ

120 Selanjutnya muncul pendapat yang menyatakan

umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat it
pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban masa lalu (4 vestige
of our savage past)” yang scharusnya dihindari. Pendapat ini
tampaknya didasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan

tindakan perlakuan arau pengenaan penderitaan yang kejam.'!

"% Barda Nawawi Ariel, Masalah Penegakan Hukim dan Kebijakan Penaggulangan
Kejahatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Baku, 2001}, hlm. 74.

" Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, him. 159.
20 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspele Kebijakan, hlm, 155-156.

121 Tﬂguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Fidana, {Eandung: Musa Media,
2010%, hlm. 21.
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Secara terperinci Barda Nawawi Arief, mengemukakan sisi
negatif dari sanksi pidana (penal) sebagai berikuc:

1. sanksi pidana secara dogmatis dan idealis merupakan jenis
sanksi yang paling tajam dan keras, oleh karenanya tidak jarang
disebur dengan wltimum remedium.

2. Operasionalisasi dan aplikasi sanksi pidana secara fungsional
dan pragmartis memburtuhkan media pendukung yang lebih
variatif, berupa berbagai undang-undang organik, lembaga atau
aparat pelaksana, dan menuntur “biaya tinggi”.

3. Sanksi pidana merupakan “remedium”, schingga mengandung
sifat kontradiktif atau paradoksal di samping juga mengandung
“efek samping” yang negative.

4. Menggunakan hukum pidana dalam penanggulangan
icEj;ll‘latarl hﬂﬂ}rﬂlah mEl‘up.’lI(:lrl “éﬂ?‘l:f’rfﬂ' i j‘}rmpmm”
(penanggulangan atau penyembuhan gejala). Jadi sanksi pidana
hanyalah “pengobatan simpromatik”, bukanlah “pengobatan
kausatif”, dikarenakan factor-faktor yang menyebabkan
kejaharan sangatlah banyak dan kompleks serta berada di luar
jangkauan dari hukum pidana.

5. Sanksi pidana hanyalah bagian kecil (sub-sistem) dari “sarana
control” yang tidaklah munglcin mengarasi persnafan icejai‘latan
SEbﬂg&i m:;lsalah kemanusiaan E:I.Eln kemasyarﬂi{atan }’ang Sﬂﬂgﬂ.t
kompleks. Atau, bahwa kejahatan merupakan persoalan sosio-
pulitik, sosio-kulturals, osio ekonomi, st}sin-psikﬂlogis dan lain
sebagainya.

6. Sistem pemidanaan mempunyai sifac pragmentair dan
individual (personal), tidak mempunyai sifat struktural atau
FungsionaL

7. FEfektivitas penggunaan pidana masih rtergantung kepada

banyak factor, sehingga masih sering dipermasalahkan.'*

"** Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan, him. 139-140
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Sedﬂngkan, pengertian pendekamn pmdf pafs'c:}r
(penanggulangan  suatu  kejahatan  yang  dilakukan  dengan
mempergunakan sarana hukum pidana) adalah hukum pidana
berfungsi sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan menjadikan
sanksi pidana guna dijadilcan sebagai sarana penanggulanagn
kejahatﬂ.n. Sehingga harﬂpann}ra norma-norma sosial bisa ditegakk:ln
dengan menggun;lkan sanksi yang dimiliki oleh hukum pid;m:l
kepada sescorang yang berbuar atau bertindak yang tidak selaras dan
sesuai dengan norma-norma yang ada tersebur.'*

Penggunaan pendekatan penal policy menurur Roeslan Saleh,
sebagai mana dikutip Teguh Prasetyo, berangkar dari tiga argumen
yang sangat panjang terkait "masih perlu tidaknya pidana dan
hukum pidana”. Intisari dari tiga argumen tersebut yaitu:

1. Utrgen ridakn}!a hukum pidana ridaklah terletak p;u:la persna!:-m
tujuan-tujuan vang ingin dicapai. namun, justru terletak pada
persoalan seberapa jauh guna mencapai tujuan tersebut
diperbolehkan mempergunakan “paksaan”. Persoalannya
bukanlah rterletak kepada hasil yang ingin dicapai, namun
dengan pertimbangan antara “nilai dan hasil tersebut™ serta
"nilai dari baras-batas kebebasan masing-masing pribadi”.

2. Tfl'd&pa[ berb:lgai Liiﬂj-ia d:—llam I‘anglca npffhﬂllkﬂrl atan
perawatan” yang ridak memiliki arti sedikitpun hagi si
terpidana, di samping itu haruslah tetap ada sebuah reaksi
tcrhadap bCIbﬂ.gﬂ.l’ pcfanggar:ln norm:a }f:{ng Sudﬂh dipcrhuatn}'a
tersebut dan tidak bisa dibiarkan begiru saja.

3. Pengaruh pidana aran hukum pidana bukan semara-mata

ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi

2} Saiful Ahdullah, Kebijaban Hukum Pidana (Penal) dan Non Hidum Pidana
(Non Penal) dalam Mermugguﬂmgf Alivan Sesat, {Scmarzmg: Tesis-Unibersitas
Diponegoro Semarang, 2008), hlm. 17.
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orang yang, tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaarti
norma-norma masyarakat.'**

Sedangkan dalam Islam, sebagaimana dikemukakan
Shagufta Begum, tentang perlunya kehadiran hukum pidana:
"Setelah diskusi ini kita datang untuk mengemhui kesimpulan
bahwa Qur'an bertujuan untuk membentuk semacam sistem sosial
di mana setiap individu dapar hidup damai. Islam ingin melindungi
masyarakat dari bahaya penjahat. Tujuan di balik memberikan
seseorang hukuman tidak hanya memberikan penyiksaan atau
untuk mempermalukan tetapi untuk mencapai beberapa tujuan
yang lebih tinggi yang merupakan bagian penting dari sistem sosial
[slam. Adalah hak masyarakat untuk mengamankan dan keamanan
anggotanya. Arti filosofis di balik hukuman adalah bahwa tidak ada
kejahatan harus dibiarkan. Ini adalah aturan sederhana yang ridak
membiarkan kejaharan untuk mencapai kesejahreraan dan penjahat
harus dilawan dengan tangan besi unwk mencapai tujuan
mewujudkan masyarakat damai dan hidup layak.”"*

Di samping itu juga perlu diperhatikan tentang peranan
hukum dalam masayarakar, yang menurut Seerjono Sockanto,
minimal mempunyai tiga peranan, yaitu:

1. Hukum sebagai sarana pengendalian sosial.

2. Hukum sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi
sosial.

3. HLIkL'I.IT.I Scbﬂgﬂi sdrana untuk mcnciptai{ﬂn kcﬂdﬂﬂ.ﬂ tcrtcntu.uﬁ

Oleh karena itu H.L. Packer menjelaskan akan pentingya

menggunakan hukum pidana sebagai sarana guna penanggulangan

kejahatan, dengan argumentasi seperti di bawah ini:

1 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukwm Pidana, hlm. 22-23.

"% Shagufta Begum, “Punishment as A Social and Moral Agency”, ALHikmar,
Volume 27-2007, him. 93,

128 Soetjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986),
31,
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Sanksi pidana sangat diburuhkan: kira ridak bisa hidup, baik
sekarang ataupun di masa yang mendatang, tanpa pidana;
Sanksi pidana adalah alar atau sarana yang rerbaik dan ada, yang
kita punyai guna menghadapi berbagai bahaya besar dan
bersifar segera, serta guna menghadapi berhagai ancaman dari
bahaya tersebur;

Sanksi pidana paclu satu wakru merupakan “penjamin yang
utama atau terbaik” dan di waktu yang lain merupakan
“pengancaman yang utama’ dari kebebasan manusia. Sanksi
pidana merupakan “penjamin” jika dipergunakan secara hemat
dan dipergunakan secara manusiawi. Akan terapi, sebaliknya
sanksi pidana merupakan “pengancaman”, jika dipergunakan
secara paksa dan sembarangan.'??

WVan Hammel menjelaskan bahwa pemilcir:m yang menjadi

landasan kegiatan [nternationale Kriminalistische Vereiniging (IKV)

adalah sebagai berikut:

L

Tujuan yang paling penting dari hukum pidana melakukan
pemberantasan kejahatan yang dianggap sebagai suaru gejala
masyarakat.

IImu hukum pidana dan peraturan perundang-undangan pidana
haruslah memperha[ikan lcajian—kﬂjian yang, merupak:m hasil
studi antrnpﬂiogis dan sosinlngis.

Pidana merupakan salah satu sarana terampuh, yang bisa
dlptrgunaf-m.n Ulf.fl.'.l ncgal‘a gl.'ll'.lﬂ. mclaiiuka.n Pt:ml:l::[antasan
kejaharan. Meskipun begitu, pidana bukanlah satu-satunya alar,
schingga ridaklah boleh dipergunakan secara mandiri, namun

sebalfkn}?a haruslah digunal{nn dalam kombinasi dengan upaya-

7 Barda Nawawi Arief, R’fé{fﬂ.&:ﬂ: Legf':ﬁir:'f dalam Penangrulangan Kejdﬁﬂmn
cfmgm.: Pidana Penjara, (Scmarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Semarang, 1996), hlm. 155-156.
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IJ.PIE}'?I Sﬂﬂial }Iﬂ.ﬂ.g |ain, rernirama daIam l{nmbinaﬁi dﬁﬂgan
berbagai upaya preventif.'*

Dalam logika Barda Nawawi Arief adalah sebagai berikut:
“meningkatnya kejahatan dapat mengganggu kebijakan perencanaan
E{esejahteman masyaralcat yang ingin dicap:li. Oleh karena iru
kebijakan perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
harus pula dibarengi dengan kebijakan perencanaan perlindungan
sosial. Malahan sebenarnya di dalam menetapkan kebijakan sosial,
yaitu usaha-usaha yang rasional untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, di dalamnya harus sudah tercakup juga kebijakan
mengenai perencanaan perlindungan masyarakat (social defence
planning)”.

Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief menjelaskan: “salah satu
bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang
rasional untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebur dengan
“politik kriminal”. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah
“perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama yang
sering disebur dengan istilah, misalnya “kebahagiaan warga
masyarakat” (happines of the citizens), “kehidupan kultural yang sehat
dan menyegarkan” (¢ wholesome and cultural living), “kesejahteraan
masyarakat” (social welfare) atau untuk mencapai “keseimbangan”
(egmfim:}ﬂ. Dengan demikian pnlitik kriminal vang merupalcﬂn
bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat merupakan bagian
pula dari keseluruhan kebijakan sosial™.'*

Jadi, mempergunakan “upaya hukum” yang termasuk juga
hukum pidana, hingga sekarang masihlah bisa “digunakan”™ serta
“diandalkan” sebagai salah satu “media politik criminal”. Selain itu

jugﬁ disehabkan bahwa rujugnn}ra adalah guna mencapai

% Van Bemmelen, Hukum Pidana I: Hubum Pidana Material Bagian Umum,
{Jakarta: Bhina Cipta, 1984), hlm. 30.
' Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan, hlm. 157.
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“kesajahreman mas}farakat“ pada umumnya, mala kebi}'akan
mempergunakan hukum pidana ini masuk dalam bidang “kebijakan
social”, dalam artian segala upaya yang rasional guna mencapai
“kesejahteraan masyarakat”.

DIEI‘[ thﬂh iti_'l, mEmPEFUnﬂkﬂﬂ l‘lukun‘l Pidana E'L'll'lﬂ
menanggulangi kejahatan perlulah memperhatikan “fungsi hukum
pidana” yang bersifar subsider. Artinya hukum pidana barulah
dipergunakan jika berbagai upaya yang lainnya diperkirakan
memberikan hasil yang masih belum memuaskan atau belum sesuai.
Namun apabila hukum pidana akan dipergunakan, maka hendaklah
dilibatkan dalam hubungan keseluruhan politik criminal, atau
planning for social defence, yang merupakan bagian integral dari
rencana pembangunan nasional.'* Dengan demikian ketika “politik
criminal” (kebijakan penanggulangan tindak pidana) dilakukan
dengan mempergunakan sarana penal (hukum pidana), maka penal
policy (kebijakan hukum pidana), baik merupakan kebijakan
formulatif atau kebijakan legislatif. kebijakan yudikatif atau
kebijakan aplikatif, ataupun kebijakan eksekutif, haruslah
memperhatikan dan mengarahkan pada ketercapaian tujuan dari
kebijakan sosial tersebut, berupa social welfare dan social defence.

Sedangkan Yenti Ganarsih menjelaskan  bahwa alasan
kriminalisasi pada umumnya mefipuri:

1. Terdapar korban;

2. Kriminalisasi bukanlah hanya bertujuan pada “pembalasan”
saja;

3. haruslah didasarkan pada asas ratio principle, dan

4. rterdapat public support (kesepakatan sosial).'”!

B0 Sudarto, Fukum Pidana dan Perkembangan Masyarakar, hlm. 96,
B Yenti Ganarsih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), (Jakaria:
Program Pascasarjana FH-UI, 2003), hlm. 71.
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]ika disimpul[{an, penggunaan pidana dalam kondisi seperti
ini dikarenakan pidana mempunyai sifac wltimum remedium, yang
mempunyai pengertian: “Asas tersebut ialah bahwa yang beleh
dipidana yaitu mereka yang menciptakan “onregf’ (perbuatan
melawan hukum). Hal ini merupa[{an condito sine qua non. Kedua,
ialah bahwa syarat yang harus dirambahkan ialah bahwa perbuatan
melawan hukum itu menurut penga]aman tidaklah dapat ditekan
dengan cara lain. Pidana iru haruslah tetap merupakan “upaya
terakhir”. Terhadap setiap ancaman pidana pada dasarnya ditemuan
berbagai keberatan. Tiap manusia yang berakal bisa juga
memahaminya meskipun tanpa dijelaskan. Hal tersebur ridaklah
bermakna bahwa: pemidanaan harus ditinggalkan”, namun orang
haruslah  melakukan penilaian  tentang “keuntungan dan
E{frugi:-lnn}fa” dari penggunaan pidana tersebur, di samping juga
harus menjaga dan mengawasi janganlah sampai terjadi “obat yang
diberikan” ternyata lebih ganas dan jahat dibandingkan
penyakitnya.'**

Jadi sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, bahwa dalil
“ultimum  remediwm” ini  dibutuhkan guna  melakukan
pertimbangan terlebih dulu menggunakan “sanksi lain” sebelum
menggunakan “sanksi pidana” yang cenderung “keras dan rajam”.
Jil{a Fungsi hukum yang lainn dirasa belum atau kurang, maka
barulah digunakan "Hukum Pidana”.

Sﬁdﬂ.ngkﬂﬂ dd[ﬂm I!(.UI'.ISCP Isian‘l tcntang pcngguna‘.ln plda_na
dikemukakan oleh Shaguf;a Begum, bahwa: “Ada fakror-faktor
tertentu lainnya yang dapat merusak ketenangan masyarakar.

Beberapa orang secara psif{ulngis ridak terdengar, Sepertiny:l mereka

2 Aufa Lawyer, “Uldmum Remedium: Penerapan Hukum Pidana sebagai
Langkah Akhir”, dalam
btgp:iikonsultanbukumindonesia, blagspot. com/201 3102 ultimum-remedium-
penerapan-hukum-pidana.html, diakses 26 Mei 2013,
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rerlihat SEPETT.'i. “c}rang Wﬂ.rﬂ..‘i“1 namun terl{ad:lng l'l'l'E'l'EI{':]. berperi'aku
sedemikian rupa sehingga kedamaian dan ketentraman masyarakar
menjadi terganggu. Orang-orang ini haruslah ditangani dengan cara
yang khusus dan berbeda.

Disinilah hukuman helcerja dalam dua cara. Pertama, unruk
meningkatkan (mengontrol) kondisi psikologis dan pencegahan
Pﬂdﬂ mereicﬂ—rnerel(a }fz.ng berni:lt me]akulc;ln suatu E{ejahatan.
Kedua, sebagai “kompensasi kerugian” bagi pihak yang menjadi
korban. Pihak yang menjadi korban ketika melakukan complain
tidak hanya kepada pelaku kejahatan saja, namun juga kepada
negara, Jika pemulihan kerugian tersebur tidak dibuat oleh pelaku,
itu adalah tanggung jawab negara untuk memberikan kompensasi
kepada penggugat. Ini adalah tugas negara untuk memberikan
keamanan dan perlindungan bagi warganya. Apabila dalam
kenyataanya gagal dalam menunjukkan kekuasaannya guna
memenuhi tugasnya, bagaimana mungkin pelindung bisa seperti
itu. Menjaga di sini dalam artian “melihat tujuan yang lebih besar”,
dan hal itu haruslah menjadi tanggung jawab dari sistem negara dan
social. Tentunya untuk menjaga perdamaian di masyarakat dan
membuar pengaturan, yang pada akhirnya tidak ada lagi yang dapat

menghancurkan “kerenangan masyarakat”.'*
g 5 =Y

Tujuan Pemidanaan

Problematika tujuan pemidanaan adalah bagian yang sangat
dundamental dalam “kehidupan hukum pidana® di Indonesia,
bahkan di semua negara. Hal rtersebur dikarenakan bahwa
berkembangnya peradaban suatu bangsa -di antaranya- ditentukan

juga ﬂlﬂh SE{ITIPEIi bEltES 1'I'Ial'l;1kal'l PEI’IEIICLI.EI'I SUATL bﬁﬂgﬂﬂ P{ldﬂ

' Shagufta Begum, Punishment as A Social and Moral Agency, him. 91.
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terpidananya.  Pendeknya  “tujuan  pemidanaan”™  adalah
“pencerminan falsafah”™ dari suatu bangsa.'*

Dengan demikian, yang dimaksudkan “rujuan” dalam
konteks ini adalah keadaan atau keadaan yang dinyatakan secara
regas dan dirumuskan secara resmi sehagai “rujuan Pemidanaan"
yang untuk selanjutnya diperjuangkan guna dicapai melalui
nperusinnaﬁsgsi atau ﬁ.mgsiﬂnalisasi pid:m:l. Arau, sehagaimana
dijelaskan oleh Roeslan Saleh, “rujuan” pada dasarnya merupakan
keadaan yang diperjuangkan untuk bisa dicapai. Baik hal tersebut
dirumuskan terlebih dulu secara resmi, namun bisa juga langsung
secara tidak resmi diperjuangkan dan secara tegas rtanpa
dinyatakan."”

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa
“perumusan tujuan opa:'rzlziion;ﬂ’1 dimaksudkan agar bisa mengukur
dan mengetahui sampai sejauh mana sarana yang sudah diterapkan,
baik dalam bentuk pidana ataupun tindakan, bisa mencapai tujuan
secara efektif. Selain itu, hal tersebut penting juga bagi tahapan-
tahapan selanjutnya, yaitu tahapan penerapan pidana dan tahapan
pelaksanaan pidana. Di sinilah "tujuan pemidanaan™ yang relah
terikat arau rterjalin setiap tahapan pemidanaan menjadi suatu
jalinan “mata rantai” dalam satu kebulatan sistem yang rasional. '

Muladi menjelaskan bahwa dengan adanya “rujuan”™ maka
bisa berfungsi mewujudkan “sinkronisasi”, berupa keserempakan
dan keselarasan, yang bisa bersifat fisik ataupun kultural. Benruk
sinkronisasi fisik adalah structural syncronization (sinkronisasi
struktural) dan substancial syncronization (sinkronisasi substansial).

Keserempakan dan keselarasan pada sinkronisasi  scrucrural

9 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukuwm Pidana dan Kriminologs, (Bandung;:
Mandar Maju, 1995), him. 90,

155 Roeslan Saleh, Steleed Pidana Indonesia, hlm. 27.

6 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori- Teari dan Kebijakan Pidana, hlm. 95.
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diperlukan pada mekanisme #he administration of justice
(administrasi peradilan pidana) dalam kerangka hubungan antar
“lembaga penegak hukum”. Sedangkan sinkronisasi substansial
terwujudnya keserempakan dan keselarasan hukum positif yang
berlaku, baik secara verrikal ataupun secara horizontal. Sedang
cultural synchronization (sinkronisasi kultural) mengandung usaha
Uﬂtuk SElalLl Serenlp:lk dﬂn S{.’].B['ES ti;llarn mengha}fa[i pandangan—
pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh
mendasari jalannya sistem peradilan pidana.'?’

Oleh karenanya, menentukan “tujuan pemidanaan”
menjadi problem yang cukup rumit. Khususnya dalam menentukan
apakah pemidanaan ditujukan "untuk melakukan pembalasan atas
tindak pidana yang terjadi”, atau untuk “pencegahan tingkah laku
yang anti sosial’. Tentunya menentukan ritik temu dari dua
pandangan tersebut apabila ridak berhasil dilakukan, maka
diperlukan formulasi baru pada sistem atau tujuan pemidanaan
dalam hukum pidana.'*

Terdapart lima tujuan dari pemidanaan, yairu:

1. Retribution

Mengenai retribution, Pamela Wilcox, Kenneth C. Land dan
Scott A. Hunt menjelaskan: “Retribusi adalah filosofi non-
utilitarian yang menunjukkan bahwa tujuan kontrol dari
kejahatan (digunakan secara longgar untuk merujuk pada
tanggapan masyarakat terhadap kejahatan) adalah untuk
menghukum. Pengurangan kejahatan bukanlah perlu oleh-
produk dari respon. Sebaliknya, hukuman hanya layak, karena
"kesalahan" telah dilakukan. Terlepas dari apakah kejahatan di

masa depan dapat dicegah karena respon, respon (hukuman)

BT Muladi, Kapita Selebra Sistern Peradilan Pidana, him, 1-2,
B8 Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindaban dalam Rancangan KUHP:
Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, (Jakarta: ELSAM, 20035), him. 10
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yang pantas dan harus terjadi untuk alasan itu saja. Hukuman
harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga
mewakili semacam "hanya pembalasan.” '

Sedangkan Matthew Lippman menjelaskan:” Retribusi
memaksakan  hukuman hanya berdasarkan  pembalasan.
Pelanggar harus menerima hukuman yang mereka memang
pantas mendapatkannya berdasarkan keseriusan tindak pidana
mercka. Filosofi retributif didasarkan pada perintah Alkitab
yang terkenal "mara ganti mata, gigi ganti gigi." Rerribusi
mengnsumsikan bahwa kita semua menetahui hal yang benaran
dari hal dari yang salah, di samping secara moral bertanggung
jawab atas tindakan kita dan harus bertanggung jawab.”"*"

2. Deterrence

Pamela Wilcox, Kenneth C. lLand dan Scor A. Hunt
menjelaskan: “Pencegahan adalah filosofi lain utilitarian, yang
bertujuan unruk mengurangi kejahatan di masyarakar.
Hukuman tidak dilakukan demi hukuman itu (seperti dalam
kasus retribusi), tetapi dilakukan demi mencegah kejaharan di
masa depan. Pencegahan didasarkan pada asumsi pilihan klasik
atau rasional tentang sifat manusia dan perilaku manusia. Hal
ini di}!akini bahwa individu melakukan tindak pidana karena
hedﬂnisme—kﬂsenang&n }rﬂﬂg berhubungan dengan tinda!{:ln
keluar-menimbang biaya yang berkaitan dengan tindakan.
ialk_i.bﬂ.tﬂ}'ﬁ, pcncx:g:{han mcndukung pcndckatan kuntml SUSi.ﬂ.].
dimana biaya yang berkaitan dengan kejahatan dianggap
scbagai lebih mahal daripada manfaat. Menurut doktrin

P-EHCEEZ[']E[H, kejahatan le(le'l ['EI']EIEII'I CIE[I&IT] masyarakat

1 Pamela Wileox, Kenneth C. Land and Scott A, Hunt, Créiminal Circumistance:
A Dynamic Multicomtextua! Criminal Opportunity Theory (New York: Walter de
Gruyrer, Inc., 2003), him. 193,

0 Matthew Lippman, Contemporary Criming! Law: Concepts, cases, and
Controversies, (London: SAGE Publicacions, 2010, hlm. 55.
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semacam itu Sejak aktor rasional akan menghiﬂdari konsekuens
mahal —dengan kara lain, pelaku potensial akan tergoyahkan.
Kriminolog fokus pada tiga aspek hukuman yang berfungsi
untuk membuat respon yang memadai dalam hal nilai jeranya:
lcep;lstian l‘lul{uman, bel"ﬂtn}?ﬂ l'lLll‘ELll'l'IElI'lr CIHI'] kﬂcﬁpﬂtﬂﬂ, atau
kecepatan hukuman. Hal ini diasumsikan bahwa hukuman
terrentu, berat, EIEH Cﬁpar Ekﬂ.n hel‘fungsi Ul'ltl.lk mengul'angi
lcejahatan baik di masa depan di antara mereka yang mengalami
hukuman (pencegahan tertentu) dan mencegah pelaku yang
potensial pada masyarakat, yang mungkin memiliki
pengetahuan tentang biaya kejahatan, untuk terlibar dalam
tindakan kriminal (pencegahan umum).”™"'
3. Rehabilitation

Matthew Lippman menjelaskan bahwa rtujuan dari pidana
yang asli adalah melakukan reformasi pada pelaku dan
merubahnya untuk menjadi anggota masyarakat yang “raac
hukum” dan menjadi “masyarakat yang produkuif”. Idealitas
dasar dari “reori rehabilitasi” adalah bahwa p:ld:l d:u:arn}ra orang
adalah baik dan bisa merubah hidupnya pada saar mereka
diberikan dorongan dan dukungan untuk melakukan hal
tersebur.'*

Pamela Wilcox, Kenneth C. Land dan Scott A. Hunt
menambahkan:  “Rehabilitasi  belum  termasuk  filsafat
utilitarian, mana tjuannya adalah untuk mengurangi
kejaharan. Namun, filosofi ini didasarkan pada asumsi sifac
manusia dan perilaku manusia yang sangat berbeda dari doktrin
pencegah:m. Teoretisi rehabilitasi menunjukkan bahwa
individu memiliki lebih sedikit kehendak bebas dari

diasumsikan oleh teori pencegahan. Perilaku manusia

Y Pamela Wilcox, Crimina! Circumstance, hlm. 193.

" Macthew Lippman, Contemporary Criminal Law, hlm. 56.
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diasumsikan sehagian besar diprediksi (direntukan) oleh
kekuatan-kekuatan di luar kontrol individu, segudang faktor
termasuk ketidakseimbangan kimia, masalah psikologis, dan
tekanan teman sebaya. Solusi dalam mengendalikan kejahatan,
oleh karena itu, rerlerak p:u:la "memperb:iiki" faktor-fakror
eksternal yang menyebabkan perihku kriminal.”!*
Incapacitation

Menurut Martthew Lippman: “Tujuan dari pelemahan
adalah untuk menghapus pelanggar dari masyarakar untuk
mencegah mereka terus mengancam orang lain. Pendekatan ini
menyetujui bahwa individu-individu yang cenderung kriminal
adalah yang ridak dapar dihalangi atau dirchabilitasi.”"*

Sedangkan Pamela Wilcox, Kenneth C. Land dan Scott A.
Hunt menjelaskan bahwa: “Pelemahan, sebaliknya, merupakan
filsafat utilitarian dalam kontrol sosial. Argumen menderita
cacat menunjukkan bahwa kontrol sosial harus melayani untuk
meningkatkan masyarakat dengan menjaga orang-orang yang
melakukan tindak pidanﬂ dari rerus meiaiculcann}ra. Strartegi
Pengfﬂdall'ﬂ.l'l kﬂiﬂ.hatﬂﬂ Sf'hﬂfuﬁl'l}"'ﬂ tidak han}'il meng]‘lukun‘l,
tetapi harus mengurangi kemungkinan tindak pidana di masa
depan. Penurunan ini terjadi sekitar dengan membuatnya
secara fisik tidak mungkin bagi pelaku untuk melakukan
kejahatan lebih; mereka pada dasarnya dihapus dari
masyarakat,”*
Restoration

Matthew Lippman menjelaskan: “Restorasi menckankan
kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan

membutuhkan pelaku unruk terlibar dalam restitusi keuangan

Y3 Pamela Wilcox, Crimina! Circumstance, him, 194,
4 Waechew Lippman, Contemporary Criminal Law, hlm. 56.
"3 Pamela Wilcox, Criminal Circumstance, hlm. 193,
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dan pela}'anan masyaral{ﬂ‘i' untuk mEﬂg]{nmpensasi ]:Cﬂl'b‘aﬂ dﬂ.ﬂ
masyarakat dan untuk "membuat mereka utuh kembali."
Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan
korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana.
Pendekatan ini juga dirancang untuk mendnrnng pelaf{u untuk
mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi
anggntﬂ rn;l:i}r:u‘akat j,-’ang ber[anggung iﬂwab.ﬂmr}

Dalam perkembangannya, teori tentang pemidanaan selalu
mengalami pasang surut. Teori pemidanaan yang bertujuan
rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan
bahwa tujuan rehabilitasi ridak dapat berjalan. Pada rahun
1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa treatment
terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta indeterminate sentence
tidak diberikan dengan repat tanpa garis-garis pedoman.""?

Selanjutnya, sebagai respon atas berbagai kritikan dana
tekanan atas “tujuan  rehabilitasi” ini  lahirlah  *Model
Keadilan”, yang merupakan justifikasi modern untuk
pemidanaan yang dipaparkan oleh Sue Titus Reid, yang untuk
selanjutnya dikenal dengan “restorative justice”. “"Model
keadilan” ini juga dikenal dengan “pendekaran keadilan” atau
“model ganjaran serimpa|h, atau “just desert model”. Teori ini
dilandasi oleh dua reori tujuan pemidanaan, yaitu prevention
(teori pencegahan) dan retribution (teori retribusi). Pemikiran
teori retribusi dalam model just desert model ini terlihat pada
bahwa “pelanggar” akan dinilai dengan sanksi yang layak
diterimanya dengan memperhatikan kejahatan yang sudah
diperhuam}ra. Asumsinya bahwa sanksi yang tepat akan
“rnencegah” pelaku kriminal berbuat tindakan kejahal:an |agi

"¢ Matthew Lippman, Contemporary Criminal Law, hlm, 56.
7 Sochuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: lde Dasar Double Track System
dan Implementasinya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 61.
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dan akan “mencegah” orang lain (yang bukan pelaku criminal)

berbuat kejahatan.'

Diharapkan, dengan model just desert ini, di satu sisi pelaku
criminal dengan jenis kejahatan yang sama akan mendapatkan
hukuman yang sama, dan di sisi lain yang lain peialcu criminal
dengﬂrj tiﬂgl{ﬂtﬂ.n }"Ell'lg ]'E'blh Sei'i.us al{an memperoleh I'ILI.]:{U!.TIEIH
yang lebih keras dibandikan dengan peiaku criminal yang lebih
ringan.

Namun dalam perkembangannya teori just desert ini juga
menuai kritikan. Minimal terdapat dua hal yang diajukan
sebagai kritikan teori ini, yairu:

a. Penckanan utama dari just desert theories ini adalah
hubungan antara “hukuman yang layak dengan rtingkat
kf:jahatan“ di satu sisi dengan “kepenringan memperfalcukan
suatu kasus” di sisi yang lain. Sehingga dikhawarirkan teori
ini tidak memperhatikan berbagai perbedaan lainnya yang
dianggap relevan antara para pelaku, semisal latar belakang
pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku
dan keluarganya, yang tentunya berakibat seringkali
memperlakukan “kasus yang tidak sama” dengan “cara yang
Sﬂmﬂ”.

I.'J. seCara I:CESE].U.['UI'.IQH menekankan PEI.C[B. pednman—peclnman
pembeda dari  kejahatan dan  catatan  kejahatan
mcmpcng&ruhi psilmlogi dari pcnghukuman dan ]::-ihak
yang menghukum."”

Munculnya restarative justice model ini diawali ketika kaum
abolisionis mengaj ukan model ini, dengan dfhtarhehkangi

Slk.ap me I'IOE Elk rerh:idap sdrana I‘(OE[’S“: :.-"3 I]g bEI‘LlpEl sarana PEI’IZIJ

Y8 fhigl, hlm. 62,
4 Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, hlm. 12,
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dan unruk selanjutn}r:l digantikan dengan sarana m;wzmﬁw.ﬁ"

Mereka kaum abolisionis beranggapan bahwa sistem peradilan
pidana mengandung “persoalan” atau “cacat structural”,
sehingga secara realistis haruslah diubah “dasar-dasar srukeur”
dari sistem tersebur. Dalam konreks sistem sanksi pidana, nilai-
nilai yang mendasari “paham abolisionis”™ masihlah lﬂgis
(masuk akal) dalam rangka mencari “alternarif sanksi” yang
lebih layak dan lebih efekrif selain lembaga semisal penjara.™

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi
dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban
mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara
pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai
sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan
oleh rindak kejahatﬂn dan dalam membangun sistem nilai
sosialnya.'”* Restorative justice berupaya mengembalikan konflik
kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh — korban,
pelaku dan  “kepentingan komunitas” mereka -- dan
memberikan  keutamaan pada  kepentingan-kepentingan
mereka. Restorative justice juga mengupayakan untuk me-restore
keamanan korban, penghormatan pribadi, marrabat, dan yang
lebih penting adalah sense t:-'fmnrmi o

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari
restorative justice, sebagaimana dikemukakan oleh Loretta
Frederick dan Kristine C. Lizdas, adalah: (1) memulihkan
korban kejahatan, (2) mencegah pelaku individu dari

mengulangi kejahatan, (3) meningkatkan peran masyarakat

0 Muladi, Kapita Seleksi Hukum Pidana, him. 125.

"' Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Prespebuif Eksistensialisme dan
Abalisionisme, (Bandung; Binacipta, 1996), hlm. 101.

12 Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, hlm. 14.

B fhie, hlm. 14.
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dalam merespon kejahatan, dan (4) mengatasi konteks sosial di

mana kejahatan dilakukan.”"*

% Lorerra Frederick and Kristine C. Lizdas, “The Role of Restorative Jusrice in
The Bartered Women's Movement”, in James Pracek, etall., Restorative fustice
anel Violence against Women, (Oxtord: Oxford University Press, 2010), hlm. 40.
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dengan Ancaman Pidana Denda

Pengaturan di dalam KUHP

Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP

Sebagaimana dalam pemaparan dalam bab terdahulu, tindak
pidana pornografi dalam KUHP termasuk dalam golongan “delik
kesusilaan” yang dalam pengaturannya terbagi menjadi dua
kelompok. Pertama, diatur pada Buku II Bab XIV tentang
Kejahatan Terhadap Kesusilaan pada Pasal 281 sampai Pasal 303.
Kedua, diatur pada Buku I1T Bab VT tentang Pelanggaran Kesusilaan
pada Pasal 532 sampai Pasal 547. Pornografi secara khusus diatur
dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan,
tepatnya pada Pasal 282 dan Pasal 283. Juga, secara lebih khusus
diatur dalam Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan,
tepatnya Pasal 532 dan Pasal 533.

Yang per|u diperhatilcan bahwa sebagai pmduk hukum yang
dihasilkan dengan berdasarkan “kondisi masyarakar Eropa”,
tentunya pengaturan tindak pidana pornografi dalam KUHP
sangatlah berbeda dengan “pandangan masyarakat Indonesia™."””

Bunyi dari Pasal 282 adalah:

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan
di muka wmum tulisan, gambaran atau benda yang telab
diketahui isinya melangear kesusilaan, atau barang siapa dengan
maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di
muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut,
memasukkannya ke  dalam  negeri,  meneruskannya,

mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki pmm’fmn, ataupun

" Hywian Christianto, Kﬁ:j-{f.-ﬁ‘fi'.m.l'f Kesusilaan: Pfﬂdﬁjmﬂ Eﬁﬂrms{fddn Stueli Kasus
(Yogyakarta: Suluh Media, 2017}, hlm. 43.

&1



(2)

(3)

Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda

.E*dmng sfszpd secara fevang-tevangan atau dﬁ'ngrm mengmﬂm@dn
surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya
Jc:bﬂgfzf bisa d@ﬁ'ﬂffﬁ, diancam ﬂ’f.rzg:zrz p.iardm penjara maksimal
satu tahun enam bulan ataw pidana denda paling tingei empat
ribu lima ratus mps‘d&.
Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atan menempelkan
di muka wmum tulisan, gambaran ataw benda yang melanggar
kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud  untuk
disiarkan, dipertunjukkan atan ditempelban di muka wmum,
membikin, memasukkan ke dalam  negeri, meneruskan
mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun
barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan
surat tanpa diminta, menawarkan, atay menunjuk sebagai bisa
;f.ibamfeﬁr, diancam, _;':]{'JI ada alasan kuar E?zzgin_}rzz untik mmduga
babwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan,
d’mgﬂn picﬂmm! maksimal sembilan bulan atau Piafsznd denda
maksimal empat ribu lima ratus rupiab.
Mﬂ '}rﬁﬂg éﬂjﬂ.&b mfhéukﬂﬂ i’&jﬂﬁdﬂ-ﬂz rf”fé'ﬂr ﬂ{ﬂ'ifﬂ'm .::Ijﬂ.t‘
pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatubkan
pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau pidana
denda maksimal tujuh pulub lima ribu rupiah.

Dengan memperhatik:m Pasal 282 KUHP di atas, maka bisa

dipahami hal-hal berikut ini:

1.
.

&2

Bentuk tindak pidana pornografi ada berbagai macam.

Juga diatur tindak pidana dengan unsur kesalahan (culpa),
selain ada unsur kesengajaan (dofus). Batasan adalah “pembuat
dapat memikirkan, mempertimbangkan atau menduga bahwa
perbuatannya itu melanggar kesusilaan.” Karena adanya sifac
culpa yang menjadikan sanksi pidana yang diancamkan dalam
ayat (2) ini lebih ringan dari pad:: sanksi pidana yang

diancamkan dalam ayat (1) dimana mengandung unsur
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kesalahan dolus. Tujuan dari rumusan pada ayat (2) ini guna
mengantisipasi “tidak dipidananya pelaku” hanya dikarenakan
tidak menyadarinya atau tidak mengerahuinya bahwa
perbuatannya tersebut telah melanggar kesusilaan.

3. Dalam pasal ini juga diatur jika “rindak pidana pornografi”
dilakukan  sebagai “pencaharian” atau “kebiasaan”,
sebagaimana diatur dalam ayac (3). Sanksi pidananyapada ayat
(3) ini mengandung “unsur pemberatan pidana”, tentunya ini
sebagai konsekuensi karena menjadikan kejahatan sebagaimana
diatur dalam ayart (1) sebagai “pencaharian atau kebiasaan”.

Di dalam KUHP tidak diberikan batasan dan penjelasan
tentang apa yang dimaksudkan dengan “bentuk-bentuk perbuatan
dalam ketentuan tersebut. Akan tetapi guna memahami “arti” dari
perbuatan ['E'FSEIJL“: mal(a bisa dEﬂgﬂﬂ mempergunak:ln “rrlt'tocle
interpretasi gramatikal, atau penafsiran secara rata bahasa. Semisal
perbuatan “memasukkan ke dalam negeri” yang bisa diartikan
secbagai “masuk ke dalam wilayah hukum Indonesia”, begitu juga
“masuk ke dalam pesawar udara dan kapal Indonesia”, dikarenakan
terdapat perluasan wilayah hukum negara pada dua alar transporrasi
di atas.'®®

Sedangkan “unsur melanggar kesusilaan™ dalam ketentuan
di KUHP di artas cenderung sering menjadii{an masalah,
dikarenakan unsur tersebut mempunyai “sifac umum, abstrak dan
multitafsir”. Ini dibuktikan bahwa perbedaan wilayah atau tempat
mengakibatkan perbedaan batasan rtentang perbuatan yang

melanggar kesusilaan rersebur.

P Lihae Pasal 3 KUHP yang telah di ubah dengan UU No. 4 tahun 1976 menjadi
sebagai berikut: “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlakn bagi
setiap ovang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalom
kenearaan air atau peradt udara ndonesia”
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Simons menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang, termasuk
dalam pengertian “hubungan seksual” dan “mempertontonkan
bagian-bagian alat kelamin (exhibitionisme) maka akan masuk
sebagai “perbuatan melanggar kesusilaan™"" Dalam hal ini
"huhungan seksual” ridak dimaknai ﬁebaga[ hubungan kelamin saja.
Dikarenakan guna “memuaskan nafsu birahi” bisa terjadi juga
dengan sa]ing meraba, sa]ing berciuman, dan lain-lain.

Selanjutnya terkait dengan “objek pornografi”, maka pasal
ini bisa diartikan “wulisan yang isinya menceritakan tentang
hubungan seksual”. Bisa dalam bentuk gambar, semisal lukisan
perempuan telanjang, atau dalam bentuk benda, semisal patung
yang bentuk alat kelaminnya terlihat jelas.

Pengaturan dalam pasal ini ditujukan untuk memberikan
perlindnngan pada mas}farakat dari herbagai hal yang bersifar
“asusila”, Oleh karenanya terdapat “unsur di muka umum”. Simons
dan Van Hattum menjelaskan bahwa telah dipandang memenubhi
unsur “di depan umum” tidak perlu harus dilakukan di tempat
umum, akan tetapi cukuplah bila perbuaran tersebur bisa dilihat
secara umum dari suatu tempat yang umum."™

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 283 KUHP, yang isinya
berbun}ri:

(1) Diancam drmgdn pz'affzﬂd penjara maksimal sembilan bulan atau
pidana denda maksimal sembilan ribu rupiah, barang siapa
menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara
waktw, menyerahkan atau memperlibatkan tulisan, gambaran
atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk
mencegah ataw menggugurkan kebamilan kepada seorang yang
belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga

5TPALF. Lamintang, Dielibeelelite Kbnicus: Kejﬂﬁd&m Melanagar Norma Kesusilaan
dan Norma Kepatutan, (|akarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 12.
V¥ fhid, hlm. 16;
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balwa umurnyd belum mjnfr belas  tabun, jf{’.sz isi tulisan,
gambaran, benda atan alat ity telah diketabuinya.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan
isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum
detvdsa 5f&£gaimmf dimakbsud dalam ayat yang lalu, jfke:z ist tadi
telah diketabuinya.

(3) Diancam dengan pidana penjara maksimal empat bulan atau
pidana kurungan maksimal tiga bulan atau pidana denda
maksimal sembilan rvibu rupiah, barang siapa menawarkan,
memberikan untuk terus maupun untuk sementara wakeu,
menyerahkan ataw memperlihatkan, tulisan, gambaran atau
benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah
atau  menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum
dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada
alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran
atau benda yang mﬂfﬂnggﬂr kesusilaan atau alat itu adalab alar
untuk mencegah ataw menggugurkan hamil.

Pengaturan tindak pidana pornografi dalam Pasal 283
mempunyai beberapa perhedaan dan persamaan jika dibandingkan
dengan Pasal 282. Di antara perbedaannya adalah terletak pada
bentuk perbuatannya, semisal membacakan, dan obyeknya, semisal
tidak hanya tulisan, gambar atau benda saja, namun ditambahkan
dengan alat yang berfungsi “mencegah arau menggugurkan
kehamilan”. Pada dua obyek rambahan tersebur ridak disebutkan
“sifar me|angg2r kesusilaan”, akan retapi deng:m adan}*:l larangan
“menunjukkann}ra pada orang yang belum dewasa”, sehingga “sifat
m{:langgar kﬁsusjlﬂﬂﬂ” secara tersirat to:la.h mc]ckﬂt P'Eld.il
keduanya.”™ Selain Pasal 283 di atas, dirumuskan pula Pasal 283 bis

yang isinya berbunyi:

" Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesusilaan, (Jakarta: Rajagrafindo
Persada, 20005), him. 38,
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“Jika yang bersalah melakukan salah satu kejabatan tersebut dalam
Pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencabariannya dan ketika itu
belwum fdm_p;:m dua tahun ::fszé :zcz’smyn pem idanaan yang mmjddz' tetap
karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut baknya untuk
menjalankan pencaharian tersebut”.

Pasal 283 bis ini bukan merupakan tindak pidana pornografi
yang mandiri, akan rtetapi berhubungan dengan dua Pasal
sebelumnya, yakni Pasal 282 serra Pasal 283 yang dilakukan sebagai
“pencaharian” dan “terjadi pengulangan”. Pendeknya pelaku tindak
pidana pnrnngraﬁ tidak hanya dipidann dikarenakan kej;lhararl yang
telah dil:}kukann}'a sajd, akan tetapi |:u:'|aku akan dicabut juga
“haknya” dalam menjalankan pencaharian tersebut.

KUHP tidak hanya mengatur tindak pidana pornografi
dalam bentuk kejaharan saja, namun juga mengatur dalam bentuk
pelanggaran. Yaitu dalam Buku III Bab VI tenrang Pelanggaran
Kesusilaan, tepatnya Pasal 532 dan Pasal 533.

Dalam Pasal 532 disebutkan:

“Diancam dengan pidana kurungan paling tiga hari atau denda

maksimal lima belas rupiah:

(1) E'.czmng siapa di muka wmum me’n_]wn_yz'kan frzgu-ﬂigu yang
melanggar kesusilaan;

(2) barang siapa di muka wmum mengadakan pidato yang melanggar
kesusilaan;

(3) barang siapa di tempat yang terlibat dari jalan wmum
mengadakan tulisan atan gambaran yang melanggar kesusilaan;

Terdapat tig;l hentuk pel;lnggamn terhadap kesusilaam
sebagaimana Pasal 532 di atas, yaitu:

1. Perbuaran menyanyikan, di mana sifat melanggar kesusilaannya
terletak pad:l “syair atau irama” dan “isi atau kara-kara” yang

terdapat dalam lagu rersebur.
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Pidato, di mana rdaklah semua isinya harus mehnggar
kesusilaan, namun termasuk juga pidato yang mempergunakan
joke-joke (plesetan) yang bersifat porno atau cabul. Yang
dimaksudkan “pidato” dalam pasal ini tidak harus bersifat
ﬁ'}[’]’]—l:‘l_lT scmisal “EECEII'a PE[ESITliaﬂ“ atau “l{ampan}fﬁh, namaun
juga yang bersifat non-formal, semisal penjual obat yang
menawarl«:a.n nl‘:atn}m di P.ﬂsﬂf dengan menggunﬂkan pcl’lcat:l;m
atau kalimar yang “melanggar kesusilaan™.'®

Perbuatan mengadakan, di mana tidak dengan menulis atau
menggambar di suatu tempat saja, akan tetapi termasuk juga
mengambil gambar atau tulisan di tempat lain selanjutnya
memasangnya di tempat tertentu.

Sedangkan Pasal 533 yang mengatur pelanggaran kesusilaan

me n‘yatakan:

“Diancam a'engan pz':ﬂzmz .{’umngcm maksimal dua bulan atau ps'affzmz

denda maksimal tiga ribu rupiah:

1)

2)

3)

barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas wmum dengan
terangterangan  mempertunjukan atay  menempelkan  tulisan
dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun gambar
atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para
remaja

barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas  wmum  dengan
terangterangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu
membangkitkan nafsu birahi para remaja;

barangsiapa  dengan  terang-terangan ataw tanpa diminta
mengwarkan suami tulisan, gesz;:zr arau iwmrzg yang afzzpar
merangsang nafiu birahi para remaja maupun secara terang-
terangan atau dmgdn mzn_}ridn&'mn tulisan tanpa diminta,
menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan ataw gambar yang dapat

membangkitkan nafsu birahi para remaja;

0 fhid, hlm. 44-45.
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4) fmmngrfdpd menawarkan, memberikan untuk terus ataw wuntuk
sementara wakty, menyerabkan atanw memperlibatban gambar
ataw benda yang demikian, ‘E.cm'}r seorang yang belum dewasa dan
dibawah wmur tujub belas tahun;

5) 5ﬂrzmgmszz memperdmgﬁrkﬁn isi tulisan yang demikian dimuka
seorang yang belum dewasa dan di bawah wmur tujubbelas tabun.

Pada dﬂsarn}'a Pasal 533 ini unsur-unsur perbuatann}fa
mempunyai perbedaan dan persamaan dengan Pasal 282 dan Pasal
283. Perbedaannya adalah terletak pada “unsur yang mampu
membangkitkan nafsu birahi para remaja”.

Yang perlu diperhatikan bahwa “unsur yang mampu
membangkitkan nafsu birahi para remaja” ini tidaklah ditemukan
ukuran yang bersifat uhjektif, sehingga p«ena&imnn}ra diserahkan
pada hakim sepenuhnya."” Sedangkan “unsur tempat terjadinya
pelanggaranﬂ, yaitu di rempat lalu lintas umum, tidaklah harus “di
jalan umum kendaraan”, namun bisa juga di tempat-tempat yang
dilalui oleh pejalan kaki, semisal trotoar, gang-gang, terminal atau
stasiun.

Tulisan, gambar atau barang serta perbuatan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal-pasal yang terkait pornografi di atas, akan
menjadi hilang “sifat melanggar kesusilaan”, jika kondisi dan
perbuatan tersebur terjadi dalam konteks olahraga, kesenian atau
ilmu pengerahuan.'™ Ini semisal guru biologi yang sedang
membahas alat-alat reproduksi. Meskipun begitu, perlulah diatur

dengan jelas terkait bidang olahraga, kesenian atau budaya.

Ancaman Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam
KUHP

P AF. Lamintang, Delibe-delik Khssus, hlm, 391,
"2 Wirjono Prodjodikero, Tindek-tindak Pidana Tertentw, (Bandung: Refika
Aditama, 2014), hlm. 120,
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Ancaman pidana hagi pelaku tindak pidana dalam KUHP

ada tiga macam, yairu:

1. Pidana penjara, dengan perincian sebagai berikut:

d.

Penjara maksimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,

sebagaimana ketentuan dalam pasal 282 ayar (1).

. Penjara maksimal 9 (sembilan) bulan, sebagaimana

ketentuan dalam Pasal 282 ayar (2).
Penjara maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan,

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 282 ayar (3).

. Penjara maksimal 9 (sembilan) bulan, sebagaimana

ketentuan dalam Pasal 283 ayat (1) dan ayart (2).
Penjara maksimal 4 (empat) bulan, sebagaimana ketentuan

dalam Pasal 283 ayat (3).

2. Pidana kumngan, dengan perincian sebagai berikut:

a.

Kurungan maksimal 3 (tiga) bulan, sebagaiamana kerentuan
dalam Pasal 283 ayat (3).

. Kurungan maksimal 3 (tiga) hari, sebagaiamana ketentuan

dalam Pasal 532 KUHP,
Kurungan maksimal 2 (dua) bulan, sebagaiamana ketentuan

dalam Pasal 533 KUHP.

3. Pidana denda, dengan perincian sehagai berikur:

d.

Denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah,

sebagaiamana ketentuan dalam Pasal 282 ayar (1).

. Denda  maksimal cmpat ribu  lima ratus rupinh,

sebagaiamana ketentuan dalam Pasal 282 ayar (2).

Denda maksimal twjuh  puluh  lima ribu  rupiah,
sebagaiamana ketentuan dalam Pasal 282 ayar (3).

Denda maksimal sembilan ribu rupiah, sehagaiamann
ketentuan dalam Pasal 283 ayart (1) dan (2).

Denda maksimal sembilan ribu rupiah, sebagaiamana
ketentuan dalam Pasal 283 ayat (3).
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f. Denda maksimal lima belas rupiah, Sehagaiamana ketentuan
dalam Pasal 532.

g. Denda maksimal riga ribu rupiah, sebagaiamana ketentuan
dalam Pasal 533.

Pencaburan hak-hak tertentu, yaitu berupa “dicaburt hakn}"a

untuk menjalankan pencaharian rersebut”, sebagaimana dalam

Pasal 283 bis KUHP.

Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam
KUHP

Sebagaimana disebutkan dalam pemaparan sebelumnya,

bahwa pidana denda merupakan salah satu dari empat jenis pidana

yang diancamkan dalam tindak pidana pornografi di KUHP. Dari

pemaparan tersebur, dalam kaitannya dengan pidana denda, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1.

Sistem perumusan ancaman pidana denda adalah sistem
perumusan maksimal, sehingga tidak bisa digunakan lebih dari
}fang ['E'FCI.EPE[ da]am PZI.SZI.].—P:I.SEI.

Pidana denda menjadi pidana yang maksimal diancamkan
dalam rindak pidana pornografi di dalam KUHP,
dibandingkan dengan pidana penjara dan pidana denda. Unruk
lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Ancaman Pidana pada Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP
Jenis Pidana Jumlah |Pasal-pasal
Pidana penjara |6 Pasal 282 ayar (1), Pasal 282 ayar (2),

Pasal 282 ayat (3), Pasal 283 ayat (1) dan
(2), dan Pasal 283 ayar (3) KUHP.

Pidana kurungan|3 Pasal 283 ayat (3), Pasal 532 dan Pasal

533 KUHP
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Pidana denda 8 Pasal 282 ayar (1), Pasal 282 ayat (2),
Pasal 282 ayat (3), Pasal 283 ayar (1), (2)
dan (3), Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP
Pencabutan hak-|1 Pasal 283 bis KUHP.

hak tertentu

3. Jenis pidana denda yang diancamkan adalah bermacam-
macam, sesual dengan berat dan ringan dari tindak pidana yang
diancamkan. Lebih jelasnya bisa dilihar dalam rabel di bawah
ini:

Tabel 2
Jenis Pidana Denda
dalam Tindak Pidana Pornografi pada KUHP

No [Denda Maksimal Jumlah Pasal
Pasal/Ayat
1 |Empat ribu lima ratus|2 ayat Pasal 282 ayat (1) dan
rupiah (2) KUHP
2 |Tujuh puluh lima ribu|Satuayat |Pasal 282 ayar (3)
rupiah KUHP

3 |Sembilan ribu rupiah Tigaayat  |Pasal 283 ayat (1), (2)
dan (3) KUHP

4 |Lima belas rupiah Satu pasal Pasal 532 KUHP
5 Tiga ribu rupiah Satu pas:il Pasal 533 KUHP

4. Pidana denda ridak diancamkan secara mandiri dalam setiap
rindak pidana pornografi. Namun, sebagai alternarif dari
pidana lain, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan.

Lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Jenis Ancaman Pidana Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP
Pasal Penjara Kurungan Denda Pencaburan

Hak
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282 maksimal  sartu paling  ringgi
ayat (1) |rahun enam empat ribu lima
bulan ratus rupiah.

Pasal |maksimal maksimal empat

282 sembilan bulan ribu lima ratus

ayat (2) rupiah

Pasal maksimal  dua maksimal ru}uh

282 tahun  delapan puluh lima ribu

ayat (3) |bulan rupiah

Pasal |maksimal maksimal

283 sembilan bulan sembilan  ribu

ayat (1) rupiah

dan (2)

Pasal maksimal empat maksimal |maksimal

283 bulan tiga bulan |sembilan  ribu

ayat (3) rupiah

283 bis menjﬂlanknn
pencaharian
ECI'SEIJLH'

Pasal paling tiga|maksimal lima

532 hari belas rupiah

Pasal maksimal |maksimal tiga

533 dua bulan |ribu rupiah

Pengaturan dalam Undang-undang anograﬁ

Sejarah Lahirnya Undanghuudang Pornografi

Trend giohaiisasi dan ktmaju;m ilmu pfngetahuan dan

teknologi yang begitu pesat, terutama dalam bidang teknologi

informasi dan komunikasi, telah memberikan dump:llc yang lauar

biasa. Antara lain meningkarnya perbuatan, penyebarluasan dan

penggunaan pornografi, yang tentunya hal ini berdampak negatif

terhadap “moral dan kepribadian luhur” yang dimiliki bangsa
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Tndnnesia. Ujung—iljungn}'a akﬂl] mEngallcam kﬁ"hidupﬂ.ﬂ dﬂﬂ
tatanan sosial masyarakat Indonesia.'®

Pendeknya pornografi menjadi salah satu problematika
dalam masyarakat yang harus dicegah, ditanggulangi dan diberantas.
Ini rak ]epas dari bahwa pnrnngmﬂ mempunyai &ampaic neg;ltif
yang relative sangat besar dalam masyamlcan terutama pada
perturnhul‘l;m dan perkembangzn PEI['B kQ.WLlIE lTlLlCIa. Pﬂrnug[‘aﬁ
merupakan ancaman serius dalam ratanan sosial masyarakat
Indonesia, khususnya rterkait dengan pembentukan nilai-nilai
moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur dari bangsa ini,'™

Dalam konteks inilah diperlukan aturan perundang-
undangan yang berfungsi mencegah dan memberantas pronografi.
Peraturan perundang-undangan ini ditujukan sebagai solusi dari
berbagai pmnblem yang lahir akibar dari perkemhang;m pnrnngmﬁ
yang sudah bisa dikendalikan. Dan ternyara kebutuhan ini dijawab
dengan disahkannya oleh DPR-RI Undang-undang Nomor 44
Tahun 2008 tentang Pornografi pada tanggal 30 Oktober 2008.'”

Kelahiran ~undang-undang ini telah memunculkan

perdebatan, sebelum undang-undang ini lahir. Ketika Rancangan

Undang-undang Pornografi akan dibahas di DPR-RI sejak tahun

2003 telah muncul dua kelompok yang saling bertentangan,'*
Pro-kontra ini lahir dikarenakan perdebatan yang bermuara

pada dua hal Pertama tentang “apakah perlu pornografi

dikriminalisasikan?” kedua tentang “apalcah memang sangat urgen

'? Suratman dan Andri Winjaya Laksana, “Analisis Yuridis Penyidikan Tindak
Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era
Digitalisasi”, furnal Pembaharnan Hukum, Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2014, him.
172.

"% Mufti Khakim, "Undang-undang Pornografi dalam Tinjavan Politik Hukum
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schingga perlu ada undang-undang khusus rtersendiri yang
membahas dan mengatur pornografi? Bukankah sudah cukup diatur
dalam KUHP. Bahkan sudah ada beberapa peraturan yang juga
mengatur ~pornografi”, dan itu sudah cukup dalam mengakomodasi
“pengaturan pornografi”.'®’

Kelompok pro menekankan perlunya pembentukan
undang—-undang l{husus Fﬂ[ﬂﬁgfaﬁ dengan pertimbﬂngan sem;ll(in
meingkatnya kasus pornografi yang terjadi, terurama pada era
globalisasi ini, di mana memberikan dampak negatf kepada
masyarakat khususnya dengan melihat modus operandinya.
Sebelumnya pornografi tidak dilakukan secara terang-terangan,
namun sekarang pornografi sudah ditunjukkan secara rerang-
terangan dengan menggunkan media internet yang bersifat
pub]ik,”‘ﬂ

Sﬂdﬂﬂgkﬂﬂ Pfﬂl:l.apﬂt kﬂﬂtrﬂ lT.I.El'ILlEI'Ll].'l bah“’a PE‘I'I'IIJE['IE]:{U.ED
Undang-undang Pornografi merupakan bentuk “campur tangan”
pemerintah terhadap hak-hak pribadi dan individu seseorang yang
secharusnya memperoleh perlindungan hak asasi manusia.'”

Sikap menolak yang dilakkan oleh beberapa elemen
masyarakat terhadap pengesahan dan pemberlakuan Undang-
undang Pornngmﬁ ini, menurur Suratrman dan Andri Winjaya
Laksana, ridak lebih merupakan sikap ikut-ikuran dari yang mereka
lihat di lapangan. Menurutnya terdapat tiga pihak yang
m{:mbcrikan I'CSPCI['I tcrhadap Pﬂg‘tsﬂ.hﬂﬂ dﬂ.ﬂ pcml::-::rlakuan
undang-undang ini. Kelompok pertama adalah mercka yang
menolak secara total terhadap pengesahan undang-undang ini,
sehingga meminta DPR untuk membaralkannya. Kelompok kedua

adahh lTlEl'EICEl '_‘,FElIlg mengajukan ["E'I-’i.‘ii pﬁdﬂ bEbEI‘ﬂpE{ PZ{SEll }fang

T Mufri Khakim, Undang-undang Pornagrafi, him, 43,
"% Hwian Christianto, Kejabatan Kesusilaan, hlm. 43,
19 B, hlm. 44,
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diatur oleh undang—undang ini. Ke]nmpnk ketiga adalah mereka
yang secara keseluruahn dan roral mendukung pemberlakuan
undang-undang ini.'"

Sahid HM menjelaskan kronologi dari kelompok pro dan
kontra. Dia memulai dengan menjelaskan kelompﬂk kontra yang
diawali dengan inisiasi dari Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid
pada tanggal 22 April 2006 yang mengkoordinasikan “Pawai
Bhineka Tunggal lka” dengan rujuan menolak pengesahan RUU-
APP ini.”" Selanjutnya pada tanggal 23 September 2008 di
Bandung elemen masyarakat yang bernama Koalisi Organisasi Non-
Pemerintah Jawa Barat menolak pengesahan RUU Pﬂrtmgraﬁ_.
dengan menyatakan bahwa RUU-Pornograli merupakan upaya
menyeragamkan kultur dan pluralitas bangsa Indonesia. Ellin
Rozana, Direktur Insticur Perempuan menyatakan bahwa definisi
pornografi dalam RUU tersebut hanya menimbulkan ambiguitas
pemahaman saja. Karena pronografi hanya didefinisikan sebagai
“materi seksualitas” melalui gambar, sketsa, ilustrasi, foro, rulisan,
suara, gambar, kartun, syair, percakapan, atau media komunikasi
lain yang bisa membangkitkan “hasrat seksual™.'™

Gelombang penolakan dari RUU Pornografi ini juga
diwujudkan dengan digelarnya “Uji Publik Kelayakan RUU-
Pnrnngmﬁ” pad:l Kamis, 25 SEptember 2008 di Jakarta Media
Center. Hadir dalam gelaran terseburt berbagai kalangan, mulai dari
ahli hukum, anggota DPR, dan hcrhagai LSM, semisal LSM
Perempuan, LSM Kontras, LSM Transgender, dan LSM
Perlindungan Anak. Juga hadir Nia Dinata, seorang sutradara
perempu&n. Hampir semua pE—'SEl’tﬂ. }-’ang i‘ladir d:l]:lm gelaran

tersebut dengan tegas menolak pt:ngesahan RUU—Pnrnngmﬂ. Baik

70 Surarman dan Andri Winjaya Laksana, Awalisis Yuridic Penyiditan, hlm. 171.
V1 Sahid HM, Porssgrafi dalam Kajian Figh, hlm. 44,

72 fhid , hlm. 50,
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Pﬂ[ﬂ Panelis nuu[}un s¢mua P‘ES’ET’IEL Sedangkan Elﬂggﬂtﬂ Pﬂﬂﬂllﬂ
DPR RI dari PAN, hanya bisa selalu bersikap netral mulai awal
gelaran uji publik rersebut.’™

Di pihak lain terdapat FUI (Forum Umat Islam) yang
dengan tegas mendukung keberadaan dari RUU-Pornografi ini.
FUI merupakan aliansi organisasi-organisai Islam, semisal KISDI,
DDII, ICMI, FBR, PBR, PPP, PKS, dan organisasi-organisasi Islam
lain.

Selanjutnya pada Selasa, 23 September 2008, Forum
Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Kalimantan
Barat (Kalbar), yang merupakan gabungan dari para mahasiswa,
melakukan unjuk rasa di Tugu Degulis Universitas Tanjungpura.
Mereka mendukung dengan tegas pengesahan RUU-Pornografi.
Menurut  mereka bawha RUU-Pornografi tdak memiliki
kepentingan terhadap “agama” ataupun “golongan” tertentu. RUU
ini adalah langkah awal guna membentuk “moralitas bangsa
Indonesia” untuk menjadi lebih baik.'™

Dari kalangan seniman terdapat 'I‘auﬁq Ismail, penyair
kondang, yang didukung oleh banyak artis yang tergabung dalam
ASA (Aliansi Selamatkan Anak Bangsa) Indonesia yang secara
serempak mendukung penegsahan RUU-Pornografi. Di anrara
mereka rerdapar Wirianingsih, Titi Qadarsih, Rahma Safitri dan
Anne Ruaedah. Juga ada artis-artis pimpinan Rhoma Irama yang
tegabung dalam PAMMI (Persatuan Artis Musik Melayu
Indonesia). Juga, Inneke Koesherawati yang bertekad mengawal
keberadaan, pembuaran hingga pengesahan RUU-Pornograﬁ ini.

Dia  menyatakan bahwa RUU  ini  haruslah kita

leawral. Yang bicara ini bukanlah mulut, namun hati nurani. saya

17 fhiel, hlm. 51.
174 Ihid., hlm. 47.
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akan mengawal RUU Pornografi hingga disahkan demi moral
bangsa ini.'™

Akhirnya pada Minggu, 21 Mei 2006 dalam kondisi konflik
seperti itu, Kiai Ma'ruf Amin, yang saat itu menjadi Rais Syutiah
PBNU sekaligus Kerua Komisi Farwa MUI yang juga menjadi
Kerua Tim Pengawal RUU APP, juga melakukan aksi demonstrasi.
Tujuannya mendesak DPR-RI untuk dengan segera mensahkan
RUU-Pornografi tersenut. Aksi demonstrasi ini tidak hanya
didukung oleh Ormas-ormas Islam dari kelompok Islamis-
konservatif, namun juga oleh ormas Islam moderat, yaitu NU dan
Muhammadiyah. Bahkan turut hadir dalam aksi demontrasi
tersebut Kiai Hasyim Muzadi dan Din Syamsuddin.'™

Akhirnya dengan mempertimbangkan beberapa hal,
Pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-undang Nomor
44 Tahun 2008 Tentang Tindak Pidana Pornografi tersebut dengan
beberapa pengecualian, berupa pornografi yang dilakukan dalam hal
kesenian, kebudayaan dan cradisi.'”

Memang ketika DPR-RI mengesahkan Undang-undang
Pornografi ini ada anggapan bahwa DPR-RI telah melakukan
langkah mundur. Mengingat pandangan dan nilai yang ada dalam
masy:lraicar sangatlah beragam dﬂlam meni':li SESL1ATLL, }farlg dal:lm
konteks ini terkait pnrnngraﬁ.

Terkait dengan hal ini Hwian Christianto menyatakan
bﬂh\\’a pada dasarn}-’a ini ﬂdﬂlﬂh a.nggapan }'ﬂ.ﬂg kurang tcpﬂ.t. Hal
ini mengingat bahwa bangsa Indonesia sudah mempunyai “standar
nilai yang mulia” yang tunggal, nilai Pancasila. Memang bangsa
Indonesia ini terdiri dari l‘lebempa macam suku bangsa yang

hcrbeda—beda, SEhiﬂggﬂ I'El'ltl_ll'l}fa mempun}rai buda}'a }fang !’JEi'hf_’d:_l—

175 Ibid., hlm, 48,
0 bl , hlm, 45.
7 Surarman dan Andri Winjaya Laksana, Awalisis Yuridis Penyidiban, hlm. 171,
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beda juga. Sesungguhn}ra perhcdaﬂn—perbeda:m ini merupakan
refleksi terhadap suatu prinsip yang sama pada penghargaan nilai
“Ke-Tuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan”.
Oleh karena itu tidak ada “alasan™ bagi suatu kelompok masyarakat
pun untuk tidak menerima “nilai-nilai Pancasila”. Perbedaan yang
terlihat tersebut pada dasarnya merupakan wujud “ekspresi diri
masyarakar“ terhadap kelima nilai tersebur, bukan berart
“meniadakan nilai-nilai tersebut”. Perbedaan tersebut hanya
merupakan perbedaan dalam “tataran aplikasi” yang bukan berarti
mengurangi makna asli dari Pancasila."™

Mufti Khakim menambahkan bahwa kehadiran Undang-
undang Pornografi pada dasarnya terkait keinginan memberikan
perlindungan pada kepentingan hukum yang berhubungan dengan
rasa kesusilaan, baik yang bersifar prihadi maupun bersifat umum
atau yang ada dalam masyarakat. Di dalam masyarakar telah
terdapat “nilai-nilai kesusilaan™ yang mereka milik dan mereka
junjung tinggi-tinggi dan oleh karenanya wajib dipatuhi. Di sisi lain
nilai-nilai yang hidup dalam diri setiap individu dan masyarakar
merupakan cerminan  “sifac dan karakter” dari lingkungan
masyarakat tersebur, bahkan cerminan dari suatu bangsa. Sehingga
“patokan dan kaidah” terkait “patut dan tidak patut” dari suatu
perhuatan, juga dianggap “menyerang atau tidak rerhadﬂp
kepentingan hukum” rterkait dengan rasa kesusilaan maka ridak
hanya bersifat individual saja, namun juga ada nilai-nilai
universalnya. Dengan demikian, kehadiran nilai kesusilaan adalah
didsarkan pada nilai agama, budaya, adar istiadat dan norma-norma
ﬁainnya, dimana kesemun}rz bermuara pada hal-hal yang diyakini
oleh mas}rarakat. Selain iru “keterusikan nilai kesusilaan” akan

LIS )

berakibar pada terganggunya “rasa ketentraman batin”.

" Hwian Christianto, Kejabatan Kesusilaan, hlm. 42,
Y Mufti Khakim, Undang-wundang Pornograf, hlm. 42,
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Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang Pornografi

Ketentuan yang terkait dengan pornografi dalam Undang-
undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara derail diatur
dalam Pasal 1 sampai Pasal 13.

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 terkait batasan pornografi,
yaitu: “pornograﬁ adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foro, rulisan,
suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak
tubuh, atau bentuk pesan lainn}!; melalui herbagai bentuk media
komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat
kecabulan arau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan
dalam masyarakat.”

Dari berbagai pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa
pornografi mengandung beberapa unsur-unsur berikur ini:'

1. Bentuk dari pornografi dapat berupa: (1) gambar, (2) sketsa, (3)
ilustrasi, (4) foro, (5) rulisan, (6) suara, (7) bunyi, (8) gambar
bergerak, (9) animasi, (10) kartun, (11) percakapan, (12) gerak
tubuh, arau (13) bentuk pesan lainn}r;i

2. Melalui media atau sarana:

a. Komunikasi, berupa (1) telepon, (2) handphone, (3) e-mail,
dan (4) alat komunikasi lain-lain yang bersifat dan
mempunyai fungsi komunikasi;

b. Pertunjukan di muka umum, dengan melalui media: (1)
televisi, (2) radio, (3) internet, (4) film, (5) koran, (6)
majalah, (7) spanduk, (8) pamflet, dan media lain yang
bersifat dan berfungsi sebagai pertunjukkan dan dapat
dinikmati oleh siapa pun

3. Mengandung isi kecabulan atau eksploitasi seksual.

Cabul di sini diartikan sebagai hal-hal yang tidak

menimbulkan "'rangsangan birahi dua arah”, namun hﬂn}fﬂ

" Rocky Marbun, Amalisis tevhadap Undang-undang Nomor 44 Tabun 2008,
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menimbulkan “rangsangan birahi satu arah” saja. Yairu
rangsangan birahi pada diri pelaku saja.
4. Norma yang dilangar adalah norma kesusilaan dalam

masyarakat''

Ancaman Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam
Undang-undang Pornografi

Ancaman pidana pada tindak pidana pornografi dalam
Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terdapat
dalam Bab VII Ketentuan Pidana mulai pasal 29 sampai pasal 41.

Di dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan terdapat tiga jenis

pidana yang diancamkan pada tindak pidana pornografi, yaitu:
1. Pidana penjara
2. Pidana denda
3. Pidana tambahan.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pa-::la rabel di bawah ini:

Tabel 4
Jenis-jenis pidana dalam Undang-undang Pornografi

Pasal |Penjara Denda Lain-lain

Pasal |Minimal 6 bulan |minimal dua ratus lima
29 dan maksimal 12 |juta rupiah dan

tahun maksimal enam miliar
rupiah

Pasal |minimal 6 bulan |minimal dua ratus lima
30 dan maksimal & puluh juta rupiah dan

tahun maksimal tiga miliar
Iupiah

Pasal |maksimal 4 maksimal dua miliar
31 tahun rupiah

Pasal |maksimal 4 maksimal dua miliar
32 tahun rupiah

T Thid.
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Pasal |[minimal 2 tahun | minimal satu miliar
33 dan maksimal 15 rupiah dan maksimal
tahun tujuh miliar lima ratus
juta rupiah
Pasal |maksimal 10 maksimal lima miliar
34 tahun rupiah
Pasal |minimal 1 tahun |minimal lima ratus
35 dan maksimal 12 |juta rupiah dan
tahun maksimal enam miliar
rupiah
Pasal |maksimal 10 maksimal lima miliar
36 tahun rupiah
Pasal |ditambah 1/3 ditambah 1/3 dari
37 dari maksimum |maksimum ancaman
ancaman pidananya
pidananya.
Pasal |minimal 6 bulan |minimal dua ratus lima
38 dan maksimal 6 |puluh juta rupiah dan
tahun maksimal tiga miliar
rupiah
Pasal ketentuan maksimum
40 pidana dikalikan 3
ayat
(7)
Pasal pembekuan
41 izin usaha:
pencabutan
1zin usaha:
perampasan

keka}!aan hasil
tindak pidana;

Cl.ﬂl'.l
pencabutan
sratus b d d a0
hukum.
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Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam
Undang-undang Pornagrafi
Sebagaimana disebutkan dalam pemaparan sebelumnya,
bahwa pidana denda merupakan salah saru dari tiga jenis pidana
vang diancamkan dalam tindak pidana pornografi pada Undang-
udang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornograti. Dari pemaparan
tersebut, dalam kaitannya dengan pidana denda, dapat disimpulkan
sebagai berikur:
1. Pidana denda dirumuskan dengan dua macam. Yairu; (1)
dengan menyebutkan jumlah minimal dan maksimal, dan (2)
hanya menyebutkan jumlah maksimalnya saja. Lebih detailnya

bisa dilihar dalam rabel sebagai berikut:

Tabel 5
Perumusan Pidana Denda dalam Undang-undang Pornografi
Pasal Cara Jumlah Denda
Merumuskan
Pasal 29  |Baras minimal  |minimal dua ratus lima juta rupiah
dan maksimal dan maksimal enam miliar rupiah

Pasal 30  |Baras minimal  |minimal dua ratus lima puluh jura
dan maksimal rupiah dan maksimal tiga miliar
rupiah

Pasal 31 |Baras maksimal |maksimal dua miliar rupiah

Pasal 32 |Batas maksimal |maksimal dua miliar rupiah

Pasal 33 Baras minimal minimal satu miliar 1'upia|1 dan
dan maksimal  |maksimal tujuh miliar lima ratus
juta rupiah

Pasal 34 Baras maksimal |maksimal lima miliar rupiah

Pasal 35 |Batas minimal  |minimal lima ratus juta rupiah dan
dan maksimal maksimal enam miliar rupiah

Pasal 36 |Baras maksimal |maksimal lima miliar rupiah
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Pasal 38

Baras minimal

dan maksimal

minimal dua ratus lima puluh jura
rupiah dan maksimal tiga miliar

rupiah

2. Pidana denda menjadi pidana yang maksimal diancamkan,

dibandingkan dengan pidana penjara dan pidana tambahan.

Lebih jelasnya bisa dilihat dalam tebal sebagai berikur:
Tabel 6
Jumlah Jenis Pidana dalam Undang-undang Pornografi

Jenis Pidana

Jumlah

Pasal-pasal

Pidana penjara

10

Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal
32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35,
Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38.

Pidana denda

11

Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal
32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35,
Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan
Pasal 40 ayat (7)

Pidana rambahan:
1) pembekuan izin
usaha; 2)
pencahutan izin
usaha; 3)
per:lmpaﬁ:ln
kekayaan hasil
tindak pidana; dan
4) pencabutan
status badan hukum

Pasal 41

3. Jenis pidana denda yang diancamkan adalah bermacam-

macam, sesuai dengan berat dan ringan dari tindak pidana yang

diancamkan. Lebih jelasn}f:l bisa dilihar dalam tabel sfebagai

berikur:

Tabel 7
Nominal Pidana Denda dalam Undang-undang Pornografi
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Pasal Tindak Pidana Denda Denda
Minimal Maksimal
Pasal  [Memproduksi, Minimal dua |Maksimal
29 membuat, ratus lima juta |enam miliar
memperbanyak, rupiah rupiah
mcnggandakan,
men},?eharlua:il{an,
menyiarkan,
mengimpor,
mengekspor,
menaw:lrkan,

memperjualbelikan,
men}rm I{Elﬂ., arau
menyediakan pornografi

Pasal  |Menyediakan jasa Minimal dua  |Maksimal tiga
30 pornografi ratus lima miliar rupiah
puluh juta
rupiah
Pasal |Meminjamkan atau Maksimal dua
31 mengunduh pornografi miliar rupiah
Pasal  [Memperdengarkan, Maksimal dua
32 mempermntnnkan, miliar rupiah
memanfaatkan,
memiliki, atau
menyimpan produk
pornografi
Pasal [Mendanai atau Minimal satu  |Maksimal
33 memfasilitasi miliar rupiah  |tujuh miliar
lima ratus juta
rupiah
Pasal  |Menjadi objek atau Maksimal lima
34 model yang miliar rupiah

mengandung muatan
pﬂ' rnﬂg[ﬂﬂ
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Pasal  [Menjadikan orang lain  [Minimal lima |[Maksimal
35 sebagai objek arau ratus juta enam miliar
model yang rupiah rupiah
mengandung muatan
pornografi
Pasal Mr:mpcrmnmnkan diri Maksimal lima
36 atau orang lain dalam miliar rupiah
pertunjukan atau di
muk:l LI yang
menggambarkan
ketelanjangan,
eksploitasi seksual,
persenggﬂmaan, atau
yang bermuatan
PDfﬂﬂgfaﬂ.
Pasal  [Melibatkan anak ditambah 1/3
37 dari
maksimum
Ancaman
Pasal  |Mengajak, membujuk, |[Minimal dua |Maksimal tiga
38 memanfaatkan, ratus lima miliar rupiah
membiarkan, puluh jura
menyalahgunakan rupiah
kekuasaan, atau
memaksa anak dalam
menggunakan produk
atau jasa pornografi
Pasal  |Pelakunya korporasi, ketentuan
40 pidana penjara dan maksimum
denda bagi pidana
pengurusnya, juga dikalikan tiga
pidana denda terhadap dari pidana
korporasi dengan denda

ketentuan maksimum

pidana dikalikan 3 kali
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4.  Dalam merumuskan pidana denda bersama pidana lain ada dua
macam. Pertama, dirumuskan bersama pidana penjara dengan
kata “dan/atau”, sehingga dalam penjatuhannya bisa komulatif
bersama pidana penjara, atau pi|ihan antara pidana denda dan
pidana penjara, yaitu dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal
32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal
38. Kedua, dirumuskan secara mandiri, yaitu dalam pasal 40
ayat (7). Lebih jelasnya bisa dilihat dalam Tabel 4: Jenis-jenis
pidana dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi dan Tabel 5: Permusan Pidana Denda dalam
Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tenteng F‘ornograﬁ, serta
Tabel 7: Nominal Pidana Denda dalam Undang-undang No.
44 Tahun 2008 tenteng Pornografi

Pengaturan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi
Elektronik
Sejarah Lahirnya Undang-undang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Pornografi menjadi problem tersendiri bagi bangsa
Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Ini terlihat bahwa
pornografi pekembangannya tidak hanya terjadi pada kehidupan
SDSiEll di masy;u‘:ﬂc;lt, ﬂ!{ﬂn ['EEEIP‘I Sudﬂh secara 1[135 Pﬂl'nﬂgl'ﬂﬂ [eiﬂh
menyebar dalam dunia maya, dan hal tersebut dianggap sebaai
“suatu kewajaran” oleh sebagian masyarakar.'"

Memang praktik kehidupan yang dijalani masyarakar telah
memberikan  pemahaman  baru apalagi dengan  semakin
berkembangnya reknologi informasi, pengaruh dan interaksi dengan
komunitas lintas Negara membawa dampak besar. Globalisasi

membawa dampak positif: dalam hal kemudahan yang ditawarkan

" Surarman dan Andri Winjaya Laksana, dnalisis Yuridis Penyidifan, hlm. 172,
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dalam menjalani kehidupan juga dampak negatif dengan terciptanya
modus operandi kejahatan baru. Masyarakat secara mandiri
memang bertanggung jawab aras kehidupannya sendiri namun retap
membutuhkan peran pemerintah untuk menjamin apa yang buruk
dan merugikan tidak terjadi pada dirinya.'

Sehingga tak salah jika dikatakan bahwa perkembangan
teknologi informasi yang sangat pesat yang diimbangi dengan
kemudahan mengaksfes internet, telah "membuka mara” untuk
menggali berbagai informasi tanpa adanya batas dan sekar.
Tentunya ini mempermudah “akses” menuju “era digitalisasi”.
Akan tetapi mudahnya memanfaatkan informasi ini ternyata juga
dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam
bentuk melakukan peyebarluasan pornografi dengan menggunakan
media inrerner.'"

Pada dasarnya, permasalah pornografi dalam konteks
Indonesia sudah terdapat aturan dan ketentuannya, yaitu Pasal 282
dan Pasal 283 KUHP, serta Undang-undang No. 8 Tahun 1992
tentang Perfilman. Hanya saja untuk “pornografi anak™ memang
belum mempunyai aturan yang jelas. Dua pasal dalam KUHP
tersebut hanyalah mengarur tindak pidana kesusilaan. Meskipun
begitu, dua pas,a| tersebur menja{:ﬁ andalan guna menjerat pelaku
pf}r‘nngraﬁ dengan lTI.E‘EI.iE interner, I.'Ja.lk ﬂy&ﬂpﬂ?’?ﬂ EI.tﬂL'lPLll'l C-}'é’ff‘
cﬁid’dpamagmphy. Terutama yang berbentuk gambar, atau benda
}'Eﬂg mcng&ndung unsur PDIanrﬂ.ﬂ (.I.ﬂﬂ discharluaﬁkan dcngan
media Internet.'™
Hanya saja sejalan dengan perkembangan teknologi dan

kemudahan—f{emudahan yang dipemlah El:ll&l'l'l mengahadikan

! Hwian Christianto, Kejahatan Kesusilaan, hlm. 42,

" Surarman dan Andri Winjaya Laksana, Aualisis Yuridis Penyidlikan, hlm. 172,
"5 Agus Raharjo, “Kajian Yuridis Terhadap Cyberporn dan Upaya Pencegahan
derta Penanggulangan Penyebarannya di Internet”, furnal Hukum Respubka, Vol
7. No. 1, Tahun 2007, him. 38-39.
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berbagai momen dan peristiwa yang romantis, maka cyt'?.erpam dan
cyber-childpornography bisa dilakukan dengan mempergunakan
“gambar bergerak”. Akibatnya apabila mempergunakan Pasal 283
atau Pasal 283 KUHP maka tidaklah mencakupi untuk menjerat
“gambar bergerak arau film”. Maka selanjutnya akan digunakan
undang-undang perfilman sebagai dasar hukumnya. Permasalah
berikutnya adalah  terkaic unsur “... dipertunjukkan atau
ditempatkan di muka umum ...”. Ini menimbulkan permasalah
“apakah layar computer” bisa dianggap sebagai “di muka umum”,
karena pada umumnya “layar computer”, baik di rumah atau di
warnet, merupakan ruangan pribadi sehingga tidak bisa diangap “di
muka umum”™. '

Ini belum memperhatikan apa yang dikatakan oleh
Suratman dan Andri Winjaya Laksana. Mereka berdua menyatakan
bahwa dampak negatif dari kemajuan teknologi dan kemudahan
akses ini adalah semakin naiknya jenis tindak pidana baru yang
masuk dalam kategori tindak pidana pornografi. Mulai dari cara,
modus dan sebagainya. Padahal pornografi memberikan dampak
negative terhadap perilaku anak muda yang merupakan generasi
penerus bangsa. Anak-anak dan perempuan telah banyak yang
menjadi korban dari tindak pidana ini."’

Dalam konteks inilah diperlukan adanya pencegahan dan
pemberantasan terhadap eyberporn ataupun cyber-childpornography.
Dengan tujuan agar tidak menimbulkan efek buruk untuk generasi
di masa yang akan darang. Langkah konkritnya, menurut Agus
Raharjo, yang urama dan pertama dengan melalui kebijakan
kriminal. Kebijakan criminal merupakan suaru kebijakan berupa

menetapkan suatu perbuatan yang pada awalnya tridak rermasuk
P P yang p ¥

6 fbid, hlm. 38-39.
"7 Surarman dan Andri Winjaya Laksana, Awalisis Yuridis Penyidiban, hlm. 172,
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tindak pidana atau tidak dipidana yang selanjutnya menjadi suaru
tindak pidana atau perbuatan yang bisa dipidana.'

Menyikapi hal ini pada Marer 2008, Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia mengesahkan RUU Informasi dan
Transaksi Elekeronik (ITE) dan menjadi Undang-undang dengan
nama Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elekeronik. Pada dasaranya undang-undang ini ridak
hanya spesifik pada masalah cyberporn saja, akan tetapi pada semua
jenis dan bentuk kejahatan yang menggunakan media internet, yang
biasa dikenal dengan eybercrime. Yang perlu dicatat bahwa RUU-
ITE ini sudah dirancang mulai tahun 1999. Diharapkan undang-
undang ini secara umum bisa menjadi “instrumen hukum” yang
mempunyai akselerasi yang baik guna menyikapi berbagai
perkembangan  kejahatan  dalam  dunia  maya.'™  Dalam
perjalanannya undang-undang ini diperbaiki dengan melakukan
perubahan, yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2008.
Selanjutnya RUU-Perubahan tersebut disahkan pada 25 November
2016 dengan nama Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elekeronik.’™

Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang Informasi dan
Transaksi Elektronik

Dalam  rangka  pencegahan dan  pemberantasan
menyebarnya pornografi dengan media komputer dan internet,
pemerintah Indonesia sudah mempunyai peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang “larangan penyebaran pornografi

"** Agus Raharjo, Kajian Yuridis Terhadap Cyberporn, hlm. 38-39.

" Muhammad Prima Ersya, “Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi
Cyber Crime di Indonesia”, Journal of Moral and Civic Educarion, Vol, 1, Ne, 1,
Tahun 2017, hlm. 53.

B0 fbid, hlm. 55.
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dalam bentuk informasi elektronik”, yaitu Undang—undang No. 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-
ITE). Namun yang perlu diperhatikan adalah Bab XII: Ketentuan
Peralihan Pasal 53 dari undang-undang tersebut, yang berbunyi:
“Pada saat 53?1'4%;;?1_];;1 UndangtUim’(mg tni, semua  Pevaturan
Pfrundifng-uﬂﬂ'ﬂngﬂn ﬂf{i?ﬂ éf&méﬂg&&'zﬂ "]Hﬂ'?.l‘-g éf?}}ﬂ&ﬂﬂgﬁﬂ ﬂ’fﬂgﬂ.ﬂ
pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlakn.”

Dengan demikian, norma-norma atau ketentuaj perundang-
undangan berkenaan dengan pronografi tetapi dianggap berlaku,
ferurama '}l'ﬂl'lg menggun;lkﬂ.n media I-cnmpurcr dan in[ﬁfﬂEtT
sepamnjang tidak bertentangan dengan undang-undang ITE ini.

UU ITE, dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-
undangan }Fang rf.’]ﬂh EI.EIEI. Scl}elumn}fa din}ratakan l:etap l‘]erlaku,
selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.

Dalam undang-undang tersebut, pasal yang mengatur
tentang pornografi di internet hanya terdapat dalam satu pasal saja,
itupun tidak menggunak:m istilah p()rn(}graﬂ, terapi dengan istilah
“muatan yang melanggar kesusilaan”. Tepatnya pada BAB VII
tentang Perbuaran yang Dilarang, Pasal 27 ayar (1) yang berbunyi:
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
danlataw  mentransmisikan danlatau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik danfatauw Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan yang melanggar kesusilaan,”

Di dalam Pasal 27 ayar 1 UU ITE digunakan kata “dapat
diaksesnya”, yang mempunyai arti “setiap orang yang dengan
sengaja dan tanpa hak membuat bisa diaksesnya informasi
elekrronik bermuatan pornografi atau pelanggaran kesusilaan™ maka
dia akan dikenai sanksi pidana. Ini semisal seseorang yang
mempunyai website. Jika di dalam website-nya tersebut ada fink

(hubungan) yang menghubungkan ke website lainnya yang
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“memuat gambar pnmn”, maka pemilik website tersebur  bisa
dituduh  telah  “ikut  menyebarluaskan  pornografi”  atau
“mengarahkan orang lain mengakses situs porno”. Juga semisal
perbuatan seseorang mengirimkan pesan dengan menggunakan
email pada orang lain dan memberitahukan keberadaan situs porno
yang bisa diakses, maka perbuatan orang tersebut termasuk juga
perbuat;ln “menyeh;lr'uaslcﬂn P(}I‘nngraﬂ” s&:bagaimﬂna dilarang
oleh UU-ITE.

Pasal rersebut merupakan pasal yang menjadi landasan
larangan pornografi dengan media komputer atau internet, karena
selanjutnya lebih kepada delik kaulifikasi dari pasal 27 ayar (1) dari
Undang-undang ITE. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 34 dari
Undang-undang ITE yang berbunyi:

(1) Setiap Ovrang dengan sengaja dan tanpa hak ataw melawan
hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan,
mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang
dirancang ataw  secara  kbusus  dikembangkan  untuk
mz??yr.—;zsﬂ:'m:i p.ﬁ'n’mﬂrrm w&;zg:zfmamz dimaksud dalam Pasal
27 sampai dengan Pasal 33;

b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan
itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat
diakses a'eﬂgdn tujuan memﬁsf;’frmf perfmdrsm _i.:?.:’mgzzimrma
dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak
pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian,
pengujian  Sistem  Elektronik, untuk  perlindungan  Sistem
Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal ini mengarur tentang rindak pidana pnmngraﬂ herupa
“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengadakan

atau menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak komputer
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yang digunakan untuk memfasilitasi perhuatan pen}reharluasan
pornografi”. Termasuk juga dalam ketentuan pasal ini adalah
“keterlibatan seseorang menyediakan fasilitas berupa perangkat
keras komputer untuk menggandakan atau memperbanyak file-file
por‘nr}gmﬂ dalam CD atau meclia pen}fimpanan }-’:lng 1ﬂi1'l ﬂgﬁf dﬂpﬂt
disebarluaskan”.

Pasal lain yang merupakan delik dikaulifsir dari pasal 27
adalah pasal 36 dan 37 dari Undang-undang ITE. Pasal 36
berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang
lain.”

Sedangkan Pasal 37 berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja
melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terbadap
Sistem Elektronik yang bevada di wilayah yurisdiksi Indenesia.”

Di samping itu, undang-Undang ITE juga melarangan
“mengubah” atau “memanipulasi” informasi elektronik sehingga
seakan-akan terlihat asli. Ini seperti yang marak sekarang, di mana
sering didengar berita bahwa seseroang telah melaukan tindak
kriminal dengan merekayasa foto, semisal foto artis, pejabat, atau
orang lain, vang selanjutnya dirubah dari vang asli ridak bugil
menjadi bugil (seakan-akan foro asli). Perbuatan merelc:l}rasa foto ini
merupakan perbuatan terlarang, sebagaimana diatur dalam pasal 35
UU-ITE, yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak atau melawan huwkum melakukan manipulasi, penciptaan,
perubaban, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik danfatau
Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik
danfataw Dokwmen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang
otentik.”
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Ancaman Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi
dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik termuar dalam Bab Bab XI: Ketentuan Pidana,
pasal 45 ayat (1) , 50, 51 dan 52.

Pasal 45 merupakan ancaman pidana bagi pelaku tindak
pidana sebagaimana tersebur dalam pasal 27. Lebih lengkapnya
bunyi pasal 45 adalah sebagai berikut: (1) Setiap Orang yang
memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara maksimal
O (enant) tabun danfatan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).”

Sedangkan Pasal 50 merupakan ancaman pidana bagi Pasal
34, sehagaimana yang berbun}'i: “.Sren'.zp Gmng yang memenihi unsur
jfﬁdgczimdm dimaksid dalam Pasal 34 ayat (1) cf;lﬂia’fczrm dmg.rm
pidana penjara maksimal 10 (sepulubh) tabun daniataw  denda
maksimal Rp10.000.000.000,00 fjfpnfﬂﬁ miliar mpirzfr). "

Sedangkan Pasal 51 merupakan ancaman pidana untuk
pasal 35 dan 36, dengan l‘:un‘_i,ri iengkap sehag:li berikur:

(1) Seriap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara maksimal 12
{dua belas) tahun dan/atau denda maksimal
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara maksimal 12
{dua belas) tahun dan/atau denda malksimal
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Sedangkan Pasal 52 ayat (1) merupakan ancaman pidana
bagi delik kualifisir pasal 27 ayar (1), jika menyangkur kesusilaan
atau cksploitasi seksual terhadap anak. Lebih lengkapnya bunyi pasal
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sebagai berikut: “(1) Dalam bal tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atan eksploitasi seksual
terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”

Sedangkan Pasal 52 ayar (2) dan (3) merupakan delik
dikualifisir dari pasal 30 sampai dengan pasal 37. Jika yang diserang
adalah dokumen elektronik milik pemerintah maka ancaman
pidananya ditambah sepertiga, dan jika milik lembaga strategis
pemerintah maka ditambah dua pertiga. Lebih lengkap hun}fi pasal
52 ayat (2) adalah sebagai berikut: “(2) Dalam bhal perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37
ditujukan terbadap Komputer danlatau Sistem Elektronik serta
Informasi Elektronik danlatau Dokumen Elektronik milik Pemerintah
danfatau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan
pidana pokok ditambah sepertiga.”

Sedangkan pasal 52 ayat (3) berbunyi: “(3)Dalam hal
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan
Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer danlatau Sistem Elektronik
sevta Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik
Pemerintah danlatau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada
lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, kewangan, lembaga
internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal
ancaman pidana pokok masingmasing Pasal ditambah dua pertiga.”

Untuk Pasal 52 ayat (4) merupakan delik dikualifisir dari
Pasal 27 sampai Pasal 37 jika pelakunya adalah korporasi. Lebih
lengkapnya pasal 52 ayat (4) berbunyi: “(4)Dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37
dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua
pertiga.”

Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam
Uﬂ&mg-unardng fﬂﬁrmdsi dan Transaksi Elektronik
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Sebagaimana disebutkan dahm pemaparan sebelumn}fa,

bahwa pidana denda merupakan salah satu dari dua jenis pidana

yang diancamkan dalam rindak pidana pornografi. Dari pemaparan

tersebut, dalam kaitannya dengan pidana denda, dapat disimpulkan

scbagai berikur:

1. Sistem perumusan ancaman pidana denda adalah sistem

perumusan maksimal, sehingga tidak bisa digunakan lebih dari

yang terdapat dalam pasal-pasal. Lebih jelasnya bisa dilihat

dalam tabel di bawah ini:
Tabel 8

Ketentuan Pidana dalam Tindak Pidana Pornografi pada

Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik

Pasal Tindak Pidana Pidana Penjara |Pidana Denda
Pasal 45 |Pasal 27 ayat (1),|Pidana  penjara|Pidana denda
ayat (1) |ayat (2), ayat (3),|maksimal enam|maksimal satu
atau ayat (4) rahun miliar rupiah
Pasal 50 |Pasal 34 ayat (1) Pidana penjara|Pidana  denda
maksimal maksimal
sepuluh tahun  [sepuluh  miliar
rupiah.
Pasal 51 |pasal 35 dan 36 Pidana  penjara|Pidana denda
ayat (3) maksimal  dua|maksimal  dua
belas tahun belas miliar
rupiah.
Pasal 51 |pasal 35 dan 36 Pidana  penjara|Pidana denda
ayat (4) maksimal  dua|maksimal  dua
belas tahun belas miliar
rupi:lh
Pasal 52 |Pasal 27 ayat (1):|Pidana Pidana
:l}rat{]:l Ekip|nitasi seksual pemberatan; pembemmn
terhadap anak sepertiga dari|:sepertiga pidana
pidana pokok pokok.
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Pasal 52|Pasal 30  sampai|Pidana  pokok|Pidana  pokok
ayat (2) |[dengan Pasal 37:|ditambah ditambah
milik Pemerintah  |sepertiga. sepertiga.

52 ayat|Pasal 30 sampai|Pidana maksimal|Pidana maksimal
(3) dengan Pasal 37:|ditambah  dua|ditambah  dua
milik  Pemerintah|pertiga. pertiga.

dan/atau badan
strategis
52 ayat|Pasal 27 sampai|Pidana pokok|Pidana  pokok
(4) dengan Pasal 37:|ditambah  dua|ditambah  dua
korporasi pertiga. pertiga.

2

Dalam undang—undang ITE ini, semua tindak pidanﬂ diancam

dengan dua jenis pidana, yaitu penjara dan denda. Penggunaan

dua jenis pidana tersebut adalah sama. Hal ini bisa dilihat

dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9

Ancanan Pidana pada
Undangﬂmdang Informasi dan Teknningi Elektronik

Pasal

Pidana Penjara

Pidana Denda

Pasal 45 ayar

(1)

Pidana penjara
maksimal enam tahun

Pidana denda maksimal satu
miliar rupiah

Pasal 50

Pidana penjara
maksimal sepuluh
tﬂ.h un

malsimal

Pidana denda
sepuluh miliar rupiah.

Pasal 51 ayat

(3)

Pidana
maksimal
tahun

penjara

dua belas

Pidana denda maksimal dua
belas miliar rupiah.

Pasal 51 ayat

(4)

Pidana
maksimal
tahun

penjara

dua belas

maksimal

Pidana denda
dua belas miliar rupiah

Pasal 52 ayat

(1

Pidana
sepertiga dari pidana

pokok

pemberatan:

Pidana

sepertiga pidana po kol.

pemberatan
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Pasal 52 ayar|Pidana pokok|Pidana pokok ditambah
(2) ditambah sepertiga. sepertiga.
52 ayat (3) |Pidana maksimal | Pidana maksimal ditambah

ditambah dua perriga. |dua pertiga.

52 ayat (4) |Pidana pokok|Pidana pokok ditambah dua

ditambah dua pertiga. |pertiga.

3. Jenis pidana denda yang diancamkan adalah bermacam-
macam, sesuai dengan berat dan ringan dari tindak pidana yang
diancamkan. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam rabel di bawah
ini:

Tabel 10
Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pornografi
pada Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik
No Pasal Pidana Denda
1 |Pasal 45 ayar (1) |Pidana denda maksimal satu miliar rupiah

2 |Pasal 50 Pidana denda maksimal sepuluh miliar

rupiah.

3 |Pasal 51 ayat (3) |Pidana denda maksimal dua belas miliar

rupial‘t,

4 |Pasal 51 ayar (4) |Pidana denda maksimal dua belas miliar

rupiah

5 |Pasal 52 ayat (1) |Pidana pemberaran :sepertiga pidana

pokok.

6 |Pasal 52 ayar (2) |Pidana pckuk ditambah sepertiga.

7 |52 ayat (3) Pidana maksimal ditambah dua pertiga.

8 |52 ayat (4) Pidana pokok ditambah dua pertiga.
4. Dalam merumuskan pidana denda bersama pidana penjara

menggunakan kata “dan/atau”, sehingga dalam penjatuhunn}fa
bisa komularif bersama pidana penjara, arau pilihan anrara
P penj P

pidana denda dan pidana penjara.
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dengan Ancaman Pidana Denda
di Masa Mendatang

Pengaturan pidana denda dalam Tindak Pidana Pornografi

dalam R-KUHP

Pidana Denda dalam R-KUHP

Kertika ingin membahas kebijakan hukum pidana di masa
mendatang, terutama yang berkenaan pidana denda maka bisa
melihat Rencana Undang-undang KUHP (R-KUHP). Pidana

Denda dalam R-KUHP dimuat dalam pasal 80 sampai dengan Pasal

86. Secara garis besar, pengaturan pidana denda dalam R-KUHP

adalah scbagﬂi berikut:

1. Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang
wajib  dibayar oleh rterpidana  berdasarkan  purusan
pengadilan.™

2. Besaran minimum umum dari pidana denda adalah Rp
15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Sedangkan besaran
maksimum umum pidana denda adalah: (1) kategori I Rp
1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah}; (2) ategori IT
Rp 7.500.000,00 (rujuh juta lima ratus ribu rupiah); (3)
kategori III Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); (4)
kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
(5) kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
(6) kategori VI Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).'”

3. wajib mempertimbangkan “kemampuan rterpidana” terkait
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penjatuhan pidana denda.

" Pasal 80 ayat (1) R-KUHP.
"% Pasal 80 ayat (2) dan (3) R-KUHP.
3 Pasal 81 ayar (1) R-KUHP.
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4. Dalam pe]al{sanaan}r}m pidana dfﬂdﬂ I]i.Sﬂ diha}'ﬂrkan sccara
menggangus namun dalam rtenggang waktu sebagaimana
putusan hakim." Namun jika ridak dibayarkan bisa dengan
mengambil pendapatan atau kekayaan terpidana."”

5. Jika “pengambilan pendapatan dan kekayaan” ridak mungkin
untuk dilakukan pada pidana denda kategori I, maka bisa
digﬂntikan dengan pidana lcerja sosial, pidana pengawasan, atau

5 Namun, untuk pidana denda di aras kategnri

pidana penjara.
I bisa diganti dengan “pidana penjara” paling sedikit satu
tahun.'”” Jika subyek hukumnya adalah korporasi maka
“pengambilan pendapatan dan kekayaan®™ bisa digantikan

dengan “pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi”."*

Tindak Pidana Pornografi dalam R-KUHP

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa ketika ingin
membahas kebijakan hukum pidana di masa mendatang, terutama
yang berkenaan dengan tindak pidana pornografi, maka yang bisa
dilakukan adalah melihar Rencana KUHP (R-KUHP). Dalam hal
tindak pidana pornografi, R-KUHP hanyalah mengelompokkannya
dalam satu bab saja dengan judul “Tindak pidana terhadap
perbuatan yang melanggar kesusilaan”, yang secara derail rerdapar
dalam Pasal 467 hingga Pasal 505 dalam Bab 16 R-KUHP.
Sedangkan yang secara spesifik mengatur pornografi terdapat dalam
Pasal 467 sampai dengan Pasal 473 R-KUHP, ditambah dengan
Pasal 379 R-KUHP.

Pada dasarnya, pengaturan “delik kesusilaan” dalam KUHP
dan RUU KUHP jika diperhatian dengan seksama tidak ditemui

"4 Pasal 82 ayar (1) R-KUHP.
15 Pasal 82 ayac (2) R-KUHP.
16 Pasal 83 ayat (1) R-KUHP.
"7 Pasal 84 ayat (1) R-KUHP.
8 Pasal 85 R-KUHP.
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perbedaan yang signiﬁkan, dikarenakan dalam B-KUHP han}rﬂ]ah
mengatur  ulang atau melakukan revisi pengaturan seperti
pengaturan di dalam KUHP. Ini berbeda dengan Undang-undang
Pornografi, dimana pengaturan “delik kesusilaan™ stressing pada
mengatur tindak pidana cabul {Perbuatan yang l'}ertujuan

merangsang atau menimbulkan nafsu).

Ancaman Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pornograft dalam R-
KUHP

Ancaman pidana pada tindak pidana pornografi dalam R-
KUHP dalam perumusannya bersamaan dengan unsur-unsur
tindak pidana yang dilarang, yaitu terdapat dalam pasal 467 sampai
dengan 474 R-KUHP, serta pasal 373 R-KUHP. Jenis ancaman
pidanya ada dua, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Lebih
jelasnya bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11
Ancaman Pidana bagi Tindak Pidana Pornografi
dalam R-KUHP

Pasal Pidana Penjara Pidana Denda

Pasal |pidana penjara maksimal |pidana  denda  maksimal

467 satu tahun Kategori II

Pasal |pidana penjara maksimal|pidana denda maskismal
468 (1) |lima rahun Kategori IV,

Pasal pidana penjara minimal pidana denda minimal
468 (2) |satu tahun Kategori III dan maksimal

Kategori IV

Pasal pidana penjara maksimal|pidana denda  maksimal
469 (1) |lima tahun Kartegori IV

Pasal |pidana penjara minimal|pidana  denda  minimal
469 (2) [satu tahun dan maksimal [Kategori III dan maksimal
tujuh tahun Kartegori TV.
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Pasal  |pidana penjara minimal |pidana denda paling sedikit
470 satu tahun dan maksimal|Kategori 11 dan paling
tujuh tahun banyak Kategori IV.

Pasal  |pidana penjara minimal riga|pidana  denda  minimal
471 tahun maksimal lima belas|Kategori IV dan maksimal

tahun Kategori VI
Pasal pidana penjara minimal dua pidana denda minimal
472 tahun dan  maksimal |Kategori 111 dan maksimal
sembilan tahun Kategori V.
Pasal pidana penjara maksimal pidana denda  maksimal
473 satu tahun Kategori II.
Pasal pidana penjara minimal riga pidana denda minimal
474 tahun dan maksimal lima|Kategori IV dan maksimal
belas tahun Kategori VL
Pasal pidana penjara maksimal |pidana denda Kategori IV
379 tujuh tahun

Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam R-

KUHP

Sebagaimana disebutkan dalam pemaparan sebelumnya,

bahwa pidana denda adalah salah satu dari dua jenis pidana yang
diancamkan dalam tindak pidana pornografi pada R-KUHP. Dari

pemaparan tersebut, dalam kaitannya dengan pidana denda, dapat

disimpu]kan :&Ebagai berikur:

1. Dalam R-KUHP, semua tindak pidana pnrnngmﬁ diancam

dengan dua jenis pidana, yaitu penjara dan denda. Penggunaan

dua jenis pidan:l tersebur adalah sama. Hal ini bisa dilihat
dalam Tabel 11: Ancaman Pidana bagi Tindak Pidana
Pornografi dalam R-KUHP.

2. Pidana denda dirumuskan dengan tiga macam. Yaitu; (1)

dengﬂn menyebutkan jumlah minimal dan maksimal, (2) hﬂn}fa

menyebutkan jumlah maksimalnya saja, dan (3) tanpa
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men}rebutkan jumlah minimal dan maksimaln}ra. Lebih

detailnya bisa dilihat dalam tabel sebagai berikur:
Tabel 12
Perumusan Pidana Denda dalam R-KUHP

Pasal Cara Jumlah Denda
Merumuskan
Pasal 467 Batas maksimal | pidana denda maksimal Kategori I1

Pasal 468 (1)

Batas maksimal

pidana denda maksimal Ka[egnri

IV.

Pasal 468 (2)

baras minimal

dan maksimal

pidana denda minimal Karegori 111

dan maksimal Kategori IV

Pasal 469 (1)

Baras maksimal

pidana denda maksimal Kategori IV

Pasal 469 (2) |batas minimal|pidana denda minimal Kategori 111
dan maksimal |dan maksimal Karegori IV,

Pasal 470 batas minimal|pidana denda minimal Kategori III
dan maksimal |dan maksimal Kategori IV.

Pasal 471 batas minimal|pidana denda minimal Kategori IV
dan maksimal |dan maksimal Kategori VI

Pasal 472 batas minimal|pidana denda minimal Kategori III
dan maksimal |dan maksimal Kategori V.

Pasal 473 Batas maksimal | pidana denda maksimal Kategori IL.

Pasal 474 batas minimal|pidana denda minimal Kategori IV
dan maksimal |dan maksimal Kategori VL.

Pasal 379 Tanpa  batas|pidana denda Kategori [V
minimal  dan
maksimal

3. Jenis pidana denda yang diancamkan untuk tindak pidana

pronografi dalam R-KUHP adalah bermacam-macam, sesuai

dengan berar dan ringan dari tindak pidana yang diancamkan.
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Lebih jelasnya bisa dilihatr dalam Tabel 11: Ancaman Pidana
bagi Tindak Pidana Pornografi dalam R-KUHP.

4. Dalam merumuskan pidana denda bersama pidana lain ada dua
macam. Pertama, dirumuskan bersama pidana penjara dengan
kara “atau”, sehingga dalam penjatuhann}r:l bersifar alternarif,
yaitu dalam Pasal 467, Pasal 468, pasal 469 dan Pasal 379.
Kedua, dirumuskan dengan menggunaicﬂn kata “dan”, sehingga
dalam penjatuhann}fa bersifar  komuladif, dalam artian
bersamaan dengan pidana penjara. Yaitu dalam pasal 470, Pasal

471, Pasal 472, Pasal 473 dan Pasal 474.

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi di Masa
Mendatang
Kerika ingin membahas lcebijakan hukum pidana berkenaan
dengan tindak pidana pornografi di masa mendarang, maka yang
bisa dilakukan adalah melihat Rencana Undang-undang KUHP (R-
KUHP). Sedangkan untuk memahami aspek pemidanaannya,
karena dalam penelitian ini difokuskan pada “pidana denda”, maka
perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dari R-KUHP sekaligus
pedoman pemidanaan, Untuk tujuan pemidanaan disebutkan
dalam Bagian Kesatu: Pemidanaan, Paragraf 1 tentang Tujuan
Pemidanaan Pasal 54. Lebih lengkapnya bunyi dari pasal 54 adalah
sebagai berikut:
(1) Pemidanaan bertujuan:
a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan
norma hokum demi pengayoman masyarakar;
b. memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan
pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan herguna;
c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak
pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendarangkan rasa

damai dalam masyﬂrakat; dan
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mEthbﬂSkﬂl] rasa hEI"SleEIl'I pada terpidana;

(2) Pemidanaan tdak dimaksudkan untuk menderitakan dan

merendahkan martabar manusia

Sedangkan untuk pedoman pemidanaan disebutkan setelahnya,

yaitu dalam Paragrﬂf 2 tentang Pedoman Pemidanaan, Pasal 55.

Lebih Iengkapnya sehagai berikur:

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

=R o

o B 0

L —

kesalahan pembuat rindak pidana;

motif dan tujuan melakukan tindak pidana;

sikap batin pembuar tindak pidana;

apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;

cara melakukan tindak pidana;

sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak
pidana;

riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat

tindak pidana;

. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuart tindak

pidana;

pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga
korban;

pemaafan d.’-]i—i ICO]'I:IQ" d.:ln.i":lt:-lu i(ﬂluarg:m}«'a; dﬂn;ﬂtau

pﬂ nd an gﬂn masya[‘af{:lt teri‘ladﬂp tiﬂdﬂl{ pidan:l )’ang
dilakukan,

Ringann}fa pcrbuatan, kcadaan Pflbﬂdl ]}ClTII:!LIElt, atau kcadaan

pada wakru dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian,

dapar dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan

pidana atau mengenaican tindakan dengan memperrimbangkan

sf:gi keadilan dan kemanusiaan.
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Hal ini dikarenakan, dalam penggunaan pidana sehagai
sarana untuk menanggulangi sebuah perbuaran yang akan dilarang
harus memperhatikan empat hal, yainu:'”

1. Dalam mempergunakan hukum pidana haruslah diperhatikan
tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat
adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual
l‘:erasasl{an Pancasila; sehingga da];ln1 menggun:lkan hul{um
pidana tersebur haruslah bertujuan guna menanggulangi
kejahatan dan mengadakan pengugeran pada tindakan
penanggulangan itu sendiri.

2. Terkait perbuatan yang diupayakan untuk ditanggulangi dan
dicegah dengan mempergunakan hukum pidana haruslah
perbuatan yang tidak dikehendaki, dalam artian merupakan
pﬁ'rbuatan }'ﬂl]g rnerldzlt;]ngk.:]n kE[’llgiﬂﬂ pada Wﬂl'g;l
masyarakat, baik kerugian material ataupun kerugian spiritual.

3. Dalam  mempergunakan  hukum  pidana  haruslah
diperhitungkan juga cost and benefit principle (prinsip biaya dan
hasil).

4. Dalam mempergunakan hukum pidana haruslah diperhatikan
juga kemampuan atau kapasitas daya kerja dari lembaga-
Iembaga penegak hukum, dalam artian jangan sampai terjadi
overbelasting (melebihi beban tugas)”.

Hal ini dikarenakan, sebagaimana pemaparan pada sub-bab
scbelumnya, bahwa pumograﬁ telah diatur dalam KUHP, yaitu
Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-
283) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal
532-533)." Sedangkan di luar KUHP, diatur dalam Undang-
ndang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang—undang No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-ndang Na.

" Sudarto, Kapita Selebta Hukbwm Pidang, hlm. 107,
" Rani Yuanita, Undang-undang Pornografi dalam Kajian Sesiological
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32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selanjutn}m pada tahun 2008,
DPR RI melalui Sidang Paripurna telah mengesahkan Undang-
undang Pornografi, yaitu Undang-undang No. 44 Tahun 2008
tentang Pornografi. Sedangkan guna mencegah dan memberantas
Pen}reh;lran Pﬂrnograﬂ Clengan mfdiﬂ kompurcr dan interrlet, m:—lka
DPR RI mengesahkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Namun, dalam kenyataannya, masalah pronografi terus
semakin marak dan ddak berkurang sama sekali. Terutama
pornografi dengan media internet. Di sisi lain dengan adanya
Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 menetapkan “Kerangka
Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi
Telematika (ICT) di Indonesia”, sebagaimana diatur dalam
INPRES No. 6 Tahun 2001.

Di dalam INPRES di atas dijelaskan bahwa warnet (warung
internet) adalah ujung tombak guna mencapai “tujuan yang
diinginkan”. Warnet dimungkinkan bisa masuk ke pelosok-pelosok
desa, baik di panrai ataupun di pegunungan. Tentunya ini
menggambarkan bahwa “teknologi informasi melalui internet” telah
masuk dan merambah ke berbagai daerah dan tanpa bisa
menghindarin}ra. Sehingga, satu segi hal ini memberikan manfaar
berupa tE['bLl]:(ﬂﬂ‘fﬂ. CEI{I'EWEI.].& klmu pengetal‘luan CIE[H tekm’)lngi, akan
tetapi di segi yang lain akan memungkinkan munculnya berbagai
dampak, efek dan resiko negative dcngan adan}ra internet ini.*"?

Faktanya warung internet di satu sisi menjadi “ujung
tombak™ guna “pemberdayaan teknologi informasi dan relemarika”,

akan tetapi di sisi lain warung internet juga menjadi “ujung rombak”

“MAdmin, Undang-undang Pornggraft, dalam
Errfp:,"f'www, )u{'m'. netlindex. p.ﬁp?ﬂpriﬁn =com_contentervicw=articlecrid njjj’n:‘frﬂ'dﬂg
-undang-pornagraficreatid=1 09 perundang-undanganclremid=102,  diakses 13
Marer 2013.

2 T
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bagi para penikmat situs porno. Sehingga terkait dengan upaya

mencegahan dan menanggulangi cyberporn ini, para pengusaha atau

para pemilik warnet berhadapan dengan hal-hal yang dilemaris.

Hal-hal yang dilematis terseburt antara lain:

1. “Situs porno” merupakan daya tarik yang kuta bagi para
pengeuna internet, sehingga ini merupakan fcan lceuntungan
bagi penguszha inrernet;

2. Jika “larangan atau himbauan™ terkait akses situs porno maka
berdapak pada jumlah pengunjung yang cenderung menurun

3. Diperlukan biaya yang cukup besar guna mengontrol para
pengguna internet supata tidak bisa mengakses “situs porno™;

4. Jika diberlakukan ketentuan “batasan usia” bagi pengunjung
warnet akan berdampak turunnya pengunjung, bahkan
1T|ungkir1 berakibatkan gu|ung [ikarn}ra usaha ini:

Padahal jika dikaji secara seksama, pornografi memberikan
dampak buruk yang luar biasa. Diantaranya, seperti dikemukakan
VB Cline yang mengungkapkan terdapat empat tahap dari
perkembangan  “kecanduan  seksual” pada orang yang
mengkonsumsi pornogmﬁ, sebagai berikur:

1. Ketagihan atau adiksi,

2. Fskalasi, yaitu: [ahapan meningkam}.ra “lkualitas keragihan” dan
selanjumya menjadi tingkai‘t laku yang cenderung menyimpang
dengan tajam,

3. Desentisisasi, yaitu: tahapan semakin menipisnya rasa sensitive
(sensitifitas),

4. Acting Out, yaitu: tahapan dimana pecandu “pornografi” sudah
mulai memprakrekkan apa yang dilihat dalam “pornografi”
tersebur.””

Terkait dengan dampak pornografi bisa di dilihat dengan

jelas dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihar bagaimana industri

" Rani Yuanita, Undang-undang Pornografi dalam Kajian Sesiological
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pnrnngraﬁ relah mengakibatkan nilai-nilai huda}fa yang hidup

dalam masyarakar sudah mulai ridak diperharikan dan dihiraukan

lagi, ini semisal semakin maraknya dunia malam, padahal itu sangat
identik dengan “perilaku pornografi” dan “pelacuran serta
pencabulan” "

Oleh karena itu, yang lebih penting dari itu, dalam
pengaturan pornografi harus berdasarkan pada “Keruhanan Yang
Maha Esa” dan penghormatan terhadap harkat dan martabat
kemanusiaan, di samping juga harus berasaskan pada “kebinekaan”,
“kepastian  hukum”, “non-diskriminasi”, serta memberikan
“perlindungan terhadap warga negara”. Hal itu mengindikasikan
bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang ini haruslah:
1. Menempatkan nilai moral pada posisi vang tinggi dan selalu

bersumber }{Cpﬂdﬂ funrmunan d:ln ;lj:ll’:ln ﬂg:—lma;

2. Dengan sejelas-jelasnya memngatur ketentuan terkair “batasan
dan larangan” dimana setiap warga negara wajib mematuhi dan
melaksanakan di samping juga memberikan ketentuan rerkait
“jenis sanksi” bagi mereka yang telah melanggarnya; dan

3. Memberikan perlindungan kepada setiap warga negara,
terurama pada k:lum perempuan, ICE].GH'I.PGIC al‘l:ll{ I::I.an: Parﬂ.
gﬁ'neraﬁi mﬂd& I'.:!Ell'i pengal‘ul‘] I:Iﬂrl dampul{ l’!uruk serfa lcﬁrbarl
pnrnngraﬁ.

Terkait dengan prunogmﬁ, terutama dengan media
internet, Mu'azu Abdullahi Saulawa menyatakan bahwa masyarakat
internasional supaya dengan keras mengusulkan kebijakan
penanggulangan dan penanggulangan penyebaran pornografi. Di
samping itu pemerintah juga harus secara eks p]isit mengatura plikasi
penyedia |:1y;ln;1n internet dalam bentuk sedemikian rupa sehingga
akan ada kondisi bagi para pengguna dan pebisnis internet untuk
menyediakan aplikasi dan software guna melacak pornografi dengan

M4 Thid,
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media internet. Selain itu, juga diperlukan perharian serius terhadap
gambar-gambar dan film-film guna melakukan verifikasi atau sensor
terhadapnya.®”

Selain itu, Prima Angkupi memaparkan bahwa upaya
menguhah pnla pilcir orang untuk menghindari pornngraﬁ,
terutama  terkait cyberpron, merupakan upaya efekif guna
menghilanglun dan memberantas pomograﬁ. Karakter pr;||a [:-ilcir
dapar diatur melalui budaya hukum berdasarkan norma-norma dan
nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakar. Peran pendidikan dan
agama dalam menginternalisasi kepatuhan hukum sedini mungkin
akan  menghindari kemungkinan penyimpangan. Upaya
pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan moral
dan agama formal dan informal dalam masyarakat. Kontrol
prevenrif melalui pendidikan moral dan agama akan menciptakan
tatanan sosial sipil yang sadar masyarakar sipil. Jadi orang memiliki
motivasi kesadaran akan perilaku.  Meningkatkan  kualiras
kemanusiaan melalui pendekatan keagamaan juga memberi jalan
bagi penegakan hukum kejahatan dunia maya. Oleh karena it
pendekatan keagamaan adalah bentuk yang tepat dan efekdif dari
konstruksi penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan

pOFI’lOgl’aFl, rerutama }’Eli'lg Ff_’l‘l(;lllt dEI'IgEIH {}'bﬁ???arﬂ.zm

0% Mu'azu Abdullahi Saulawa, Cyber Pornography, him. 55.
6 Prima Angkupi, The Paradigm of Cyberporn, him. 87.
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Menurut Alimuddin Siregar bahwa penyebaran pornografi
di  Indonesia sekarﬂng berada pad:a tingkar yang sangat
mEﬂgl{hﬂ‘Vﬂtil—kﬂﬂ. Merek:a mempern[ehn}*a dengan bEI'bﬂ.gﬂi cara
yang mudah dan murah, di antaranya dengan media internet.
Bahkan, menurut Colleen Bryant, yang paling banyak terpapar
mereka dari kalangan remaja. Mereka terbiasa memperoleh
“informasi scksual” yang kasar dan menyimpang, padahal secara
“perkembangan dan Pertumbuhan™ mereka belum waktunya dan
belum mampu  secara  konstrukif “menghadapi” dan
“menanganinya”. Tentunya ini secara negatif dapat mengubah sikap
dan perilaku seksual mereka, yang pada akhimya orientasi
seksualitas mereka.

Dalam konteks inilah maka diperlukan hadir peraturan
perudang-undangan yang secara khusus mencegah dan
memberantas pen}reharan “virus pornngraﬁ”, di luar KUHP yang
mfngaturn}'a SCCara UuImaunm. thagﬂi jﬂWﬂbﬂ.ﬂ mak:l diﬁﬂhkan
Undang-undang No. 44 Tahun 2011 tentang Pornografi, yang
meng:jtur “PEﬂCEgahElﬂ d:lﬂ pemhemntasan Pnrl‘lﬂg{'&ﬁ” secara
spesifik. Sedangkan jika menggunakan media internet maka
terdapat Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang selanjutnya
disempurnakan dengan disahkannya Undang-undang No. 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam pengaturan “tindak pid:].rla pornogmﬂ" tersebur,
digunakan berbagai ancaman pidana, di antaranya adalah pidana
denda. Pidana denda tersebut digunakan lebih banyak ketimbang

jenis pidana lainnya. Tentunya penggunaan pidana denda yang
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bersifar mayoritas ini dihﬂrengi dengan berhagai alasan, di antaranya

terkait efektifitas dan anonimiras dari pidana denda itu sendiri.

Tentang penggunaan pidana denda yang bersifat mayoritas

dalam rangka penanggulangan pornografi ini bisa dilihat dari

berhagai PEIT[EPE{I'SI'I d;ﬂam bab—bab SEhEILl[TlH}'EL SECEH'E[ gﬂl"i.‘i‘ hfﬁ'ﬂl‘

bisa dijelaskan sebagai berikut:

1.
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Pengaturan pidana denda dalam tindak pid:ma pornngraﬂ pad.a
hukum pidana positif di Indonesia saat ini dengan
memperhatikan KUHP, Undang-undang No. 44 Tahun 2008
tentang Pornografi dan Undang-undang No. 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai

berikut:
a. Pengaturan dalam KUHP

Tindak Pidana pornografi terdapat dalam Pasal 282-283
KUHP untuk kejahatan dan Pasal 532-533 KUHP untuk
pelanggaran. Dalam penggunaan pidana denda sebagai
ancaman pidana, maka (1) sistem perumusannya dengan
sistem perumusan maksimal; (2) menjadi pidana yang
paling banyak diancamkan dibandingkan dengan pidana
penjara dan pidana kurungan; (3) jenis pidana denda yang
diﬂncamkﬁﬂ ﬂdaiah l’JEl‘macam—rn:lc:;lrn Sf,'ﬁl_lﬂi dengan berat
dan ringan dari rindak pidanan}fa: (4) diancamkan secara
mandiri dalam setiap tindak pidana pornografi, namun

sebagai alternatif dari pidana penjara dan pidana kurungan.

. Pengaturan dalam Tindak Pidana l’crrxmgraﬁ Dalam

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Ancaman pidananya terdapat dalam Undang-undang
No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terdapat dalam Bab
VII Ketentuan Pidana mulai pasal 29 sampai pasal 41.
Dalam penggunaan pidana denda sebagai ancaman pidana,

maka (1) dirumusakan d::ngan menyebutkan (a) jumlah
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minimal dan maksimal serta (b) han}ra jumlah maksimaln}ra;
(2) menjadi pidana yang paling banyak diancamkan
dibandingkan pidana penjara dan pidana tambahan; (3)
jenis pidana dendanya bermacam-macam sesuai dengan
berat ringan tindak pidanan}ra; dan (4) dalam merumuskan
pidana denda bersama pidana lain dengan kata “dan/atau”
(sechingga bersifat komulatif atau alternacif) dan dengan
secara mandiri.
. Pengaturan dalam Tindak Pidana Pornografi dalam
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

Tindak pidana pornografi terdapat dalam Pasal 27 ayat
(1), 34, 36 dan 37. Sedangkan ancaman pidanan}fa termuat
dalam Bab Bab XI: Ketentuan Pidana pasal 45 ayat (1) , 50,
51 dan 52. Dalam penggunaan pidana denda sebagai
ancaman pidana, maka (1) sistem perumusannya dengan
sistem perumusan maksimal; (2) diancamkan pada semua
tindak pidana pornografi yang bersamaan dengan penjara
dan denda; (3) jenis pidana denda bermacam-macam sesuai
berat ringan tindak pidananya; (4) dalam merumuskan
pid:lna denda bersama pidana penjara menggunakan kata

“dan/aran” sehingga bisa bersifar komularif atau alrernarif.

Pengaturan pidana denda dalam rindak pidana pornografi pada

hukum pidana nasional di masa m{:ndatang adalah dcngan
memperhatikan Rencana Undang-undang KUHP (RUU-
KUHP). Tindak Pidana Pornograﬁ dalam rerdapar dalam Pasal
467 sampai dengan Pasal 473 RUU-KUHP, ditambah dengan
Pasal 379 RUU-KUHP. Pidana Denda secara khusus dalam
RUU-KUHP tersebut dimuat dalam pasal 80 sampai dengan
Pasal 10. Sedangkan tentang penggunaan pidana denda dalam
tindak pidana pornografi dalam RUU-KUHP adalah sebagai
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berikut: (1) diancamkan pada semua rindak pid:ma pﬂmngraﬂ
sebrsamaan dengan pidana penjara dengan jumlah yang sama;
(2) dalam perumusannya dengan menyebutkan (a) jumlah
minimal dan maksimal, (b jumlah maksimalnya saja, dan ()
tanpa menyebutkan jumlah minimal dan maksimalnya; (3)
jumlah pidana dendanya bermacam-macam sesuai berat ringan
tindak pidananya; (4) dalam merumuskan pidana denda
bersama pidana lain dengan kara “atau” (sehingga bersifat
alternatif) dan kata “dan”™ (schingga bersifac komulatif). Dan
dalam rangka pemahaman dan koreksi terdahap penggunaan
pidana denda sebagai kebijakan pidana dalam rangka
penanggulangan tindak pidana pornografi di masa mendatang
supaya memperhatikan tujuan pemidanan dan pedoman
pemidanaan yang terdapac dalam Paragraf 1 tentang Tujuan
Pemidanaan Pasal 54 dan Paragraf 2 rtentang Pedoman
Pemidanaan, Pasal 55.

Meskipun begitu, perlu diperhatikan beberapa hal guna

perbaikan dan koreksi dalam rataran pelaksanaan, antara lain:

1.

Peningkatan jumlah pidana denda dari yang terdapat, terutama
supaya menambah rasa jera pada para pelaku tindak pidana
Pﬂfﬂﬂgf}lﬂr ferutama d{'ngun melihat dampal{ buruk dari
tindak pidana pornografi tersebut.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya pada sisi kekurangan atau
kelemahan pidana denda bahwa ]::-idana denda  bisa
dilaksanakan (dibayarkan) oleh orang yang tidak melakukan
tindak pidana, dalam hal ini perlu pengawasan berul-berul
bahwa yang melaksanakan pidana tersebut harus orang yang
melanggar tersebut, dengan harapan dia menjadi jera untuk
tidak mengulangi melakukan tindak pidana pronografi lagi.

Khusus dalam masalah “pengaturan pornografi” perlulah

kiranya memperhatikan pendapat dari Suratman dan Andri
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Winjaya Laksana. Menurutnya, dipeﬂukan penyamaan persepsi
dalam menyikapi “tindak pidana pornografi”. Terutama terkait
“bahaya” dan “dampak buruk”™ dari pornografi. Bukannya malah
sibuk mencari “alasan pembenar” terkait konsep pornografi yang
dipandang “premarture”. Dia menambahkan bahwa pornografi
merupakan faktor dan sebab terbesar dalam perusakan generasi
muda bangsn, Olei‘l i{a[’en:l itl.] da];ln] rangi{a PE].EICSEI.HE;H'I penegakan
hukum pidana terhadap “pornografi” sangat perlu peran dan
kerjasama dari berbagai pihak, masyarakat atau para penegak
penegak hukum. Kesemunay demi terciptanya masyarakar adil dan

07

makmur.

#7 Suratman dan Andri Winjaya Laksana, Analisis Yuridis Penyidikan, hlm. 177,
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Penanggulangan Pornografi
dengan Pidana Denda

Penyebaran pornograli di Indonesin sekarang berada pada tingkat yang
sangat mengkhawatirkan. Merska memperolehnyn dengan berbagsi cara yang
mudah dan murah, di antaranyva dengan media internel. KEslompok yvang paling
banyak terpapar adalah kalangan remaja, yang terkadang mereka terbiasa
memperoleh “informasi seksual® yang kasar dan menyimpang, padahal meraka
belum wakiunya dan belum mampu soccara konstruktil “menghadapi® dan
‘menanganinya®. Scbagai upaya penanggulangan dan pemberantasan “lindak
pidana pornografi® digunnkan berbagal ancaman pidana, di antaranya pidana
dends, yang sekarang trend-nya cenderung meningkst, dikarenakan “ofektifitas
dan anonimitas® dari pidana denda ltu sendird.

Buku ini berusaha hadir dalam konteks "penanggulangan dan pemberantasan
pornografi® dan “upaya penanggulangganya dengan menggunakan pidana denda®.
Pembahazan dalam boku ind berkisar aniara: (1) Tindak Pidana Pornografi, (2)
Pidana Denda, (3) Kebijakon Hukum Pidans, (4) Pengaturan Tindak Pidana
Pornografi dengan Ancaman Pidana Denda, (5] Penangpulangan Tindak Pidana
Pornografi dengan Ancaman Pidana Denda di Masa Mendatang, dan (6) Penutup.
Buku ini sangat dianjurkan monjadi waocana alternatifl bagi pars ilmuwan, penoelit,
dosen dan mahasiawa yang content pada kajian hukum pidana, khususnya terkmt
dongan pornograll. Tak ketinggalan juga, para pengambil kebijakan dan pambuat
regulasi, leruiama dalam bidang hukum pidana.
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